INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

H Tl

L‘il 't § 1 1:".

- LE M = L3 =M B 1 YT panly SITRAL 1 i
IH:"I..?h '...“,-'l-."-=|r1'llll=}i."I.: L e IR YT Hy: I R 3

=
-
-
=

=
-8
ot
s

un

f,-
=

LAPORAN

KINERJA INSTANSI [
PEMERINTAH |

TAHUN 2021 |




Kata Peéngantar

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,
Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menyelesaikan penyusunan
dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bagian dari
pelaksanaan manajemen kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1939 fentang
AKIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Inspektorat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 disusun sesuai dengan kaidah dan
sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara
FPemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini adalah merupakan salah satu wujud
diimplementasikannya good governance dan adanya tanggung jawab instansi untuk
melaporkan kepada pemberi mandat dan pemangku kepentingan atas capaian
kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini akan memberi
arti bagi para penggunanya dan sebagai salah suatu bentuk gambaran peranan yang
dapat diberikan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

dalam rangka menuju * Good Governance “,

Samarinda, 24 Januari 2022

Insp;ktur,
A

Dr. H. M. Irfan Prananta, SE, MM
Fembina Utama Madya
NIP. 19740818 199702 1 006
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‘RUGRASAN ERSERUTE

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2020 ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja
yang yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja antara Eselon |l dengan
Gubenur Kalimantan Timur yang akan dicapai pada tahun 2021 serta seluruh
program dan kegiatan Inspekiorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama tahun
2021 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik dan pemberi amanah.
Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan atas dokumen Penetapan Kinerja 2021
yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Laporan Kinerja Tahun 2021 ini juga menyajikan semua capaian kinerja yang
telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja dan Program serta Kegiatan yang
merupakan perbandingan antara realisasi dengan rencana kinerja baik pada level
output maupun outcome kegiatan yang merupakan salah satu tolok ukur
keberhasilan arganisasi. Analisis-analisis yang dilakukan atas capaian kinerja
terhadap rencana kinerja ini juga dapat mengidendtifikasikan sejumlah keberhasilan
kinerja yang telah dicapai dan kegagalan-kegagalan sebagai perbaikan kinerja

dimasa-masa mendatang.

Dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta Program dan Kegiatan yang
telah dituangkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang merupakan

komitmen seluruh unsur dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam
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. Ringkasan

merealisasikan tanggung jawabnya kepada stakeholder. Target dan indikater kinerja
dalam Penetapan Kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja Inspektorat

Provinsi Kalimantan Timur.

Penilaian kinerja atas Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2021 dilakukan terhadap indikator output maupun outcome kegiatan yang
tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021 dengan cara membandingkan antara

target indikator dengan realisasinya.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 menggambarkan dan menunjukkan bahwa
Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan 4 (empat) sasaran, 17
(tuuh belas) indikator dengan capaian kinerja rata-rata sebesar  90,52%.
Sedangkan untuk pencapaian 3 Program dan 9 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan yang
telah dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan capai fisik
100% dan realisasi anggaran/keuangan 74,83%. Untuk melaksanakan semua
aktivitas tersebut disediakan dana sebesar Rp. 39.146.734.000,00 dengan realisasi

sebesar Rp. 29.293.645.999,00 (74,83%).

Dalam penyerapan anggaran secara kuantitatif masih terdapat sisa anggaran,
tetapi secara kualitatif, pencapaian telah dapat dilaksanakan dan direalisasikan
secara optimal dan bertanggung jawab berdasarkan skala prioritas yang telah
ditetapkan. Sisa anggaran terjadi karena adanya efisiensi dalam pengguna

anggaran, namun secara fisik telah dilaksanakan 100%.

Dalam pelaksanaan perjanjian kinerja dan program serta kegiatan masih
terdapat permasalahan-permasalahan dalam pencapaian akuntabilitas kinerja,

namun dapat diatasi dengan baik dan sehingga permasalahan tersebut tidak terjadi
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secara berkelanjutan, maka telah diambil langkah-langkah perbaikan yang konkrit
agar tercipta peningkatan kualitas kinerja yang berdampak pada optimalisasi
realisasi perjanjian kinerja dan kualitas sumber daya manusia / personil aparat

pengawasan selaku APIP.

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengharapkan bahwa Laporan
Kineria Tahun 2021 ini dapat dijadikan telok ukur peningkatan kinerja yang
dipergunakan sebagai alat pembanding dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan

pada masa yang akan datang.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI.

Dasar hukum pembentukan Inspektorat Daerah Pravinsi Kalimantan Timur
sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam
menjalankan tugas dan fungsinya telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor
46 Tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dipenghujung bulan Desember 2016
ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2016
tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur dan pada tahun 2020 telah dilakukan revisi atas Peraturan
Gubermnur Kalimantan Timur MNomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspekiorat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun
2016 tentang Perangkat Daerah menjadi Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun
2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat
Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan merupakan unsur pengawas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang membantu tugas Gubernur
dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Provinsi Kalimantan Timur

beryanggung jawab kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah Provinsi
Kalimantan Timur,
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TUGAS DAN FUNGSI.

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan merupakan unsur pengawas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, baik di Provinsi maupun di Kabupaten
!/ Kota. Dalarmm rangka akuntabiltas dan objektifitas hasil pengawasan, maka
Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada
Gubernur, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan
pertanggungjawaban administratift dalam hal keuangan, asset dan
kepegawaian.

Sesuai dengan peran Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
yang merupakan unsur pengawasan, mempunyai tugas membantu Gubernur
dalam bidang membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan oleh perangkat
daerah.

Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan
dalam Peraturan Gubermnur Kalimantan MNomor 34 Tahun 2020, vyaitu

Inspektorat Daerah Provinsi adalah unsur pengawas penyelenggaraan
pemerintah daerah, maka Inspekiur Provingi Kalimantan Timur mempunyai
tugas membantu Gubermnur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas
Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspekiur

Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut ;

1.  Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;

2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atau Penugasan dari Gubernur
danfatau Menteri:
Penyusunan laporan dari hasil pengawasan;

Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

IVEPTRTER T PR PSP iy Jikrg
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Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;

Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubemur yang berkaitan
dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah

Provinsi Kalimantan Timur didukung dengan struktur organisasi sebagai
berikut :

Inspektur;

Sekretariat, membawahkan

1. Subbagian Perencanaan Program.

2. Subbagian Umum.

3. Subbagian Keuangan

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;

Inspekiur Pembantu Bidang Khusus, dan

Kelompok Jabatan Fungsional ( Auditor, Auditor Kepegawaian dan
PZUPD).

Untuk lebih jelasnya struktur crganisasi pada Inspektorat Daerah

Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada bagan berikut ini :

e e— e _______
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Inspektar

1 Sekretariat
Sub Bagian Sub Sub Bagian

Perenc. Bagian Keuangan

Program Umum
Irban Bidang Irban Bidang Irban Bidang Irban Bidang
Femerintahan Kesejahteraan Perekonomian Khusus
dan Aparatur Rakyat
Jafung yang Jafung yang Jafung yang Jafung vang

me]aksam.akﬂn melaksanakan melaksanakan melaksanakan
fungsi fungsi fungsi fungsi

PeIEaWASAT pengawasan pengawasan pengawasan

D. SUMBER DAYA MANUSIA.

Keberhasilan dalam tugas pengawasan penyelenggaraan daerah
sangat tergantung pada sumber daya manusia teruatama Aparatur Sipil
Negara. Oleh Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan untuk
mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern
yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil
Negera yang mempunyaia integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi
Masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus secara adil dan
merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan pada kompetensi dan
etika/moral yang dimiliki serta atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1845, NKRI dan Bhinneka Tunggal lka.
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Disamping itu  dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan
pemerintahan kepada Daerah, Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk
tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan
tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pernyataan diatas merupakan pernyataan
vang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 1989 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus
terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya
pada bidang pengawasan.

Dleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan
zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang baik
serta dimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai serta mampu
menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa

yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pengawasan,
sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat
Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 berjumlah pegawai
Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 107 erang yang terdiri dari
77 orang PNS/ASN dan 30 orang Tenaga Kontrak/PTT.

Dari jumlah 107 orang tersebut terdiri dari pejabat struktural, pejabat
fungsional auditor, PZUPD dan Fungsional Umum /Pelaksana serta Tenaga
Kontrak/PTT dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu dan pendidikan.

Berikut ini kami sajikan data mengenai sumber daya aparatur / pegawai yang
berada di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan

jabatan, jenis kelamin, golongan, dan pendidikan.
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Tabel 1

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan
Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan.

; Jenis
. Kolamin Golongan Penddikan
Jabatan
Laki- | i Pasca 3 .
i I
Laki I PRIV I It Sarjara Sarjana | Dipl | SLTA | SLTP | &D
| Inspektur IEIEEE ERE : 1 < ; s | g
Sekretaris - 1 1 - - - 1 & » - - N
Irbanbidwas 4 - £ - -] - 2 2 - - - -
 Kasubbag 1 Z 11 E]=]= 1 | 2 - 5 = -
' | |
Fungsional
Tertentu 27 17 ‘ 4 |39 1 - ‘ B l a5 3 = < =
Fungsional ‘ '
Gt 16 8 - (121111 6 10 6 1 1
I
Jumlah PNS 45 | 28 |11 |53 /121 ‘ 10 46 13 6 1 1
- Jumlah ' i
Mamoerr | B |2 ] E 18 2| 9 i
Jumlah PNS ' F R
dan PTT 67 (40 | 11|53 (121 | 10 ‘ 65 15 15 1 1

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.

Aspek strategis organisasi yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Provinsi

Kalimantan Timur dalam rangka mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil

Gubernur terpilih, adalah baik aspek strategis intenal maupun ekstrernal

sebagai berikut :

1. Aspek Peraturan Perundang-Undangan, dukungan peraturan perundang-

undangan menjadi

sangat strategis bagi

melaksanakan tugas dan fungsinya.

organisasi dalam

rangka
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2. Aspek Kompetensi SDM, dukungan SDM dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi baik segi
kualitas dan kuantitas.

2. Aspek Produk Yang Dihasilkan, kekuatan Inspektorat Provinsi Kalimantan
Timur tergantung pada kualitas produk yang dihasilkan, hal ini sesuai
dengan amanat PP 12 Tahun 2017 dan PP 60 Tahun 2008 harus bersifat
strategis. Tugas Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur bersifat spesifik yaitu
melakukan pengawasan atas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah
aleh para pengguna anggaran agar tercapai tujuan akuntabilitas Gubernur
yang menjalankan amanah rakyat.

4. Aspek Mefode Pengawasan, periu terus dikembangkan metodologi
pengawasan yang spesifik dan membawa manfaat misalnya program
pemeriksaan/pengawasan, reviu, evaluasi dan monitoring, pemberian
advisfsaran dan konsulting dan kontrol internal.

5. Aspek Sistem Penghargaan (Reward System), sistem penghargaan
merupakan cara organisasi memberikan pengakuan dan imbalan kepada
pegawai dalam rangka menjaga keselarasan kebutuhan individu dengan
tujuan organisasi. Sistem penghargaan dapat mendorong perilaku pegawai
atau pengukuhan atas perilaku yang telah dilakukan pegawai. Sistem
penghargaan dapat meningkatkan kinerja individu dan kinerja organisasi,
mendorong pencapaian misi dan strategi organisasi, dan membantu
mencapai keberlangsungan keuntungan kompetitif dan meningkatkan nilai
shareholder.

6. Aspek Budaya Organisasi, yang meliputi :

a. Integritas, suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan
bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh Aparatur Pengawasan untuk
dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil
keputusan serta untuk membangun kepercayaan atau kredibilitas
pribadi dan organisasi.

b. Profesional, kesanggupan seluruh Aparatur Pengawasan untuk
melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja yang
ditetapkan, dengan dilandasi sikap dan semangat kerja tinggi,

_ ]
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berkomitmen, pantang menyerah dan memiliki pengetahuan yang luas
serta keterampilan yang tinggo.

c. Obyektif, sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan
data/informasi sesuai dengan fakta metarial yang ada, dan menghindari
benturan kepetingan yang dapat menganggu dalam bersikap dan
pengambilan keputusan.

d. Independent, sikap menujunjung tinggi  ketidakberpihakan,
mengedapankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku serla
mempertimbangkan keterpaduan dan sinergitas.

€. Perbaikan terus menerus, sikap untuk selalu mengembankan diri,
mengembangkan kualitas SDM, selalu memperbaiki proses, metode,
mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan

kapasitas SDM dan Organisasi untuk mencapai kaulitas pelayanan
terbaik.

F. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI ( ISU
STATEGIS)

Isu- isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan sesuai
analisis dan evaluasi serta prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan
yang menyebabkan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan utama

yang sedang dihadapi organisasi, khususnya pada Inspektorat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, baik di
FProvinsi maupun Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

2. Belum optimalnya cakupan pengawasan vyang dilaksanakan oleh
Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, khususnya pada Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah

e R ——
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Kabupaten/Kota sebagaimana amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 23 Tahun 2020.

Masih rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang
dilaksanakan oleh Obrik/Auditan.

Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang profesional, khususnya
di bidang pengawasan terkait jabatan fungsional Auditor dalam rangka
peningkatan kapabiltas APIP Inspektorat Daerah Provinsi kalimantan Timur.

Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta anggaran,
khususnya untuk kegiatan pengawasan, sehingga berdampak pada kurang
optimalnya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sebagaimana yang

telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

G. SARANA DAN PRASARANA KERJA.

Guna menunjang kelancaran tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan daerah, perlu adanya didukung dengan sarana dan prasarana

yang memadai. Sarana dan prasarana yang ada juga harus dipersiapkan untuk
menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi.

Berikut data sarana dan prasarana yang ada pada Inspektorat Provinsi

Kalimantan Timur per 31 Desember 2021 ;

Tabel 2
Sarana dan Prasarana Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
Sampai Dengan Tahun 2021

No. Uraian | Banyaknya Satuan

1. Tanah _ | 4.385 M2

2. Gedung Kantor ' 2.300 M2

3. | Ruang Rapat _ 2 "Ruang |
4. Ruang Kerja Pejabat Struktural 8 Ruang

Ruang Kerja Pejabat Fungsional Tertentu

e dan Umum l ? s IR

6. Ruang Arsip _ 7 Ruang

W Ruang Ferpustakaan ' | 1 Ruang

-_-—-—-—— - S —
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8. Ruang Musholla -3 Ruang
g, Ruang Dapur Masak 1 Ruang
10. Ruang Gudang Barang 4 Ruang ,
11. | Taman - 1 Area
12. | Kendaraan Bermotor Roda 4 26 Buah
13. | Kendaraan Bermotor Roda 2 13 ‘Buah i
14, | MejaKerja S 151 Buah
15. | Meja Komputer 18 Buah
16. | Meja Rapat 8 Buah
17. | Meja Makan 1 Buah
18. | Meja Rapat Pimpinan o 5 Set
19. | Kursi Putar - 269 Buah
20. Kursi Tamu 15 Set
21, Kursi Lipat (Rusak Berat) 44 Buah
22, Kursi Rapsat 30 Buzh
23. | Lemari Besi Arsip 36 Buah
24. | Lemari Perpustakaan 2 Buah
25. | Filling Cabinet 29 Buah
26. | Buffet S 13 Buah
27. | Komputer / Computer B 53 Unit
243. Printer B2 Unit
29 | Laptop 90 Buah
30. Dispenser a 16 Buah
31. | Mesin Tik o 3 Buah
32, | Pesawat Telepon 10 Buah
338. | Kamera 7 ! Buah
34. | Jam Dinding 4 ' Buah
35. | Mesin Photo Copy 2 Buah
36 | Whiteboard 3 Buah
37. | Proyektor / LCD/ Infocus 18 Buah
38. | AC Spiit 8 , Buah
39. | Brandkas 2 ! Buah
40, Mimnpﬁnne 42 Buah
- 41. | Intercem Mobil 1 Buah
42. [ Buku Perpustakaan 885 Buah
43. | Mesin Absensi 3 Buah
44, Kulkas ' g Buah
45.  Sound Systemn 4 Sel
46. | Speaker Besar 2 | Pasang
47. | Ampliplayer 1 ' Unit
48. | TVlied 3 Unit
49. | Sofa 1 Unit
50. | Lemari Hias I Buah
51. Mesin Cuci 1 Buah
52. | Karpet 3 , Buah

- —
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- 53. | Rak Buku/!/TV & Set
54. | Organ / Electone 1 Buah
55. | Wirelees . R k|  Buah
56. | Tempat Tidur 1 Set
=7, Lemari Pakai 2 Buah
58. | Waler Heather 1 Buzh
59, | Monitor CCTV 1 Buah
60, Lensa CCTV 2 Buah
61. Handy Talkie 3 Buah
62. Lacker Rak 8 Buzah
63, Komputer Mainframe / Server 1 Unit
84, | Jaringan Komputer 1 Unit
64. Sofware Off-Line Komputer 3 Unit
86. | Rak Peralatan 1 Buah
67. | Mesin Hitung Manual 1 Buah
68. | Alat Ukur Altimeter 19 Buah
B9, CPU 1 Buzh
70Q. GPS 4 Buah
71. | Faximale il 1 Buah
72. | Tape Rocerder 4 Buah
73, Genset 1 Unit
74. | E-Spot Aspalt Highway 1 Set

~ 75. | Gorden 3 — 8eb.
T8. Lemari Rak Arsip Besi 50 unit
i Handy Cam 2 unit
78 Finger Print & unit
79. | Tablet/ Gadget 6 T A
g, | Perangkat Meeting On Desk (MOD) : : ' it
Confarence
B1 Meja Kerja Staf 25 Unit
82. | Kursi Kerja Staf 25 Unit
| B3. | Scanner 14 Unit
B4 PC All In One 25 Linit
B5. | Meteran Roda 2 Buah

~ B6. | Hard Disk 11 Buah

' 87. | Brite Screen Tripod i Buzh
B8. | Penghancur Kertas 4 Buzah
B49. Lemari ¥z Biro 6 Buah
90 | Aplikasi Pengawasan + Sim HP 2 Perangkat
91 | AC Standing ' 5 unit
a2 Lemari Kaca Arsip G unit
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Dari perlengkapan berupa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh |nspektorat
Provinsi Kalimantan Timur sudah dirasakan mencukupi dalam menunjang tugas-tugas
dibidang pengawasan, meskipun dalam perkembangannya dari tahun ketahun
mengalami penambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang
dihadapi.
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PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategik, merupakan
suatu langkah penting dalam perjalanan suvalu oragnisasi. Visi tidak hanya
penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu
selanjutnya. Didalam konteks kehidupan bernegara, Visi memainkan peran yang
sangat menentukan didalam dinamika perubahan lingkungan, sehingga
pemerintah pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya dapat
bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi adalah cara pandang
jauh kedepan kemana instansi atau arganisasi pemerintah harus dibawa agar
dapat selalu eksis, penuh inisiatif dan inovatif. Visi juga merupakan gambaran
yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi atau
organisasi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Ewvaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pada perangkat daerah tidak ada lagi visi
dan misi perangkat daerah, sedangkan visi dan misi perangkat daerah tersebut
mengacu pada visi dan misi pemerintah daerah atau gubernur dan wakil gubernur
terpilih.

Sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka visi dan misi
Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini mengacu pada Visi dan Misi
Pemerintah Daerah, yaitu :

——————— — ——— e —— e
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1. Visi.

"Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat *
2. Misi.

Berdaulat dalam mewufudkan birokrasi pemerintahan yang bersih,

profesional dan berorientasi pelayanan publik.
3. Tujuan.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen mempunyai peran
untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tujuan organisasi dapat
tercapai secara efektif dan efesien sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai Instansi pengawasan, Inspektorat
Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan tujuan, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Terwujudnnya Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih dari KKN.

3. Meningkatnya Kapabilitas APIP.

4. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.

4, Sasaran.

Salah satu unsur dalam pencapaian kinerja yang akan memberikan hasil
capaian kinerja yang optima, agar lebih dicapai tingkat keberhasilannya yang
sudah ditergetkan, maka Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah
menetapkan sasaran yang akan dicapai melalui kebehasilan dari indikator-
indikotor yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat
Daerah Provinsi Kalimatan Tmur adalah :

1. Meningkatkan Pengendalian Internal pemerintahan daerah.
2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota.
3. Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

4, Meningkatkan Intﬁritas, Komgetensi dan Profesional APIP.
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5. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dari beberapa uraian diatas, maka dapat disajikan secara singkat gambaran

penting dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

s.d. 2023 yang memuat antara lain Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran,
telah ditetapkan

Target Tahunan dan Program./Kegiatan serta

sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3
Perencanaan Strategis Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019 s.d. 2023

IKU  yang

Tujuan

Indikatar
Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Saluan

Hondis
Awal

Target Kinerja Sasaran

2018

2019

2020 ( 2027 | 2022

023

Peningkat
nya
Kuglitas
Panyalenag
arsan
Femerinlah
an Daerah.

Kiaturitas
SFIP
Pernda
Lawel 3

Ie ninghkatkan
Pengendaian
Intarmal
Pemerintahan
Damrah

Dpinl alas
LKPD
Femprow,
K.altim

Opini

2 | Jumlah
Ferangkat
Draerah Yang
Berkingna

PO

WTP

10

Tinggi

3 | Persenlzss
Capaian
Frogram dan
Kegiatan
Parangkat
Daerah

28

100

4 Peraanlase
Tingkal
Fenyelesaian
Tindak Lanjut
Hasil
Femerksaan
AFIP

Th

&0

BS a5 25

5. | Persenlase
Pelanggaran
Disiplin Yang
Ditindak
Lanjur

]

& | Jumiah
Ferangkat
Daerah Hasil
Evaluasi

Sa IR
Kalagan = B

T

27

a0

248

10Q

H ) | k2
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7 Maturitas
SFIP
Feranghat

Level
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Tujuan

Indikator
Tujuan

Sas=aran

Indikator Sazaran

Kandisi
Awal

BAB [1

Target Kinerja Sazaran

016

ims

2020 | 2021

Meningkat
fya
Kualitas
Panyelargg
araan
Pemarintah
an Daerah,

Maluritas
SRR
Pemda
Leval 3

Meningkatkan
Pembinzan
dan
Pengawasan |
Femarnntahan
Kah/Kata

| umlah

Jumilah
Fermda
Kabikowa
yang
mendapat
Predikal *
Sangat
Tingg" dalam
Evalaas
KPPD

Kah!
Kota

2022 | 2023

Pemda
Kab/Mota
yang hasil
Evaluasi
SAKIP
Katagari B

[<aby
Kota

Terwuyjud
nya
Birckiasi
Pemerintah
an yarg
Bersih dar
KN

Haiil
Penulaian
Inlepritas
Pemda
Shkor B85

Meninokatkan
Pancegahan
Hoarupsi,
Kausi dan

Fersaniaze
Fenanganan
Fengarduan
Masyarakat

100

100

100 100

100 100

Mepotisme

FeErsantase
Tingkal
Kepatuhan
Penyampaian

LHKEPM

60

LHIKASH

| Jumizh

Pelaparan
Gratiflkasi

&0

80

75 &0

& ED

10

12

a0 ga

Skor Sumvey
Fenilaian
Integritas
Femda

Skar

65

Daerah Yang
Ditetapkan
schagal 2|
ITanLu
WK WEEBM

PO

Nilai RR
Ferangkat
Daarsh

Milai

36,20

36,30 | 36,20

36,30 | 36,30

Me ningkat
nye
Kapabilitas
APIP

Lawvel
Kapabililas
AFIP

Pada Level
3

fManinakatkan
Integritas,
Kampetensi
dan
Profesional
APIF

Kapahittas
AFIF
Inspekinral

Level

l_

Tenaga
Fungsional
Fengawasan
Yang
Eersertifikat

IR T PHOE NS R AT TR
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35

50
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Tujuan

Indikator
Tujuan

indikator Sesaran | Satuan

Kondisl

Awsl

Target Kinerja Sasaran

2018 2019

2020 | 2021

2022 | 2023

Ierirglzl
nya
Felayanan
Administra
5l Ferkanio
ran

Palayanan

Meningkatkan
Pelsyanan
Administresi
Ferkaniaran

Administra
3 Perkanto
ran

12 bulan

Tingkat
Kepuasan
Pamanghu
Kenentinoarn
Terhacap
Pelayanan
Perangkat
Daerah
{SHM

a5 100

Unit Kerja
Perangksl
Daerah Yang
Me mil:ki
Pelayanan

Persontase
ASN yang
Meriliki
Standar
Kormnpetensl

Tepat Walktu |

Limig

T

o5 100

Milai
Akuntabilitas
Kinarja
Perangkat
Caerah

Milai

75,38 L

aa

&1 az

Dalam rangka untuk mencapai Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran serta

Target yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinera, maka diperlu adanya

Program dan Kegiatan yang menunjang sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 4

Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan/ Sasaran

DSPIRTRE N ROV & LT TR

No. : Sgsaran Indikater Sasaran Sub
Tujuan Stistegis Satuan Program Kegiatan Kegiatan !

1 2 3 4 5 i} 7 i)

1. | Meningkatnya | Meningkatkan = Penyeleng @ Raviu
Kualitas Pengendalian garaan Laporan
Penyelenggar | Internal Opini atas Pengawas | Keuangan
aan Pemerintahan |, | LKPD Oini an Internal
Pemerintahan | Daerah " | Pemprov. P
Casrah. Kaltim Frogram

Penyelengg '
araan
2 | Jumlah Pengawasa | Penyeleng | Pengawas
Perangkat n garaan | an Kinarja
Daerah Yang FD Pengawas | Pemda
| Barkinerja an Internal
Tingoi |
3 | Persentase Penyeleng | Pengawas
Capaian garaan an Dengan
Prograrm dan 0, Pengawas | Tujuan
Keglatan an Dengan | Terlenlu
Perangkat Tujuan
%ﬂiﬂ_
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Persentase Penyeleng | Pengawas
Tingkat garaan an Dengan
Penyelesaian Pengawas | Tujuan
Tindak Lanjut % an Dangan | Terentu
Hasil Tujuan
Pemeriksaan Tertentu
| APIP
' Persantase Fengawas
Pelanggaran an Dengan
Disiplin Yang o, Tujuan
Ditindak Program Tertentu
Lanjutif Panyelengg
ditangani araan |
Level Pengawasa | Penyeleng | Pengawas
Maturitas n garaan =n Dengan
SPIF gg] Pengawas | Tujuan
Feranghkat an Dengan | Terientu
| Daerah Tujuan
i Tertentu
Jumlah Fenyeleng | Pangawas
Ferangkat garaan | an Dengan
Daerah Hasil Fengawas | Tujuan
Evaluasi PD an Dengan | Terientu
| SAKIP Tujuan
| Kalagori = B Teraniu
Meningkatnya | Meningkatkan Jumlah Penyeleng | Pengawas
Kualitas Pembinaan Pemda garaan an Umum
Penyelenggar | dan KabiKota Fengawas | dan Taknis
aan Pengawasan yang an internal | Kab/Kota
Pemerintahan | Pemearintahan mendapat Kahf
Daerah. Kab/Kota Predikat “ Kota
: Sangat Program
| Tinggi” dalam Panyelengg
Evaluasi araar
KFPD Pengawasa
Jumiah n Penyeleng | Pengawas
Pamda garaan an Umum
Kab/Kota Kahf Pengawas | dan Teknis
yang hasil Kota an Internal | KabfKota
| Evaluas|
SAKIP
Katagori B
Terwujud nya | Meningkatkan Fersentase Fenyeleng | Pengawas
Birokrasi Pencegahan Penanganan garaan an Dengan
Pamerintahan | Korupsi, Kolusi | Pengaduan o Pengawas | Tujuan
yang Bersih dan Mepotisme Masyarakat an Dengan | Tertentu
dari KKN (KEM) Program Tujuan
Penyelengg | Tertentu
| Persentase | araan Pendampin | Koardinasi,
' Tingkat Pengawasa | gan dan Manev,
Kepatuhan n dan Asistansi gerta
Penyampaian Program Pencegaha
Parumusan r dan
LHKPHM 04 Kebijakan, Pamberant
| |8an
| Pendampin Karupsi
| gan dan
LEIASN % | Asistensi
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Jumlah Lap | | Koordinasi,
Pelaporan Monev,
Gralifikasi _ serta
Skor Survey | Pencegs
Penilzian nan dan
Integritas Skor Femberan
Pemda | tasan
Perangkat PD Korupsi
Daerah Yang
| Ditetapkan
sebagal ZI
Menuju
VWEBKMWEBM
Nilai BB Milai/ Program | Pendampin | Pendampi
Peranghat Bobol | Perumusan | gan dan ngan,
Daerah Kebijakan, Asistensi Asislensi,
Pendampin Verifikasi
gan dan dan
Asistens Penilaian
' RB
Meningkat | Meaningkatkan Kapabhilitas Adminietra | Pendidikan
nya | Integritas, APIP 7 ) I &i dan
Kapabilitas Kompetensi Inspekicrat P ng . Kepegawal | Pelatihan
APIP dan Profesional Tenaga UE unEng | g Fegawai
APIP Fungsional P L Perangkat | Berdasar
Fengawasan Orang emerintah Daerah kan Tugas
an Daerah .
Yang dan Fungsi
| Bersertifikat )
Meningkat | Meningkatkan Tingkat Penyedia FPenyedia
nya Pelayanan Kepuasan an Jasa an Jasa
Pelayanan Administras Pamangku Penunjang | Pelayanan
Administra si | Perkantoran Kepentingan Urusan Limum
Perkanto ran | Terhadap % Pemarintah | Kantor
Pelayanan an Daerah
Parangkat
Daerah
(SKM} =
' Unit Kerja Unit Fenyedia
Peranghat Penyedia an Bahan
Daerah Yang an Logistik
Memiliki Administra | Kantor
Pelayanan Program | sl Umum
Tepal Wakiu Penunjang | Perangkat | Penyedia
Urusan Daerah an
Pemerintah Peralatan
an Daerah dan
Perlengkap
an Kantar
Persentzse Administra | Pendidikan
ASN yang 8i dan
Memiliki Kepegawai | Pelatihan
Standar | an Berdasar
Kompetensi Perangkat | kan Tugas
;o Daerah dan Fungsi

INSPERTORAT PROT IS NN Ty TR
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4 | Milai

Akunlabilitas
Kinerja
Perangkat
Daerah

il zi

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Inspektorat Daerah Provinsi

Kalimantan Timur

Perencana
an,
Pengangga
ran, dan
Evaluasi
Kinerja
Parangkat
Daerah

Koardinasi
dan
Panyusun
an Laparan
Capaian
Kinarja dan
Ihktisar
Realisasi
Kinarja

| SKPD

yang merupakan

perangkat daerah yang menyelenggaraan pengawasan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang didalam Renstranya tahun 2019 s.d. 2023 telah

menetapkan Indikator Kinerja Utama yang merupakan dasar dari Penetapan
Kinerja yang akan ditetapkan setiap tahunnya dengan targeinya selanjutnya

akan dicapai dengan dukungan program dan kegiatan. Penetapan Indikator

Utama ini didasarkan atas tugas dan fungsi Inspektorat daerah Provinsi

Kalimantan Timur serta disesuaikan dengan Visi dan Misi yang tertuang
dalam RPJMD Provingi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023. Berikut ini

disampaikan tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan gambaran

dari tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun

2019 s.d. 2023.

CASPLR AT PRV RALATRYT LY T

Tabel 5
Indikator Kinerja Utama (IKU)
E Penjelasan Panangg
No. | gmmi"; I“dmﬂﬂﬁmﬂ' Alasan (Fomulasi SHD';:" ung
i Parhitungan) | Jawab
1 Meaningkatkan Opini alas LKRD Cralam rangka Hasil Laparan Ins pek bur
Pengendalian Pemprov. Kaliim memperahankan Pemeriksaan Hasil
Intemal Opini atas LKFD BPK-RI atas Pemerksaa
Pemerintahan Femprov Kaltim LEPD Femprov. n BPK-RI
Diasrah Kaltim zesuai pada Buku |
| SaF,
! Pengendsalian
| Imtern dan
xepatuhan atas
Paraturan
| Perundang-
\ Undangan
Jumlah Perangkat Belum optimalinya Jurnlah Laporan Inspaltur
Craorah Yang kinerja Parangsal Peranghkat Hasil Audit / | Pembaniu
| berkinera ® Tinggi * | Daerah Daerah yang Pemenksa Bidang
| | mardasarkan hasil Berkinera ° an Pengawas
pemeriksaandhudil, | Tinggi ® sesual S | an
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Penjelasan | Penangg
No. :m g Irdlk;ig_nbfjnarja Alegan [Farmulasi Elén;tab" umg
Perhitungan) dawab
| hasil
permeikseantay
dit
Parsantasa Capaian | Helum cptimalnya Haalizas) Laparan Insaktur
Pragram dan capaian Pragram Capaan Hasil Fambantu
Kegiatan Perangkat | dan Kegiatan Program dan Pamarikaa Bidang
Dagrah Paramnghkat Daarah Heg@aian an Pangawas
berdasarkan hasi Paangkal Oiperrasi ar
pemerihsaan Daerah di bagi nal
oparasianal pagu arggaran
Frogram dan
Kegiatan di kali
| | E— 100%
Jumlah Perangkat Belum cptimal Jumlah Rekapiulas | Inapekiur
Daerah Hasil Implemeantasi Parangkat i Hasil Pambantu
Evaluasi SAKIP SAKIP pada Caerah hasil Evaluasi Bidang
Katageri= A Organisasi Evaluasi SAKIP | SAKIP Pengawas
| FPerangkat Daemb kalagorn B Paerangkal an
| dibagi jumiah Daerah
Parangkat
Deerah yang di
Evaluasiy
- 100%. _
Parsentaza Tingkat | Baelum aptimalnya Jumnlah Rekapitulas | Inapektur
Panyslesaian perangkat daerah rekomendasi | THas# Pembantu
Tindak Lanjut Hasi yang manindak temuan hazil | Marnktoring Bidang
Pemerksaan AFIP lanjuti rekomendesi | pemeriksaan can Fangawas
| hasil pemeariksaan | APIP yang Evaluaszi an
AFIP ditird ab. [anjuti Tindak
dibagi jumlah Lanjut Hasil
rakomendasi | Pameniksas
temuen AFIP n.
= ) dikali 100%.
Level Maturitas Belum aptimalnya Hasi Evaluasi Laparan Inspektur
SPIP Pemda Kaltim, | Sistem BPHEP terhadap Hasil
Fengendalian Tingkat Evaluasi
Intam Pemarinizh Maturitae SPIP BPKP
[SPIFP) di tingkat di Fermda Prov.
arganisas Kaltim
1 Parangkst Dagrah | ] .
Prsentase Balum optimalnya | Jumiah Laporan Inspekiur
Felanggaran Disiplin | tindak lapjul tas rekomendasi Hasil Bidang
Yang Ditindak pelanggaran temuan alas Pemeriksaa | Pengawas
Lanjuli disiplin. atas n atas an
pelanggaran Palangnara Khusus.
digiplin yang | n Dizipln
ditmdak fenjutidi |
bagi jumlah
| rekamendasi
temuan
pameniksan di
hai 10035, =i i
2. Meninglatkan Jumiah Pamda Balum ogtimalnya Jumlah ERPPD Rekapilulas | Inspekiur
Pembinaan dan FabfKola yang hasil LFPD pada hazil Evaluasi i Hasil FPembantu
Pergawasan mandapal Fredikal ¥ | Pemda Kak/iKota. Predikat Sangat | Evaluasi Bidang
Pemerinfah Sangat Tinggi® Tingai dibagi KFFD Pengawas
Kabupalenata dalam Evaluasi jumlah FPemda Pemda an
KFFD Kanikotayang di | kab/Kata
Evaluasi x
. | 1008%
Jumiah Pemda Balum aptimalnya | Jumlah Pemda Fekapiiutas | Inspekiur
KabfHota yang hasil | Implemantasi Kab/Kaota haeil i Hasil Fembantu
Evaluasi SAKIP SAKIP pads Evaluas! SAKIF | Evaluasi Bidang
Katagori® B Pemda Kab Kota. katagor B SAKIP Pengawas
dibagi jumlah Perangkat an
Pemda Kab/Kota | Daerah
| yang di Evaluasi
] x 1004,
|

ﬁm_
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N Sasaran Indikator Kinarda Al FFan]ﬂil'llrarll Sumber Pﬂﬁnﬁﬂ
B Stratagis Utama e (Femitss Data g
Porhitungan}) _WJawab
3 Meningkathan Parsertase Perlunya Jumilah Laparan Inspekiur
Pancagahan Penanganan peningkatan pengaduan Hasil Bidang
Korups:, Kalesi Pangaduan pelayanan masyarahet yang | Pemeriksga | Pengawas
dan Mepatiame Masyarahal Yang Irmspeklaral Daerah | ditangani'dipenik n Atas an
[FR N Crtangani Prov. Kalim aas sa di bagl Fengaduan | Khusus,
pengaduan dengan jurnlah Masyarakal
masyarakat atas pengaduan
penyaienggaraan masyaraket yang
[ Pamda ditarirma di kali
100%
Parsantase Tingkat Belum optimalnva Jumiah Rekapitulas | Inspaktur
Kepatuhan kepatuhan atas panyampaian i atas Pembantu
Panyvamgalkan @ palaparan LHKPN atas keapatuhan Kepatuhan Bidang
LHKFN s dan LHKASK LHKPN dan Penyampai | Pengawas
LHEASH LHKASH di bagi | an LHEPH an
jumiah wajib dan
LHEPH dan LH¥ASH
LHEASH di kali
- 100%.
Jumlah Pelaporan Belum aptimalnya Jumlah Laporan | Rekapiutas | Unit
Gratifikasi celaporan atas Yang Mesuk dan | iLaporan Pengendal
panarimaan dan ditangani oleh Gralifikasi ian
penokakan VPG Gratifkasi
Gratifikasi
Hasil Survey Amanat | Melakukan Laporan | Inspakte
Penilzian Integritas Permendagr survay atas Haeil rat
Pamda Momer 38 Tahun UABUT-UNS U Survey berkerjasa
2013 integritas ma
dangan
BPS dan
KFK.
Parangkat Daerah Belum semau Melaku<an Lagoran Tim
Yang Dilstapkan parangkat dasrah evaluasi alas Hasil Iniemal
zabagai ZI Menuju palayanan yang Ferangkat Evaluasi 2| | dan
WEKAWVBEM ditetapkan sehagal | Daarahyang Manuju Ekzlemal
Zona Integritas diteiapkan WBIANWBE | 21 Menuju
Maruju sebagal Pilot M WEBIME
Froject Sabegai En
ZI Menuju
WERMWEEM
oleh Tim Intarnal
R dan Ekstarmnal
| Milai Reformasi Balum ogtmalnya Milai { Skor RE Laporan Tirm RB
Birokrasi Perangkal | nilavskor penilaian | yang didapat Hasil Inspekio
Daarah atas RE pada setelah Fenilaian rat
Farangkal Daeran dilakukan RE PD
evaluas: malalui
- LKE RB 1
4. Maningkatkan I Lavel Kapabiltasz Perdunya Evaluasi aleh Laparan Inspekio
Inbagritas, AFIP Inspeklorat peninokatan EFKF terhadap Hasil ral
Kompeiansi dan Hapabilitas ARIF tingkal Evaluzsi berkarjasa
Profesional APIF Kapabililas AFIP | Kapabilias | ma
AFIP dengan
= EPKP
Tenaga Fungsional Belum optimalnya Jumlah Jabatan | Data Inspekiur
Pengawasan Yang dukungan S0M Fungsienal Yang | Kepegawai
Eerserifikal Panpasasan alas Bersertifikat. an
pelaksenaan
pangawasan
lerutama berbadap
cakupan
= pengawasan

—_—ea e s,
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C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021.

Pada tahun anggaran 2021, rencana kerja tahunan pada Inspekiorat
Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan oleh Inspekiur Provinsi
Kalimantan Timur dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang dituangkan
dalam bentuk program dan kegiatan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran
Tahun 2021 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kerja Tahun 2021

yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Perjanjian Kinerja Tahun 2021
No. | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
{2 IS 1 | () ()
1. | Meningkatkan | a. | Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim WTP
Pengendalian ‘b. Jumlah Perangkat Daerah Yang 4
- Internal Berkinerja Tinggi
Pemerkntahan c. | Level Maturitas SPIP Pemda 3
Daerah Kaltim

d. | Persentase Capaian Program a5
dan Kegiatan Perangkat Daerah

e. |Jumlah Perangkat Daerah Hasil 31
‘ _ Evaluasi SAKIP Katagori > B

| d. | Persentase Tingkat Penyelesaian 85
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
| APIP

i f. | Persentase pelanggaran Disiplin 85

] | yvang Ditindaklanjuti

2. Meningkatkan a. | Jumlah Pemda Kab/Kota yang 6
Pembinaan dan mendapat Predikat * Sangat
Pengawasan Tinggi “ dalam Evaluasi KFPD
Pemerintah b. |Jumlah Pemda Kab/Kota yang B
Kabupaten/Kota hasil Evaluasi SAKIP Katagori “ B

3. | Meningkatkan a. | Persentase penangangan | 100
Pencegahan Korupsi pengaduan masyarakat yang
JKolusi dan ditangani
Nepotisme b. |Persentase Tingkat Kepatuhan
(KKN) Penyampaian :

LHKPN : 70

PISPERIGRAT PRl Vsl a AR Ly e E



. BABII

LHKASN 70
d.  Jumlah Pelaparan Gratifikasi : 20
e. | Hasil Survey Penilaian Integritas 75
Pemda
f. | Perangkat  Daerah yang 1

ditetapkan sebagai Pliot Project
ZI Menuju WBKAWBEM

g. | Nilai Reformasi Birokrasi 36,30
Perangkat Daerah
4. | Meningkatkan a. |Level kapabilitas AFPIP 3
integritas, Inspektorat
kompetensi dan b. | Tenaga Fungsional Pengawasan 55
profesional APIP. yang bersertifikat

1. Rencana Anggaran Tahun 2021
Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang
diinginkan, maka pada tahun 2021 berdasarkan arah kebijakan, ditetapkan 3
(tiga) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan.
Alokasi anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun
anggaran 2021 sebesar Rp. 39,146.734.000,00 dan realisasi anggaran tahun
2021 sebesar Rp. 29.293,645.999,00 (74 83%) .

2. Target Belanja Tahun 2021.

Dari dari anggaran yang dialokasikan pada Tahun 2021 sebesar
Rp.39.146.734.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.29.293.645.999,00
(74,83%) dengan sisa anggaran sebesar Rp.9.853.088.001,00 {25,17%)

Adapun realisasi keseluruhan Belanja Tahun 2021 sebagaimana
perincian sebagai berikut :

——
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Tabel 7
Target Belanja dan Realisasi Anggaran Tahun 2021
Anggaran
MNo. | Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan |
o
Pagu Realisasi Keuangan "% Fislk
Program Penunjang Urusan 26.307.481,280,00 20.041.165.588,00 | 79,81 100

Permerintahan Dasrah

1. Kegiatan Perencanaan,
Penzanggaran dan Evaluasi
' Kinerja Perangkat Daerah 419.553.770,00 |  295.007.716,00 | 70,31 | 100

Koardinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
| Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 419.553.770,00 295.007.716,00 70,31 100
2. | Kegiatan Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah | 17.859.291.%00,00 | 14,669.759.385,00 | 82,14 100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
| ASN 17.175.860.000,00 | 14.144.407.194,00 | 82,35 100
Penyediaan Administrasi
| Pelaksanaan Tugas ASN £83.431.900,00 525.352.191,00 | 7687 | 100
3. | Kegiatan Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah | 3.850,080.000,00 | 2.734,716.525,00 | 71,03 100
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapannya
165.390.000,00 |  146.2B1.000,00 88,45 100
Pendidikan dan Pelatihan —
Pegawal Berdasarkan Tugas dan
Fungsi M | 3.684.690.000,00 |  2.588.435.525,00 | 70,25 100
4. | Kegiatan Administrasi Umum
Perangkat Daerah 3.321.372.040,00 | 2,543,307.303,00 | 76,57 100
Penyediaan Peralatan dan |
Perlengkapan Kantor 1.982.962,100,00 1.738.549.975,00 | 87,67 100
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor | 203.864.500,00 203.1B1.235,00 | 59,66 100
Benyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan | 112.495.440,00 101.602.550,00 | 90,32 100
| Penyelanggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.022.050.000,00 499.973.553,00 48,92 100

5. | Kegiatan Penyediaan Jasa
| Penunjang Urusan

| Pemerintahan Daerah 657.793.570,00 529.643.124,00 80,52 | 100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| : 40, 000.000,00 7.376.000,00 1244 | 100
Panyediaan Jasa Komunikasi,
: Sumber Daya Air dan Listrik 104.214.360,00 45.822.180,00 4397 100
Penyecliaan Jasa Pelayanan S
| Umum Kantor 513.579.210,00 476.444.944.00 | 8277 | 100
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang
|
Miltk Dagrah Penunjang Urusan | 495 390,000,00 |  168.731.535,00 [ 3462 | 400
. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
| Biaya Pemeliharaan, Pajak dan ‘
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan 147.190.000,00 117.307.285,00 I ol
L_“ﬁJ,_
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Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin Lainnya 34.200.000,00 33.438.550,00 | 9777 | 100
Pemeliharaan / Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
| Lainnya 18.000.000,00 17.985.700,00 | 99,92 100
Il. | Program Penyelenggaraan
Pengawasan 10.104.090.400,00 | 7.093.609.671,00 70,21 100
1. | Kegiatan Penyelenggaraan
Pengawasan Internal 3.268,767.440,00 | 7,438,315,568,00 74,59 100
Pengawasan Kinerja Pemerintah
Daerah 266.500.000,00 174.580.500,00 65,51 100
Reviu Laporan Keuangan
801.965.000,00 736.338.300,00 91,82 100
Pengawasan Umum dan Teknis
Kabupaten/Kota 1.366.702.440,00 1.013.725.55%0,00 74,17 140
Monitoring dan Cvaluasi TLHP
BPK-RI dan TLHP AFIP oo
833.600.000,00 | 513.651.178,00 | ©L62
2. | Kegiatan Penyelenggaraan i -
Pengawasan Dengan Tujuan
Tertentu 6.835.322.960,00 | 4.655.294.103,00 | 68,11 100
Penanganan Penyelesaian
| | Kerugian Negara/Daerah 250.000.000,00 B7.736.662,00 3509 100
Fengawasan Dengan Tujuan
Tertentu - 6.585.372.960,00 |  4.567.557.441,00 | 69,36 100
lll. | Program Perumusan Kebijakan,
Pendampingan dan Asistensi 2.735.162.320,00 | 1.258.870.740,00 46,03 100
1. | Kegiatan Pendampingan dan
Asistensi 2.735.162,320,00 | 1.258.870.740,00 | 46,03 100
Fendampingan, Asistensi, o
Verifikasi dan Fenilaian
Reformasi Birokrasi _552.491.000,00 344.494.676,00 | 62,35 100
Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi serta Verifikasi
Fencegahan dan Pemberantasan
Korupsi 2.182.671.320,00 914.376.064,00 | 41,89 100
39.146.734.000,00 | 29.293.645.999,00 7453 100

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2021.

Dari dari anggaran sebesar Rp.39.146.734.000,00, maka dapat

dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis dengan persentase adalzh

sebagai berikut :

—_——  — — e
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Tabel B
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2021

No.

Sasaran Strategis

Anggaran (Rp)

Bt =
Pinskdies. | Keterangan

2

3

4

5

‘Meningkatkan
Pengendalian Internal
Pemerintah Daerah

1.993.202.000,00

5,10%

L
|-

Reviu Atas
Laporan
Keuangan |
PD dan !
Pemda

¢ Audit

Kinerja PD
Pemeriksa |
an
Operasion
al PD
Evaluasi
Maturitas
SPIP
Evaluasi
Sakip PD
Monev
TLHP
AFIP dan
BPK
Monev
TLHP atas
Disiplin
ASN

Meningkatkan
Pembinaan dan
Pengawasan
Pemerintahan Kab/Kota

954 720.000,00 |

2.44%

Evaluasi
EKPPD
Kab/Kota
Evaluasi
SAKIP
KabiKota
Evaluasi
SFM
Kab/Kota

Meningkatkan
Pencegahan Korupsi,
Kolusi dan Nepotismen

948.158.000,00

2.43%

| LHKASN

Pemeriksa |
an Khusus
/investiga
Si

Money
LHKPM
dan

-l
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« Pengendal
ian
Gratifikasi

» Survey
Penilaian
Integritas

* Pemnb.
Zona
Integritas
WBK/
WEBEM

» Penilaian
Mandiri RB

= Aksi PPK
dan
Stranas
PK

+ [im Saber

pungli

4. | Meningkatkan Integritas, | 2.278.800.000,00
Kompetensi dan
Profesional APIP

5,83%

| Kegiatan :

« Pelatihan
Pengemb.
Tenaga
Pemeriksa
dan
Aparatur
Pengawas
an

» Peningkat
an Level
Kapabilitas
APIP |

e e ——— ]
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. LAPORAN HASIL EVALUASI.

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi Sistrem AKIP Tahun
sebelumnya yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
sesuai Laporan Hasil Evaluasi Nomor : 700/2289-Khusus/itprov/\V/2021
tanggal 04 Juni 2021 dengan hasil Evaluasi sebesar 79,15 atau predikat
“*BB"” ( Sangat Baik ), sebagaimana tabel hasil evaluasi berikut ini :

Tabel 9
Hasil Evaluasi Tahun 2021 Atas LKjIP Tahun 2020
; ... | Tambah
No. | Kompoenen Yang Dinilai BF;;:? . gtlll'laﬂl ;I';I:gl i!vr{:tr:;g
1. | Perencanaan Kinerja 30 26,38 26,52 +0,14
2. | Pengukuran Kinerja 25 20863 20,83 Tetap
3. | Pelaporan Kinerja 15 1222 | 12,22 | Tetap
4. | Evaluasi Kinerja [ 10 8,08 743 | - 0,64 |
5. | Capaian Kinerja 20 | 1185 | 1235 | +0,50
~ Nilai Hasil Evaluasi 100 | 79,15 | 79,15 | Tetap
Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB | BB ‘
(Sangat | (Sangat
Baik) | Baik)




2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi.

Sesuai hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi
Kalimantan Timur terhadap LKjIP Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tahun

2021 terdapat beberapa rekomendasi yang sudah dilaksanakan dan ditindak

lanjuti, yaitu :
Tabel 10
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2021 atas
LKjIP Tahun 2020

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP DARI
INSPEKTORAT PROV. KALTIM TAHUN SEBELUMNMYA TAHUN 2020
(REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUTINYA)

No. Rekomendasi Tindak Lanjut / Rencana Belum / Sudah

‘ Aksi

1. Rencana Aksi atas Kinerja | Pada tahun 2021 sudah | Sudah dibuat Rencana Aksi
dimeonitor setiap triwulan | dibuatkan : Fencapaian Kinenga Tahun
belum menunjukkan _ . 2021 dan Matrik Capaian
perbaikan 1. Rencana Aksi Pencapaian | wineria Tahun 2021 yang

Kinerja Tahun 2021 dan

: dimonitoring setiap triwulan
‘ setiap 3 bulan dilakukan

dan ada enanggun
evaluasi atas target dan - sl

g jawabnya,
capaian yang telah
| ditetapkan beserta | Diharapkan dengan adanya
anggarannya target capaian yang

2. Pada tahun tahun 2021‘ ada penanggungjawabnya,
Pengumpulan hasi | pisa meningkat dan

pengukuran capaian kinerja | o enynjykkan perbaikan dan
dilakukan dengan membuat hacil makaimal

Matrik Capaian Kinerja dan
| pada tahun 2021 dan ada
penambahan pada Matrik
Capaian  Kinerja  vailu
‘ Rencana Aksi Pencapalan

‘ dimanitor setiap triwulan dan

Kinerja Tahun 2021 secara
Iriwulan dan penanggung
jawabnya.
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B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

Kinerja organisasi adalah kineria yang dilaksanakan oleh organisasi
berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Pencapaian kinerja organisasi dapat
diukur berdasarkan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran
kinerja adalah penilaian pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja
sebagai bahan konstribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan atas penetapan kinerja sesuai program dan
kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indiktator kinerja. Tujuan lainnya ialah
memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output
saja, tetapi juga outcome, manfaat dan dampak serta memberikan dasar
pengukuran dan evaluasi kinerfa yang lebih sistematis, terukur dan dapat
diterapkan dan dicapai.

Sesuai revisi Renstra vyang dilaksanakan oleh |nspektorat Provinsi
Kalimantan Timur yang berdampak pula revisi terhadap Sasaran Sirategis dan
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi
Kalimantan Timur sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis
Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 — 2023 yang pengesahannya
dengan Keputusan Gubermnur Kalimantan Timur Nomor : 24 Tahun 2018 tanggal
30 April 2019 dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan
Timur Nomor : 050.2/999.a/ltprov/2018 tanggal 15 Mei 2019.

Berikut disampaikan pengukuran capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2021 yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian/Penetapan

Kinerja dengan capaian sebesar 90,52 % sebagiaman tabel berikut

Tabel 11
Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Prov. Kaltim Tahun 2021

: Sasaran ; Targed
Mo, In Tri isasi
Siralegis dikater Sasaran Satuan Tt Trieulan Target | Realisasi %5
2 3 4 | 5 B I 3 a a
1. | Meningkatkan Trivalan 1 | o & ¥
Pengendalian | Opini Atas LKPD & Trwulanl | WTFE | WTP | 100
Irternal Pemprov kaltim Qe WP Triveulan I - -
Pemerintah [ Triwulan IV
Daerah E ] ieval
Jumlah Perangkat FD 4 | Trowulan |

R R —
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Dasrah Yang Triwulan |1 ¢ 4 -
Berkinerja Baik Triveulan [l e i 25
Triwulan IV - -
- ik Triveulan | - - :
Persentase Capaian Triwulan || - B |
Pogram dan Kegiatan % a5 Triwulan 11| - i
| Perangkal Daarah
ne Triwulan IV 85 75,00 | 78,94
Triwulan| | - . g
Level Maluritas SFIP Laval 3 Triwulan Il - -
Pemda Kaliim . Triwulan [ - - -

| L o Trwulan v 3 3 100

|

| Jumlzh Perangkal Triwulan | = . .
Caerah Hasil PO ” Trwulan 11 - - -
Evaluas SAKIP Triwulzn [ 31 28 83,55

{ Kalagon > B Triwulan [V - S -
Persenlase Tingkat Triwulanl | - : .

| Penyelesaian Tindak o, 85 Trwulan |1 - - -
Lamut Hasil Triwulan [l - -

' Pemeriksaan APIP Triwulan |V 85 #1 95,30
Persentase Triwulan | - . -

| Pelanggaran Disiplin o, a5 Triwulan _El . - . -

| yang ditindaklanjutif Triwulan [l - - -

| ditangani Triwulan IV &6 75 8524
Triwulan | i . ]
Jumlsh Pemda Kab/ -
Kuola yang mendapal Triwulan Il
. Kab/ . ] :
predikat * Sangal Kate B
, Tingai * dalam Triwulan Il
Meningkatkan | cuajuas KPED = F -
Pembinaan
Triwulan IV
g e L LTHMHE B 8 100
2. | Pengawasan —
|I Parmaititah Triwulan | u 8 X
Kabupalen/

. Hnmm Jumlah Pemda Triwulan It ’ - -
Hab/iota yang Kah/ 5 s
evaluasi SAKIP Kola Triwulan Il =
Katagori B '

| Triwaulan 1V i i 133,34
i - Persentase Triwulan | 5
Meaningkatkan
Penanganan Trweulan I 2 =
Pancegahan . s,
AN i - = =
3. | Korupst, Kokusi | . 3 % iy |[esan B
asyara an ;
dan Nepotisme yal a Triwulan IV 100 100 100
Ditangani
)]

D e e e e ey
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|
| Persentase Tingkat Triwulan | 70 81 115,72
Kepatuhan o, 20 Trwulan |l - - -
Fenyampaian LHEKFPN ; Triwuian 11l - = -
dan LHEASM Triwulan W s - -
Triwulan | - - -
Jumlah Pelaporan Lapo 20 Triwulan [l - - -
Gralifikasi ran Trwulan 1 - - =
Triwulan [V 20 14 70
et s - - — -
Hasil Sunrey n.wu el
L : Trwulan Ii = =
Penilaian Inlegrilas Skor 75 -
Famds Triwulan [ - - -
Trwulan IV 75 BB.35 B8 47
Perangkat Dasrah Triwulzn | : o =
yvang ditetapkan Triwulan 1l - - [
sebagai Pilot Project PD 1 Triveulzn 11 = .
21 Menuju WBKS
RER Trwdlen IV |1 1 100
DS Batovmee) Nilaif ;::T: ii : _ :
Birokrasi Perangkat 36,30 ki =
Bobot Triwulan I - - =
Daerah PRk il B HE AN
Triwulan v | 3530 24,12 66,45
Triwulan | - -
Tenaga Fungsional : =
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C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.

Berdasarkan Penetapan Kinerja yang sudah ditetapkan oleh Inspektorat
Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2021, yaitu terdapat 4 sasaran dengan 17

indikator sasaran yang akan dicapai sebagaimana target yang sudah ditetapkan
dengan didukung program dan kegiatan serta anggaran dan SDM, maka

pengukuran kinerja yang sudah ditetapkan terhadap 4 sasaran dan 17 indikator
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telah dicapai sebesar 90,52 %. Pencapaian pengukuran kinerja ini dapat dilihat
pada hasil analisis capaian kinerja sebagai berikut :
1. Membandingkan antara target dan realisasi kerja tahun ini :

Sasaran 1 : Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah

a
e, Indikator Kinerja Satuan | Target | Realisasi ﬂ].
Capaian
1. | Opini atas Laporan Opini WTP WTP 100
Keuangan Pemerintah
Daerah

Pencapaian Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2021 dari
target WTP dan telah dicapai Opini WTP dengan capaian 100%, hal ini menunjukkan
bahwa Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Priovinsi Kalimantan
Timur telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian ini didasarkan
bahwa Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi tanggal 31
Desember 2020 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) meliputi :
realisasi anggaran, perubahan salde anggaran lebih, operasional, arus kas serta
perubahan akuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut efektivitas
Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-
Undangan. Hal lain yang mempengaruhi capaian Opini WTP ini adalah selain yang
tersebut diatas, juga disebabkan adanya usaha-usaha kiat-kiat menuju WTP yang
sudah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan juga telah
dilakukan upaya-upaya antara lain melakukan perbaikan penatausahaan persediaan
dengan melakukan rekonsiliasi setiap 3 bulan melalui Simda BMD, melakukan
perbaikan data inventarisasi aset yang dimiliki, pendataan tanah yang dikuasai pihak
lain, sertifikasi tanah pemda, koordinasi dengan instansi terkait dan pengamanan
secara persuasif atas tanah yang dikuasai oleh Pihak Ketiga dan melakukan proses
inventarisasi dan perbaikan data atas peralatan dan mesin yang dimiliki serta
melakukan perubahan-perubahan atas kebijakan keuangan yang disesuai dengan
Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual dan meningkatnya penyelesaian atas tindak
lanjut hasil pemeriksaan baik BPK maupun APIP serta melakukan kerjasama dengan

BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam hal penataan keuangan daerah.
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| Lt}
- Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi f".
Capaian
2. |Jumiah Perangkat Daerah| PD 4 1 25
Yang Berkinerja Baik

Jumlah Perangkat Daerah yang berkinerja Baik pada tahun 2021 ditergetkan
sebanyak 4 perangkat daerah dan telah dicapai sebanyak 1 (saiu) perangkat daerah
dengan capaian 25%. Pencapaian ini berdasarkan hasil Audit Kinerja yang
dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada 6 perangkat
daerah yang menjadi sample, yaitu BPSDM, Biroc Umum, RSJD Atma Husada
Mahakam, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas Keluatan dan Perikanan. Audit
Kinerja Pada Perangkat Daerah ini dilaksanakan dengan berpedoman pada
Pedoman Audit Kinerja yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor :700/2043/ltprov/2018 tanggal 26 Desember 2018
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan kriteria penilaian meliputi :
Sangat Tinggi (skor 80-100), Tinggi (skor 70-89), Sedang (skor 60-69), Rendah (skor
51-59) dan Sangat Rendah (skor <50). Dan hasil Audit Kinerja yang dilakukan pada &
(enam) perangkat daerah tersebut, yaitu 5 (lima) perangkat daerah rata-rata nilai
capaiannya adalah ° Sedang” (skor 60-69) dan 1 (satu) perangkat daerah RSDJ
Atma Husada Mahakam capaiannya “ Tinggi “ (skor 70-89). Dari hasil audit kinerja
yang dilaksanakan terhadap 6 perangkat daerah diperoleh 1 perangkat daerah
dengan capaian tinggi. Tidak tercapaianya target, hal ini disebabkan antara lain masih
terdapat rekomendasikan, yaitu : Merumuskan pendelegasian wewenang dan
kebijakan mendukung terciptanya akuntabiltas dan pengendalian; b. Membuat
kebijakan atau Standar Operasional Prosedur mekanisme pengumpulan data dan
monitoring pelaksanaan program/kegiatan serta pendokumentasian atas pelaksanaan
keglatan agar dilaksanakan dengan tertib. Dalam rangka meningkatkan kinerja
perangkat daerah diperlukan komitmen dari Kepala Perangkat Daerah untuk
meningkatkan kinerjanya dan juga salah faktor tidak tercapainya kinerja yang baik
salah satunya adalah pedoman yang dibuat kemungkinan terlalu tinggi sehingga sulit
untuk dicapai untuk perangkat kinerja yang baik, hal ini dperlukan adanya revisi atas

pedoman tersebut.
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No. . c .oz %
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Gapalan
3. | Persentase Capaian % 95 | 75 | 78,94

Frogram dan Kegiatan | ,
Perangkat Daerah

Pencapaian Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada
tahun 2021 ditergetkan sebesar 95 % dan telah dicapai sebesar 75,00 % dengan
capaian sebesar 78.94%, hal ini menunjukkan bahwa capaian atas program dan
kegiatan yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah dalam Daftar Pelaksanaan
Anggaran yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebesar
75,00% dari target yang ditetapkan sebesar 95,00%, hal ini menunjukkan bahwa
target tidak tercapai, dan hal ini disebabkan adanya anggaran yang semula
direfocusing dikembalikan lagi pada bulan Oktober 2021 yang mengakibatkan ada
perubahan rencana penyerapan anggaran, masih adanya pendemi covid-19
karenanya banyak pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting /
Vartual dan keterbatasan SDM pengawasan dan luasnya cakupan pengawasan yang
direncanakan, sehingga hal ini berpengaruh terhadap capaian program dan
kegiaiatan dalam rangka mendukung penetapan kinerja yang telah ditetapkan.

M Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi L
Capaian
4. | Level Maturitas SPIP Level 3 3 100
Pemda Kaltim

Pencapaian level Maturitas SPIP Pernda Kaltim Tahun 2021 pada level 3 sesuai
dengan target yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dimana yang akan dinilai dan dievaluasi meliputi
antara lain : Efektivitas dan Efisiensi, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan
Aset dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini menunjukkan
adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada pada level 3 atau Terdefinisi yaitu
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pada tingkat 4 dari 6 tingkatan, yaitu Belum ada (1), Rintisan (Z), Berkembang (3),
Terdefinisi (4), Terkelola dan Terukur (5) dan Optimum (6) dengan Level 0 s.d. 5.

Penilaian dilakukan terhadap 25 fokus Maturitas SPIP dan menghasilan nilai sebesar
3,234. Dengan tingkat maturitas Terdefinisi, maka kerakleristik penyelenggaraan
SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pememerintah Provinsi Kaltim telah
melaksanakan praktek secara memadai, serta pemantauan berkelanjutan dan
terintegrasi namun belum didukung oleh sistem pemantauan otomatis berbasis
aplikasi komputer sehingga kelemahan pengendalian tidak segera teridentifikasi.
Penilaian dan Evaluasi Maturitas SPIP dilaksanakan terhadap perangkat daerah
sampel sebanyak 11 Perangkat Daerah, yaitu Inspektorat, Bappeda, BPSDM,
BPKAD, Dinas Perindagkop UKM, Disnakertrans, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas
Pendidikan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Sosial. Pada tahun 2021 ini sebenamya
penilaian maturitas SPIP Terintegrasi yang harus dilaksanakan oleh BPKP
Perwakilan, namun belum dilaksanakan hal ini disebabkan belum adanya sosialisasi
dan Bimtek SPIP kepada perangkat daerah yang akan ditetapkan sebagai pilot
project Maturitas SPIP Terintegrasi.

Namun demikian masih ditemukan beberapa kendala pada saat dilakukan evaluasi
atas Maturitas SPIP antara lain :

1. Belum dilakukan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi, terhadap . (1).
Aturan Perilaku PNS (Kode Etik) dalam rangka menilai efektivitas implementasi
peraturan tersebut, (2) Standar Kompetensi dan Kesesuaian penempatan pejabat
serta Struktur Organisasi dan Uraian Tata Laksananya pada Organisasi/Unit
Kerja, (3) Prosedur dan hasil pelaksanaan pendelegasian wewenang, (4)
Kebijakan pembinaan SDM, kesesuaian pelaksanaan rekrutmen, evaluasi kinerja
pegawai sampai dengan pemberhentiannya, (5) Hubungan kerja yang baik
dengan instansi pemerintah terkait dan mekanisme saling uji data antar unit kerja/
rekonsiliasi, (6) Pengamanan Asset Daerah, (7) Penerapan pemisahan tanggung
jawab dan tugas, (8) Otoritas dan kejadian penting, (9) Kebijakan dan Standar
Prosedur Operasional.
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2. Pemprov Kaltim belum sepenuhnya melakukan pemantauan otomatis melalui

sistem berbasis aplikasi komputer atas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan
publik.

3. Belum seluruh perangkat daerah melakukan identifikasi risike dan melakukan

tindak pengendalian atas dokumen penilaian risiko.

4. Pemprov Kaltim belum mengembangkan Whistle Blowing System (WBS) dan

Informasi yang sepenuhnya berbasis komputer dan yang terintegrasi.

Dari hasil evaluasi tersebut disarankan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur, antara lain :

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi.

2. Mengembangkan sistem informasi yang sepenuhnya berbasis komputer dan yang

terintegrasi.

3. Melakukan identifikasi risiko dan pengendalian yang telah direncanakan dalam

Rencana Tindak Pengendalian Risiko dan implementasinya.

4. Mengembangankan Whistle Blowing System (WBS) pada Website Pemda.

Pada tahun 2021 terbitkan Peraturan BPKP Momor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi

pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan baru akan dilaksanakan pada
tahun 2022 dengan melakukan Sosialisasi dan Bimtek Maturitas SPIP Terintegrasi
dan selanjutnya pelaksanaan evaluas kepada 11 perangkat daerah tersebut dan tidak

menutup kemungkinan untuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemda Prov.

Kaltm.
No. :
2 Indikator Kinerja Satuan
5. | Jumlah Perangkat Daerah PD

Hasil Evaluasi SAKIP
Katagori = B

Target

Realisasi

Capaian |

31

29

93,55
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Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori = B pada tahun 2021
ditarget sebanyak 31 perangkat daerah dengan realisasi sebanyak 29 perangkat
dengan capaian 93,55%. Pencapaian ini belum sesuai dengan target yang yang telah
ditetapkan, yaitu dari 31 target dan dicapai 29 perangkat daerah. Evaluasi
dilaksanakan terhadap 37 PD dengan hasil evaluasi sebagai berikut : 15 PD dengan
katagori BB/Sangat Baik, 14 PD dengan katagori B/Baik, dan 8 PD dengan katagori
CC/Cukup. Dari hasil evaluasi keseluruhan terhadap SAKIP 37 Perangkat Daerah
pada tahun 2021 menunjukan adanya peningkatan dengan hasil evaluasi 78,38 %
dengan katagori BB/Sangat Baik dan B/Baik. Penilaian ini didasarkan atas hasil
evaluasi atas 5 (lima) indikator penilaian atas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah,
yaitu dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja. pelaporan kinerja, monitoring
dan evaluasi evaluasi klinerja serta pencapaian kinarja. Untuk menindaklanjuiti hasil
evaluasi tersebut telah dilakukan berbagai upaya-upaya perbaikan terhadap Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah dibuat yaitu, diantaranya
dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi — rekomendasi dari hasil
evaluasi dan membuat rencana aksi, pertemuan dan sosialisasi/diklat penguatan
SAKIP Perangkat Daerah dan diharapkan upaya-upaya yang telah dilakukan akan
berdampak dan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan
terjadi peningkatan capaian skor/nilainya pada tahun-tahun berikutnya.

s :
¥ Indikator Kinerja Satuan | Target | Realisasi %.
Capaian
| 6. | Persentase Penyelesaian % 85 81 95,30

Tindak Lanjut Hasil
| Pemeriksaan APIP

Pencapaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dari
target 85% dan telah dicapai 81% dengan capaian sebesar 95,30%, hal ini
menunjukkan bahwa pencapaian belum sesuai dengan target yang ditetapkan.
Pencapaian persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ini didasarkan
pada laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat
Provinsi Kalimantan Timur, dimana dalam Laporan Hasil Pengawasan tersebut

terdapat temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh Obrik/Entitas,
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Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ini masih rendah dan belum signifikan
dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan adanya jumlah rekomendasi temuan yang
setiap tahun selalu bertambah sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan, masih
terdapat rekomendasi temuan yang sudah lama dan berlarut-larut atau sulit untun
ditindaklanjuti, masih kurangnya kesadaran dan respon dari obrikfauditan untuk
melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan bahwa akan ditindaklanjuti selama 60 (enam puluh)
hari setelah menerima Laporan Hasil Pengawasan dan masih kurangnya pemahaman
Obrik/Entitas  terhadap rekomendasi yang diberikan dan cara untuk
menindaklanjutinya dan belum adanya reward dan punishment/sanksi. Upaya-upaya
lain agar tingkat penyelesaian tindak lanjut terus meningkat adalah melaksanakan
kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah
dijadwalkan setahun 2 kali serta rapat-rapat pembahasan tindak lanjut hasil
pemeriksaan dan rekonsilsiasi TLHP dan apabila dimungkinkan adanya pemberian
reward dan punishment/sanksi dan mengupayakan penyelesaiannya melalui Majelis
TPTGR. Diharapkan dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan tingkat
penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan dapat meningkta dan
terus meningkat, karena hasil pengawasan/ pemeriksaan yang dilakukan tidak berarti
apa-apa apabila tidak ada penyelesaian tindak lanjutnya.

" No. % |
2 Indikator Kinerja | Satuan Target Realisasi ﬁ.
| Capaian
| ==
7. | Persentase Pelanggaran % 85 | 75 | 88,24
Disiplin Yang Ditindaklanjuti

/ Ditangani

Pencapaian persentase pelanggaran disiplin ASN yang ditindaklanjuti / ditangani dari
target B5 % dan telah ditindaklanjuti 75 % dari rekomendasi hasil pemeriksaan
terhadap disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari 4
pengaduan masyarakat terkait dispilin ASN yang telah ditindak lanjuti dengan
penjatuhan disiplin ASN, namun dari 4 pengaduan tersebut, ada 3 rekomendasinya
sudah dibuatkan Surat Keputusan Penjatuhan Dispilin ASN, 1 rekomnendasi dalam
proses. Hal ini menujukkan bahwa capaian tersebut belum mencapai target yang
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ditetapkan, karena dari 4 rekomendasi terkait hukuman disiplin, 3 sudah ditindak
lanjuti dan 1 rekomendasi dalam proses pembuatan surat ketelapan/keputusan atas
status hukuman yang diberikan. Namun dalam rangka meningkatkan tindak lanjut
atas rekomendasi penjatuhan disiplin ASN tersebut, konsultasi dan koordinasi dengan
BKD Provinsi Kalimantan Timur perlu ditingkatkan yang fungsinya membuat surat
ketetapan atas status hukuman yang diberikan kepada ASN yang dijatuhi hukuman
disiplin. Pada tahun 2021 ini menunjukan bahwa terjadi penurunan kasus
pelanggaran disiplin ASN yang dilakukan oleh ASN, dan hal ini disebabkan
meningkatnya kesadaran pegawai untuk mentaati peraturan-peraturan yang
berkenaan dengan disiplin PNS, hukuman disiplin yang dijatuhkan dapat memberikan
efek jera serta adanya kontrol dari atasan langsung terhadap Pegawai/ASN yang
bersangkutan. Dalam rangka menurunkan kasus pelanggaran disiplin pegawai/ASN
telah dilakukan beberapa upaya antara lain dengan meningkatkan pengendalian
internal oleh Atasan Langsung, meningkatkan kesadaran pegawai/PNS akan arti
pentingnya disiplin pegawai/ASN dalam rangka pembentukan kerakter pegawai/PNS
dan memberikan sanksi yang tegas dan tepat terhadap para pelanggar disiplin

pegawai/PNS yang melakukan pelanggaran disiplin pegawailPNS.

Sasaran 2 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah

Kabupaten/Kota
 No. In-&-ikator Kinerja Satuan Target [ Realisasi b
) ‘ e ' Capaian
1. | Jumlah Pemda Kab/Kota | Kab/Kota 6 5 100

yang mendapat predikat

Evaluasi KPPD

*Sangat Tinggi” dalam ‘

Pencapaian jumiah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat ° Sangat Tinggi *
dalam Evaluasi KPPD dari target 6 Kab/Kota dan telah dicapai & Kab/Kota dengan
capaian sebesar 100%, hal ini menujukkan bahwa capaian tersebut telah sesuai
target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 Evaluasi atas LPPD Kab/Kota
dilaksanakan pada 10 Kabupaten/Kota, yaitu Samarinda, Kota Balikpapan, Kola
Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai

R ———— —
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Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten
Paser dan Kabupaten Mahakam Ulu. Dari hasil evaluasi terdapat 6 Kabupaten/Kota
yang mendapat nilai/predikat “ Sangat Tinggi . yaitu Kota Samarinda, Kota Bontang,
Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten
Kutai Kartanegara. Sedangkan 4 Kabupaten/Kota mendapat nilai/predikat “Tinggi”
yaitu : Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan
Kabupaten Mahakam Ulu. Pencapaian hasil evaluasi ini juga dipergaruhi oleh
adanya komitmen dari Pemda Kab Kab/Kota untuk meningkatkan capai kinerja yang
didukung dengan data pendukung yang disampaikan oleh Pemerintah Kab/Kota dan
adanya perubahan — perubahan yang terjadi pada template penilaian/evaluasi yang
dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam rangka peningkatkan pencapaian hasil
evaluasi upaya — upaya yang sudah dilakukan antara lain adalah meningkatkan
koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan data
pendukung dan keooordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Tim Nasional
Evaluasi LPPD Pemda Kab/Kota.

yang hasil Evaluasi SAKIP
Katagori B

Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B dari
target 6 Kab/Kota dan telah dicapai 8 Kab/Kota dengan capaian sebesar 133,34%.
Capaian ini didasarkan atas hasil Evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota yang
dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB melaui daring/virtual zoom, hal ini dilakukan
dikarenakan masih adanya pendemi Covid-19. Terhadap capaian ini, diharapkan
pada tahun —tahun mendatang dapat ditingkatkan lagi dengan melakukan rancana
aksi dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana vang telah direkomendasikan
dalam hasil evaluasi, diantaranyha adalah : meningkatkan capaian baik pada
perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi

kinerja dan pencapaian kinerja belum maksimal dan masih dibawah target yang telah
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ditetapkan, tindak lanjut atas rekomendasi — rekomendasi dari hasil evaluasi,
sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya

dan terjadi peningkatan capaiannya.

Sasaran 3: Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN)

No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %

1. | Persentase Penanganan | % 100 100 100

Pengaduan Masyarakat

Yang Ditangani |

Pencapaian persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani dari
target 100% dan telah dicapai 100% dengan capaian sebesar 100%, hal ini
menujukkan bahwa capaian tersebut telah dicapai sesuai dengan target yang telah
ditetapkan, dimana dari 17 (tujuh belas) pengaduan masyarakat yang diterima oleh
Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat ditangani dan dilakukan
pemeriksaan atas kebenaran pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat
tersebut. Tertanganinya pengaduan masyarakat ini disebabkan karena adanya
dukungan anggaran dan SDM serta perubahan Struktur Organisasi pada Inspektorat
Provinsi Kalimantan Timur, dimana terdapat satu bidang yaitu Pengawasan Bidang
Khusus yang bertugas menangani semua kasus/pengaduan masyarakat yang masuk
untuk dilakukan penanganannya dalam rangka mencari kebenaran atas pengaduan

yvang disampaikan.

No. _ _— % |
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi ;
Capaian |
| A N L |
2. Persentase Tingkat R !
Kepatuhan Pemyampaian |
LHKPN % | 70 7417 | 10596 |
= I

LHKASN o 70 76,02 110,00
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Pencapaian Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN dari
target 70% telah dicapai, yaitu kepatuhan penyampaian LHKPN sebesar 74,17%
dengan capaian 105,96% dan kepetuhan penyampaian LHKASN sebesar 75,92%
dengan capaian 75,55 s.d. 80,00%%. Pencapaian ini berdasarkan has| evaluasi dan
monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dimana
dari jumlah yang wajib LHKPN sebanyak 816 orang dan yang telah Melaporkan
sebanyak 742 orang, tepat waktu sebanyak 726 orang, terlambat sebanyak 16 orang
dan yang belum menyampaikan sebanyak 0 orang. Sedangkan untuk LHKASN dari
yang wajib LHKASN sebanyak 4.639 orang sebagimana yang telah ditetapkan, yang
sudah lapor sebanyak 3.539 corang dan yang belum laporan sebanyak 1.100 orang.
Dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN
ini telah dilakukan sosialisasi dan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan
oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, namun hal yang penting lagi
adalah pemberian sanksi sesuai peraturan perundangan- undangan yang berlaku
kepada Wajib LHKPN dan Wajib LHKASN yang tidak menyampaikan laporan

kekayaannya.
= : === . . 5
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian
. Sm—
3. | Jumlah Pelaporan Laporan | 20 14 70
Gratifikasi ' l

Pencapaian jumlah Pelaporan Gratifikasi di tahun 2021 dari target 20 laporan dan
telah dicapai 14 laporan yang sudah menyampaikan dengan capaian sebesar 70%,
hal ini menujukkan bahwa pelaporan penerimaan dan penoclakan gratifikasi masih
rendah, hal ini sebabkan kurangnya kesadaran untuk melakukan pelaporan
penerimaan/penolakan gratifikasi, atau juga kurangnya pengetahuan si penerima
gratifikasi apa kriteria yang termasuk gratifikasi. Dalam rangka mendoreng dan
meningkatkan kesadaran atas pelaporan gratifikasi ini telah dibuat Peraturan
Gubemur Kalimantan Timur Nomor : 56 Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017
tentang Pedoman Pengendalian Grattifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimatan Timur, dan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai Surat
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Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 356/K.413/2018 tanggal 2 Agustus
2019, sosialisasi terkait pelaporan dan penclakan gratifikasi dan dibentuknya Unit
Pengendalian Gratifikasi (UPD) yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur dan usaha lain juga diharapkan juga setiap perangkat daesrah dapat
membentuk unit-unit pengendalian gratifikasi. Sampai dengan tahun 2021 ini baru
ada 3 UPG pada Perangkat Daerah yaitu : RSJD Atma Husada Mahakam, RSUD

Kanujoso dan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur.

No. ' %
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi ;
Capaian
_ | |
4. | Hasil Survey Penilaian Nilai 75 66,35 88.47
Integritas Pemda

Pada tahun 2021 pelaksanaan survey penilaian integritas (SPI) dilaksanakan oleh
KPK-RI dengan bekerjasama dengan Pihak Ketiga, penilaian dilakukan melalui
aplikasi e-SPl KPK-R|. Berdasarkan Laporan Hasil Survey Penilaian Integritas
Pemda/KL yang dibuat oleh Tim Penyusun Survey KPK hasil survey penilaian
integritas pemda Kalimantan Timur Tahun 2021 dicapai pada skor/nilai 66,35 dari
yang ditarget tahun 2021 sebesar 75 skor/nilai. Kegiatan survey penilaian integritas
pemda ini sebenarnya sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan pada tahun 2020
tidak dilaksanakan karena pendemi Covid-19. Pada tahun 2021 kegiatan SPI ini
dimulai dengan sosialisasi, entery meeting, pengumpulan data dan wawancara
terhadap responden pada perangkat daerah di lingkungan Pemda Prov. Kaltim,

Pengguna Layanan dan Ekspert yang dipilih secara acak dan dilakukan penilaian
oleh Tim KPK RI.

Ada beberapa permasalahan integritas yang paling menonjol di lingkungan seluruh
K/L/PD peserta SP| 2021 adalah antara lain: (1). Risiko korupsi ditemukan hampir di
seluruh instansi peserta SPI. (2). Risiko korupsi yang paling banyak ditemukan adalah

15% responden kalangan pegawai meyakini bahwa risiko penerimaan
gratifikasi/suap ditemui di banyak instansi peserta SPI, 5% dari responden eksternal
dan 18% responden eksper, (3). Risiko adanya perdagangan pengaruh (trading in
influence) ditemukan di banyak instansi peserta SPI 2021. Sekitar 1 dari 4 responden
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pegawai berpendapat keberadaan risiko trading in influence, baik dalam bentuk
penentuan program dan kegiatan, perizinan, hingga penentuan pemenang
pengadaan pemerintah. (4). Berdasarkan 29% responden pegawai, permasalahan
dalam pengadaan barang dan jasa juga ditemukan di berbagai instansi peserta SPI
2021 baik dalam bentuk nepotisme hingga gratifikasi dalam proses pengadaan. (5).
Satu dari 2 pegawai menyatakan pemanfaatan fasilitas kantor untuk kepentingan
pribadi pun masih terjadi di hampir seluruh instansi dan 29% responden eksper (6).
9% dar responden pegawai juga menilai bahwa penyalahgunaan anggaran dalam
perjalanan dinas masih terjadi di berbagai instansi peserta SP1 2021.

Beberapa upaya pencegahan korupsi dengan fokus prioritas sebagai berikut .

1. Prioritas pertama dan yang paling utama adalah penguatan sistem pencegahan
korupsi yang ada agar lebih terintegrasi dan berdaya guna. Efektivitas sosialisasi
antikorupsi dapat dikuatkan melalui pendidikan, kampanye, pengawasan, dan
penegakan secara simultan. Upaya ini perlu dikomunikasikan secara aktif di
internal pegawai dan seluruh pemangku kepentingan.

2. Meningkatkan kualitas sistem merit dan pengaturan pengelolaan  konflik
kepentingan hingga implementasinya pada proses promosi/mutasi. Tujuannya
untuk mendapatkan pegawai/pejabat yang sesuai dengan kebutuhan instansi.
Selain itu, instansi perlu memperkuat dan mengoptimalkan kemampuan sistem
dan sumber daya internal untuk mendeteksi risiko kejadian korupsi secara
proaktif pada proses promosi/mutasi tersebut.

3. Pengembangan program sosialisasi dan kampanye antikorupsi pada pengguna
layanan serta upaya dan capaian program antikorupsi oleh instansi. Program
bertujuan untuk mempengaruhi perubahan perilaku terutama kepada pengguna
layanan agar tidak memberi suap/gratifikasi dan melaporkan bila ada
pelanggaran.

4. Perdagangan pengaruh (trading min influence) dapat diminimalisir dengan
mendorong transparansi pada proses pelaksanaan tugas dan pemberian layanan.
Contohnya dengan opltimalisasi penggunaan teknologi, keterbukaan dan
kemudahan akses informasi, pemangkasan birckrasi yang menghambat, serta
penguatan tata kelola kelembagaan. Selain itu, instansi perlu mengatur
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pengelolaan benturan kepentingan untuk mengurangi intervensi pihak-pihak
tertentu dalam pencegahan korupsi. Cakupan yang diatur meliputi area rawan
dalam pemberian layanan, perizinan, PBJ, pelaksanaan tugas pegawai,

pengelolaan SDM, dan pengelolaan anggaran.

5. Yang tak kalah penting adalah optimalisasi penggunaan teknologi, misalnya
layanan online atau bentuk lain yang sudah dijalankan. Selanjutnya,
meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses untuk mengurangi peran
perantara ketika memberi layanan. Terakhir, memperkuat peran mitra untuk
meningkatkan kualitas layanan yang transparan dan akuntabel

Upaya dan pendekatan ini dilakukan untuk mendorong berperilaku yang tidak saja
sesuai dengan peraturan vang berlaku tetapi juga bertindak berdasarkan standar
etika yang telah ditetapkan oleh institusi. Cakupan yang diatur sebaiknya mencakup
area rawan saja pada saat pemberian layanan, pelaksanaan tugas pegawai,
pengelolaan SDM hingga pengelolaan anggaran. Kebijakan ini bisa menjadi garda
lerdepan mencegah tindak pidana korupsi dengan mengelola potensi yang bisa
mengakibatkan kejadian tindak pidana.

No. - | Yo
Indikator Kinerja Satuan | Target | Realisasi
Capaian
5. |Perangkat Dasrah yang PD ] ] 100

ditetapkan sebagai pilot
project  ZI Menuju WBK/
WBEBM

Pencapaian Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pliot Project ZI Menuju
WBK/MWBEBM dari target 1 perangkat daerah dan telah dicapai 1 perangkat daerah,
dengan capaian 100% yaitu RSUD Abdul Wahab Syahrani. Pada tahun 2021 ini telah
diusulkan untuk di tetapkan sebagai pilot project ZI menuju WBK pada RSUD AWS
Samarinda, namun berdasarkan hasil evaluasi ternyata masih belum memenuhi
angka hasil evaluasi untuk diusulkan sebagai Perangkat Daerah Z| Menuju WBK,
diharapkan pada tahun 2022 selain RSUD AW. Syahrani dapat juga ditambah
dengan perangkat daerah lain yang sudah berkomitmen untuk melaksanakan ZI

R R R R — — —  — — — — —
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menuju WBK/WBBM dapat dusulkan menjadi ZI menuju WBK/WBBM dengan
beberapa aksi yang telah dilakukan antara lain melakukan beberapa perbaikan dan
pemenuhan dokumen sesuai dengan hasil rekomendasi evaluasi yang telah
dilaksanakan.

No. %
|7 Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi .
Capaian
B. Nilai Reformasi Birokrasi Milai 36.30 2412 56,45
Perangkat Daerah

Pencapaian nilai reformasi birokrasi perangkat daerah pada tahun 2021 mencapai
24 12 skor/nilai (67 ,11%) dari skar/nilai standar 36,30. Hal ini belum tercapai terhadap
target yang ditetapkan sebesar 36,30 skor/nilai. Penilaian dilaksanakan pada 10
Perangkat Daerah yaitu Inspektorat, Dinas Perhubungan, Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan, Dinas Kehutanan, Bappeda, BKD, Disperindagkop, RSUD AWS,
RSUD Kanujose dan RSJD Atma Husada Mahakam. Penilaian meliputi terhadap
aspek pengungkit dan reform, dari hasil penilaian diperoleh angka rata-rata nilai
reformasi birokrasi atas 10 PD tersebut mencapai 24,12 nilai. Hasil evaluasi tersebut
adalah sebagai berikut :

Penilaian | Bobot | Nilai Rata- |

- Rata

Pengungkit 36,30 2412
i Pemenuhan _ | 14,60 10,72
& 2 Manajemen Perubahan | 2,00 1,24
2. Deregulasi Kebijakan | 1,00 0,60
3. Penataan dan Penguatan Organisasi | 203 1,53
4, Penataan Tala Laksana | 1,00 0,77

192. | Penataan Sistem Manajemen SDM | 140 Bl

BG. Penguatan Akuntabiltas 2,50 2,24
7. Penguatan Pengawasan 2,50 1,41
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publi 250 | 165
2. | Reform 21,.70 13,64
1. [ Reform - ' 21,70 13,64
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Hasil rekomendasi penilaian RB perangkat daerah tersebut adalah antara lain : (a)
membantuk Tim RB, (b). Menyusun dan Memformalkan Rencana Kerja, (c).
Konsensus Assesor PMPRB, (d). Pembentukan Agent of Change, (e). Identifikasi dan
Harmonisasi Peraturan/Kebijakan, (f). Pengukuran Berjenjang, Kesesuaian Struktur
Organisasi, Kesesuaian Mandat/Kewenangan, (g). Penyederhanaan birokrasi, (h).
Menyusun Peta Proses Bisnis dan melakukan evaluasi atas SOP, (i). Monev
Keterbukaan Informasi Publik, (j). Penilaian Risiko unit kerja, (k). Penanganan
Gratifikasi, WBS, Benturan Kepentingan, SPl, dan Z1 (l). Maklumat standar
pelayanan, budaya pelayanan prima, dan melakukan survey kepuasan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan nilai capaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat
Daerah perlu dilakukan upaya — upaya diantaranya melakukan sosialisasi / bimtek RB
pada Perangkat Daerah, Pendampingan dalam pelaksanaan RB dan melakukan
perbaikan dan menindaklanjuti hasil evaluasi dalam rangka mendukung pelaksanaan
reformasi birckrasi pada perangkat daerah yang akan berdampak pada Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur.

Sasaran 4 : Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesionalisme dan
Profesional APIP

No. . o
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi | ]
Capaian
1. Level Kapabilitas APIP Level 3 3 100
Inspektorat

Pada tahunn 2021 penilaian kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur tidak dilakukan, tetapi selama tahun tersebut yang dilakukan
adalah penyelesaian atas sara/rekomendasi yang disampaikan pada laporan hasil
evaluasi. Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat dari target level 2 dan telah
dicapai pada level 3 dengan capaian sebesar 100%, capaian ini telah sesuai dengan
target yang dicanangkan secara Nasional yaitu pada Level 3. Berdasarkan Laporan
Hasil Penjamin Kualitas Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada
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Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur oleh BFKF Perwakilan Provinsi

Kalimantan Timur Nomor : LOAPIP-43/PW17/6/2020 tanggal 16 Maret 2020, maka

dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dari hasil QA disimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
telah berada pada level 3 untuk semua elemen sebagai berikut :

No Elemen Level

1. Peran dan Layanan 3

2. | Pengelolaan Sumber Daya Manusia 3

3. | Praktik Profesional g ]
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja .I 3

5. | Budaya dan Hubungan Organisasi 3

6. | Struktur Tata Kelola 3

l

2. Berdasarkan hasil QA tersebut, terdapat rekomendasi untuk menjadi perhatian
dan perlu tindak lanjut yaitu :

a. Mendorong manajemen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan
kematangan pengelolaan risiko dan mendorong APIP
mengimpelementasikan Kapabilitas AFPIP Level 3 dengan melakukan
penilaian efektivitas pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

b. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM  APIP  melalui
Workshop/Bimtek /Diklat untuk mendukung kegiatan pengawasan khususnya
di bidang Audit Kinerja, Keivestigasian, PPBR, Pengelolaan Risiko serta
Serifikasi Profesi antara lain CRMP.,

¢. Memutakhirkan peta auditan dan menggqunakan rnsk register yang telah
disusun oleh Perangkat Daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam
menyusunan PPER.

d. Menekankan substansi hasil pengawasan Management Oversight untuk
perbaikan kapasitas internal APIP serta ketaatan, kinerja dan Govemance
Risk Control (GRC) Pemerintah Daerah.

B e == = a== == S S S ]
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e. Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana kapabilitas pada Level
3 dengan mengimplementasikan key process area (KPA) secara baik dan
terus menerus (institutionalized) serta mulai mempersiapkan diri untuk
menuju level kapabilitas yang lebih tinggi.
f.  Melakukan self assessment secara berkala untuk menjaga dan memelihara
kapabilitas APIP level 3.
Berkenaan dengan rekomendasi dari hasil QA tersebut, diharapkan kepada Tim
Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur membuat rencana
kerja / rencana aksi atas beberapa rekomendasi yang disampaikan dan selanjutnya
melaksanakan rencana kerjafrencana aksi tersebut dalam rangka mempertahankan

kapabilitas level 3 dan mempersiapkan untuk menuju level kapabilitas yang lebih

tinggi lagi.
No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
2 Tenaga Fungsional Orang 55 46 83,64

Pengawasan Yang
Bersertifikat

Pada tahun 2021 pencapaian Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat dari
target 55 orang dan telah dicapai 46 Orang dengan capaian sebesar 83,64%, hal ini
menunjukkan bahwa pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan.
Pada tahun 2021, jumlah Aparatur pengawasan yang bersertifat dilingkungan
Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur mencapai 46 orang, hal ini terjadi peningkatan
jumlah dibanding tahun-tahun sebelumnya.  Peningkatan jumlah Aparatur
Pengawasan Bersertifikat baik  fungsional pengawasan Auditor maupun P2ZUPD
disebabkan antara lain adalah dari Calon PNS, alih tugas dan inpassing jabatan
fungsional pengawasan serta mutasi PNS dari Perangkat Daerah Prov. Kaltim atau
dari Pemda Kab/Kota ke Provinsi. Upaya-upaya lain yang telah dilakukan dalam
rangka peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat adalah antara
lain dengan mengikutsertakan Fungsional Pengawasan ( Auditor dan P2UPD)
dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan Bimtek,
Pendidikan dan Pelatihan, Workshop dan Seminar terkait dengan pelaksanaan
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pengawasan dan juga beberapa Aparatur Pengawasan yang dididik dan dilatih untuk
menjadi auditor/P2UPD yang berkualitas, bersertifikat, kompeten dan berintegritas
atau adanya upaya lain seperti melakukan rekrutmen melalui Badan Kepegawaian
Daerah Frovinsi Kalimantan Timur kepada pegawai/calon pegawai yang berminat
menjadi auditortenaga fungsional pengawasan. Pada tahun 2021 ini juga ada
penambahan SDM Aparatur Pengawasan dari STAN sebanyak & orang yang
berstatus sebagai calon Auditor.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini

Dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya
merupakan salah satu indikator keberhasilan dan kinerna yang sudah ditetapkan,
dimana akan terlihat adanya peningkatan maupun penurunan dari capaian kinerja
yang sudah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja. Pada tahun
2021 ini sejalan dengan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019 s.d. 2023 terdapat sasaran dan indikator yang berbeda pada tahun-
tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya perubahan Visi dan Misi oleh
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023. Berikut ini
disampaikan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah

Realisasi % Peningkatan/

Mo. | Indikator Kinerja Satuan Penurunan
2019 2020 2021 Tahun 2021

1| 2 3 3 5 8 | 7=(6/51)*100

1. | Opini atas LKPD Pemprov. Opini WTF WTP WTP Capai atas Opini

Kaltim WTP dapat
dipertahankan,
(100%)

2. Jumilah Perangkat Daerah % 0 0 1 Terjafi
Y-ang Berkinerja Tinggi peningkatan dari
lzhiun
sebelumnya tidak
ada dan tahun ini
ada 1 PD (Tinggi)
(25%)
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3. | Persentase  Capalan % | 9530 | 9638 | 7500 | Teradi
Program dan  Kegiatan penurunan
Perangkat Dazrah | capaian, hal ini

disebabkan
adanya pendami
covid-19,

_ . | (-21,38%,)

4, Level Maturitas SPIP Pemda | Level 3 3 3 Capaian pada

level 3 dapat
. dipertahankan.
| [ | | |{100%)
5. |Jumiah Perangkat Daerah | FD | 28 29 26 | Tetap 28 OFD
Hasil Evaluasi SAKIP {100%:)
Fatagorn = B ]

6 | Persentase Tingkat % 80 &1 80 | Terjadi
Penyelesalan Tindak Lanjut penurunan, hal
Hasil Pemariksaan APIP [ ini disebabkan

karena
rekomendasi
belum seluruhnya
ditindak anjuti
(-1%)

7. Persenlase pelangaaran e 62,50 | 65.00 75,00 | Terjadi
Disiplin vang Ditindaklanjuti peningkatan atas

indak lanjut
(10%)

= Analisis pencapaian pada indikator kinerja Opini alas Laporan Keuangan
FPemerintah Daerah terjadi stagnan atau dapat diperiahankan yaitu
diperolehnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Opini WTP sejak
tahun 2019 s.d. 2021. Hal ini disebabkan Laporan Keuangan yang dibuat cleh
Pemerintah Daerah/Provinsi telah dengan Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP), Efektivitas dalam Sistem Pengendalian Intern dan adanya
Kepatuhan/ketaaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Upaya-upaya
yang sudah dilakukan dalam rangka mempertahankan QOpini WTP ini adalah,
antara lain : Diterapkannya kiat-kiat menuju WTP vang sudah dicanangkan
oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, adanya perbaikan atas
penatausahaan persediaan, perbaikan data inventarisasi aset yang dimiliki,
sertifikasi tanah dan pendataan tanah, koordinasi dengan instansi terkait dan
pengamanan secara persuasif atas tanah yang dikuasai oleh Pihak Ketiga dan

melakukan proses inventarisasi dan perbaikan data atas peralatan dan mesin
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yang dimiliki serta melakukan perubahan-perubahan atas kebijakan keuangan
yang disesuai dengan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual serta terus
melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi

Kalimantan Timur.

Jumlah Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik baru dilaksanakan pada tahun
2019-2021 hal ini dilakukan dalam rangka penilaian terhadap kinerja perangkat
daerah berdasarkan program dan kegiatan yang berisiko tinggi berdasarkan
identifikasi resiko yang dibuat. Sejak tahun 2019 sd. 2021, baru ada 1
perangkat daerah yang berkinerja baik/ftinggi, yailu RSJD Atma Husada
Mahakam. Penilaian kinerja yang dilakukan  pada Perangkat Daerah
berdasarkan hasil Audit Kinerja yang sesuai dengan 3 E ( efisien, efekiif dan
ekonomis) terhadap program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi
Perangkat Daerah yang dinilai berdasarkan pedoman yang telah dibuat.

Analisis pencapaian pada indikator Persentase Capaian program dan Kegiatan
Perangkat Daerah tahun 2019 s.d. 2021 terjadi penurunan 21%, hal ini
disebabkan karena daya serap anggaran yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah masih rendah dari target yang diletapkan yang dituangkan dalam
Program dan Kegiatan yang sesuai dengan hasil Pemeriksaan Operasional
vang dilaksanakan terhadap perangkat daerah di sisi lain serapan yang tinggi
ini juga disebabkan adanya pemotongan / refocusing anggaran sebesar 50%
pada setiap perangkat daerah yang kemudian dikembalikan lagi pada akhir
tahun anggaran sekitar bulan Oktober 2021, sehingga menyebabkan
perubahan perencanaan dan penyerapan anggaran, masih adanya pendemi
covid-19, sehingga menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan
secara langsung dan dilaksanakan dengan virtual/zoom meeting. Diharapkan
untuk maksimalnya penyerpaapan anggaran yang tertuang dalam Program
dan Kegiatan agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah
ditetapkan, meningkat monev melalui Aplikasi TEPRA, melaksanakan rapat-
rapat pra rapim dan rapim TEPPA.

Analisis pencapaian Level Maturitas SPIP Pemda, sejak tahun 2018 s.d. 2021
berada pada Level 3, penilaian telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah

e e T e e e ey
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Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi
Kalimantan Timur, hal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2008. Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2019
pada level 3 sesuai dengan target yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %,
hal ini menunjukkan adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas
penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada
pada level 3 atau Terdefinisi yaitu pada tingkat 4 dari 6 tingkatan, yaitu Belum
ada (1), Rintisan (2), Berkembang (3), Terdefinigi (4), Terkelola dan Terukur (5)
dan Optimum (6) dengan Level 0 s.d. 5. Penilaian dilakukan terhadap 25 fokus
Maturitas SPIP dan menghasilan nilai sebesar 3,234. Dengan tingkat maturitas
Terdefinisi, maka kerakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum
menunjukkan bahwa Pememerintah Provinsi Kaltim telah melaksanakan
prakltek secara memadai, serta pemantauan berkelanjutan dan terintegrasi
namun belum didukung oleh sistem pemantauan otomatis berbasis aplikasi
komputer sehingga kelemahan pengendalian tidak segera teridentifikasi. Pada
tahun 2021 terbitkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern  Pemerintah
Terintegrasi pada Kementerianf/lLembaga/Pemerintah Daerah dan baru akan
dilaksanakan pada tahun 2022 dengan melakukan Sosialisasi dan Bimtek
Maturitas SPIP Terintegrasi dan selanjutnya pelaksanaan evaluas kepada 11
perangkat daerah tersebut dan tidak menutup kemungkinan untuk seluruh
perangkat daerah di lingkungan Pemda Prav. Kaltm.

» Analisis Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori > B sejak
tahun 2018 s.d. 2021 pencapaiannya mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun yaitu 28 di tahun 2019, dan 29 pada tahun 2020 dan 29 pada tahun
2021. Hal ini disebabkan berbagai upaya-upaya diantaranya dengan
melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi — rekomendasi dari hasil
evaluasi dan membuat rencana aksi, pertemuan dan sosialisasi/diklat
penguatan SAKIP Perangkat Daerah dan diharapkan upaya-upaya yang telah
dilakukan akan berdampak dan berpengaruh terhadap pencapaian
akuntabilitas kinerjanya dan terjadi peningkatan capaian skorf/nilainya pada

tahun-tahun berikutnya.
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e Analisis terhadap Persenlase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP sejak tahun 2019 s. d. 2021 mengalami penurunan dalam
tingkat penyelesaiannya terhadap rekomendasi / saran yang disampaikan
dalam hasil pemeriksaan/pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
dan BPK-RI. Hal ini disebabkan peningkatan jumlah rekomendasi temuan,
masih terdapat sisa rekomendasi temuan yang tahun sebelumnya yang
statusnya masih belum selesai, masih kurangnya kesadaran dan respon dari
obrikfauditan untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan
pengawasan meskipun adanya peraturan perundang-undangan bahwa akan
ditindaklanjuti selama 60 (enam puluh) hari setelah menerima Laporan Hasil
Pengawasan, masih kurangnya pemahaman Qbrik/Entitas terhadap
rekomendasi yang diberikan dan cara untuk menindaklanjutinya. Upaya yang
dilaksanakan dalam meningkatkan penyelesaian tindak lanjut adalah
melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah
dijadwalkan setahun 2 kali serta rapat-rapat pembahasan tindak lanjut hasil
pemeriksaan dan rekonsiliasiasi TLHP. Diharapkan dengan adanya kegiatan
dan upaya fersebut, diharapkan penyelesaian  tindak lanjut hasil
pengawasan/pemeriksaan dapat meningkat, karena hasil pengawasan/
pemeriksaan yang dilakukan tidak berarli apa-apa apabila tidak ada
penyelesaian tindak lanjutnya.

Sasaran 2 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah

Kabupaten/Kota
_ Realisasi | % Peningkatan/
No. Indikator Kinerja Satuan Penurunan
. 2018 | 2020 | 2021 o B
1 2 3 4 | 5 & | 7=(6/51)"100
1. | Jumiah Pemda Kab/Kota | KabiKota 8 5 8 Pencapaian
yang mendapat Predikat " target sdh
Sangat Tingg *  dalam | tercapaif tetap
Evaluasi KPPD | (100%:)
2. [Jumiah Pemda KabiKota | Kab/Kota | 4 | & 8§ | Terjed
yang hasil Evaluasi SAKIP |p&ningka’ﬁan[2%j
Katagori* B * |
I ———— e ————
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Analisis terhadap Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat
predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD dari tahun 2019 s.d. 2021
mengalami peningkatan, yaitu dari 5 Kab/Kota di tahun 2017 dan 2018 dan 6 di
tahun 2020 dan 6 Kab/Kota di tahun 2021. Hal ini disebabkan adanya
perubahan kreteria /standar/ template penilaianf/evaluasi dari Kementerian
Dalam Negeri. Dalam rangka meningkat kinerja pemda Kab/Kota diperlukan
adanya komitmen dari Kepala Daerah pada Pemda Kab Kab/Kota tersebut
dan data pendukung yang disampaikan oleh Pemerintah Kab/Kota terkait
Indikator Kinerja Kunci (IKK), meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota dalam rangka Kementerian Dalam Negeri serta Tim Nasional
Evaluasi LPPD Pemda Kab/Kota.

Analisis terhadap pencapaian Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi
SAKIP Katagori B sejak tahun 2019 s.d. 2021 mengalami peningkatan yang
cukup signifkan, yaitu pada tahun 2020 sebanyak & Kab/Kota dengan katagori
B dan pada tahun 2021 sebanyak 8 Kab/Kota dengan katagoeri B. Penilaian ini
didasarkan atas hasil Evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB.
Evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota pada 10 Pemda Kab/Kota melalui zoom
meeting/ vartual dengan Pemda Kab/Kota. Terhadap capaian ini diharapkan
pada tahun —tahun mendatang dapat ditingkatkan lagi dengan melakukan
rancana aksi sebagaimana yang telah direkomendasikan dalam hasil evaluasi,
vaitu : meningkatkan capaian baik pada perencanaan kinerja, pengukuran
kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja dan pencapaian
kinerja belum maksimal dan masih dibawah target yang telah ditetapkan,
tindak lanjut atas rekomendasi — rekomendasi dari hasil evaluasi, sehingga
diharapkan akan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya
dan terjadi peningkatan capaiannya.



Sasaran 3 : Meningkatkan Pencegahan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme

(KKN)
Realisasi % Peningkatan/
Na. Indikator Kinerja Satuan 2-019 S0 | 2021 ‘ r:::;uzr:;::
1 2 3 4 5 [ 7 = (B6/5-1) "100
1. Persentase panangangsan ] 100 100 100 Pencapaian 100%
pengaduan masyarakat
' yang ditangani
2. | Persanlase Tingkat % Teradi penurunan
- Kepatuhan Penyampaian pada LHKPN
LHKPN 7746 | 57,54 7417 | (-2367%) dan
LHKASHN 6132 | 7259 76,82 | terjadi
peningkatan pada
LHKASHN (4,33%)
2. | .Jumlah Pelaparan Gratifikasi | Laporan 27 4 14 Terjadi
peningkatan
(10%)
4. | Hasil Survey Penlaan Nilai 66,75 | 66,/6 | 66,35 | Teradi penurunan
Integritas Pemda (-0,41"%) dan
Pada tahun 2020
tidak
dilaksanakan
dikarenakan
pendemi Cavid-19
5. Perangkat Daerah yang PD 1 1 1 Terjadi  stagnan |
ditetapkan sebagai  Pilot (100%)
Project Zl Menuju
| WBK/WBBM
/6. | Nilai Reformasi Birokrasi | Nilai 0 | 2436 | 2412 | Terjadi penurunan |
| Peranghkat Daerah {-0,24%)
 Analisis terhadap pencapaian persentase Penanganan Pengaduan
Masyarakat Yang Ditangani sejak tahun 2019 sd. 2021 menunjukan

peningkatan dan tercapai 100%. Hal ini dissbabkan adanya dukungan
anggaran dan SDM  Aparatur Pengawasan seria

perubahan Struktur

Organisasi pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana terdapat satu

b )]
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bidang yaitu Pengawasan Bidang Khusus yang bertugas menangani semua
kasus/pengaduan masyarakat yang masuk untuk dilakukan penanganannya
dalam rangka mencari kebenaran atas pengaduan yang disampaikan,

= Analisis terhadap pencapaian Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian
LHKPN dan LHKASN sejak tahun 2018 s.d. 2021. Kegiatan monitoring dan
evaluasi atas kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN  baru
dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2021, hal ini dilakukan dalam rangka untuk
mengetahui tingkta ketaatan/kepatuhan pejabat negara dan ASN dalam
pelaporan harta kekayaan yang dimiliki. Pencapaian di tahun 2020 dengan
tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN sebesar $7.84% dan kepatuhan
penyampaian LHKASN sebesar 72 58%. Sedangkan pencapaian ditahun 2021
terhadap LHKPN menjadi 74,14% dan LHKPN mengalami peningkatan dengan
capaian sebesar 76 82%. Pencapaian ini berdasarkan hasil evaluasi dan
monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan penyampaian LHKPWN dan
LHKASN ini upaya — upayan telah dilakukan antara lain sosialisasi dan
kegiatan menitaring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur dan meningkatkan kesadaran oleh ASN atas
penyampaian Laporan Harta Kekayaannya. Namun hal yang penting lagi
adalah pemberian sanksi sesuai peraturan perundangan- undangan yang
berlaku kepada Wajib LHKPN dan Wajib LHKASN yang tidak menyampaikan
laporan kekayaannya.

= Analisis terhadap pencapaian jumlah Pelaporan Gratifikasi sejak tahun 2019
s.d 202, hal ini baru dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2021, dimana pada
tahun 2019 penyampaian pelaporan penerimaan gratifikasi melalui UPG
sebanyak 27 |laporan, sedangkan pada tahun 2020 hanya 4 laporan dan tahun
2021 sebanyak 14 laporan yang disampaikan ke UPG. Hal ini menujukkan
bahwa pelaporan grafifikasi belum maksimal, meskipun belum semua
penernmaan/penclakan gratifikasi ini melaporkan kepada Unit Pengendalian
Gratifikasi maupun ke Unit Gratifikasi KPK-RI. Namun dari capaian ini telah
menunjukkan adanya kesadaran dari penerima untuk melaporkan penerimaan
gratifikasi. Dalam rangka mendorong dan meningkatkan kesadaran atas
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pelaporan gratifikasi ini telah dibuat Peraturan Gubernur Kalimantan Timur
Nomor : 56 Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman
Pengendalian Grattifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimatan Timur,
dan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi sesual Surat Keputusan
Gubernur Kalimantan Timur Nomor @ 356/K 413/2018 tanggal 2 Agustus 2019,
sosialisasi terkait pelaporan gratifikasi, pembentukan UPG dan diharapkan
juga setiap perangkat daerah dapat membentuk unit-unit pengendalian
gratifikasi. Sekarang ini yang baru ada UPG pada perangkat daerah baru 3,
yaitu di BPSDM, RSJD Atma Husada Mahakam dan RSUD Kanujoso
Balikpapan.

Analisis terhadap Pencapaian Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda sejak
tahun 2019 telah dicapai dengan nilai 66,67 dan pada tahun 2020 kegiatan
survey penilaian integritas pemda ini tidak dilaksanakan dikarenakan adanya
pendemi Covid-19 sesuai dengan Surat KPK-R| dan BPS, namun capaiannya
masih menggunakan capaian tahun 2019 sebesar 66,67 dan tahun 2021 telah
dicapai 66,35 skor/nilai. Pencapaian ini berdasarkan evaluasi yang
dilaksanakan oleh KPRK-RlI bekerjasama dengan Pihak HKeliga yang
penilaiannya dilakukan pada Perangkat Daerah, Pengguna Layanan dan
Ekspert secara acak melalui aplikasi e-SPI KPK-RI. Dalam rangka peningkatan
hasil atau skor/nilai yang ditargetkan pada tahun 2021 sebesar 75 skor/nilai
beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan menindaklanjuti laporan hasil

penilaian yang dilakukan oleh KPK-RI dan meningkatkan penlaku antikorupsi.

Analisis terhadap Pencapaian Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI
Menuju WBK/WBBM sejak tahun 2019 s.d. 2021 hal ini sudah dibangun
dengan menetapkan pilot project ZI menuju WBKMEBM kepada perangkat
daerah yang bersifat pelayanan, dan ditahun 2018 telah ditetapkan Perangkat
Daerah RSUD Kanujoso Balikpapan sebagai 21 Menuju WBK dan pada tahun
2019 ini kembali diusulkan RSUD Kanujoso Balikpapan untuk ZI menuju
WBBM dan pada tahun 2020 dan 2021 ditetapkan sebagai pilot project Z1
menuju WBK pada RSUD AW. Syahrani. Berdasarkan hasil evaluasi dari Tim
Internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, bahwa
hasil evaluasi belum memenuhi persyaratan untuk diusulkan ke Kementerian
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PAN-RB untuk ditetapkan sebagai perangkat daerah Zona Integritas Menuju
WBK ( Wilayah Birokrasi dari Korupsi).

s Evaluasi terhadap Reformasi Birokrasi pada Pemda dan Perangkat Daerah
dimulai tahun 2020 dan Tahun 2021. Pencapaian nilai reformasi birokrasi
perangkat daerah tahun 2020 mencapai 24,36 nilai atau dengan capai 67,11%,
dan tahun 2021 mencapai 24,12 nilai atau dengan capaian 686 45% dari targel
yang ditetapkan sebesar 36,30 nilai. Pada tahun 2021 ini terjadi penurunan
nilai hasil evaluasi. Penilaian dilaksanakan pada 10 Perangkat Daerah yaitu
Inspektorat, Dinas Perhubungan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan,
Dinas Kehutanan, Bappeda, BKD, Disperindagkop, RSUD AWS, RSUD
Kanujoso dan RSJD Atma Husada Mahakam. Penilaian meliputi terhadap
aspek pengungkit dan reform, dar hasil penilaian diperaleh angka rata-rata
nilai reformasi birckrasi atas 10 PD tersebut mencapai 24,12 nilai. Hasil
rekomendasi penilaian KB perangkat daerah tersebut adalah antara lain : (3)
membantuk Tim RB. (b). Menyusun dan Memformalkan Rencana Kerja, (c).
Konsensus Assesor PMPRE, (d). Pembentukan Agent of Change, (e).
Identifikasi dan Harmonisasi Peraturan/Kebijakan, (f). Pengukuran Berjenjang.
Kesesuaian Struktur Organisasi, Kesesuaian Mandat/Kewenangan, (g).
Penyederhanaan birokrasi, (h). Menyusun Peta Proses Bisnis dan melakukan
evaluasi atas SOP, (i). Monev Keterbukaan Informasi Publik, (j). Penilaian
Risiko unit kerja, (k). Penanganan Gratifikasi, WBS, Benturan Kepentingan,
SPI, dan ZI (l). Maklumat standar pelayanan, budaya pelayanan prima, dan
melakukan survey kepuasan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan nilai
capaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah perlu dilakukan upaya —
upaya diantaranya melakukan sosialisasi / bimtek RB pada Perangkat Daerah,
Pendampingan dalam pelaksanaan RB dan melakukan perbaikan dan
menindaklanjuti hasil evaluasi dalam rangka mendukung pelaksanaan
reformasi birokrasi pada perangkat daerah yang akan berdampak pada
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
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Sasaran 4 : Meningkatkan integritas, kompetensi dan profesional APIP.

Realisasi % Peningkatan/ |
Mo. Indikator Kinerja Satuan i_ Penurunan
201? JI 2020 2021 Tahun 2021
1 2_ ) 3 4 E | _5 E 7 = (6/5-1) "100 .
1. Level  kapabilitas ~ APIP Lavel 2 3 3 Terjadi  stagnan |
Inspektorat (100%)
= Tenzga Fungsional Qrang 36 A8 46 Terjadi  stagnan
| Pengawasan yang {100%)
bersertifikat

« Analisis terhadap Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspekiorat sejak tahun
2019 s.d. 2021 sudah dilakukan penilaian oleh BPKP Perwakilan Provinsi
Kalimantan Timur dengan level 3, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini
sesuai dengan target yang ditetapkan dimana hasil evaluasi dari 6 (enam)
elemen penilaian, yaitu Peran dan Layanan, Pengelolaan Sumber Daya
Manusia, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya
dan Hubungan Organisasi dan Struktur Tata Kelola. 3 (tiga) elemen berada
pada Level 2, yaitu Peran dan Layanan, Pengelolaan Sunber Daya Manusia
dan Praktik Profesional dan 3 (tiga) elemen berada pada Level 3, yaitu
Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi,
Struktur Tata Kelola. Dari penilian keseluruhan berada pada Level 3, Pada
tahun 2021 upaya-upaya mempertahankan capaia pada level 3 telah
dilaksanakan, antara lain dengan melaksanakan dan mengikutsertakan SDM /
Auditornya pada kegiatan Diklat Audit Kinerja dan telah dibuatkan Pedoman
Dalam melakukan Audit Kinerja, perencanaan profesional setiap SDM/Auditor
sudah dibuat dari mulai perencanaan diklat, kebutuhan diklat dan diklat-diklat
yang pernah diikuti oleh SDM/Auditor sudah dibuaty dan dilaksanakan sesuai
dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan mengikutsertakan SDM/Auditor
Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Diklat Manajemen Risiko
baik yang dilaksanakan oleh BPKP maupun Pihak Ketiga (Swasta) dan
Perancanaan yang dibuat sudah berbasis risiko dengan membuat pedoman
Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang dituangkan dalam Program
Kerja Pengawasan Tahunan Yang Berbasis. Selanjut ferhadap perangkat
daerah, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sudah melakukan

sosialisasi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam rangka
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3.

penyusunan identifikasi risiko sampai pada tingkat rencana tindak lanjutnya.
Dalam rangka peningkatan Kapabilitas APIFP Inspektorat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur telah dilakukan Penilaian oleh BPKP Perwakilan Provinsi

Kalimantan Timur dan sampai dengan saat ini masih dalam proses penilaian.

e Analisis terhadap Pencapaian Tenaga Fungsional Pengawasan Yang

Bersertifikat sejak tahun 2019 s.d. 2021, hal ini sudah dilaksanakan dan
mengalami peningkatan dari 38 orang tahun 2017, 36 orang ditahun 2018
terjadi penurunan disebabkan adanya yang pensiun dan ditahun 2019
sebanyak 44 orang dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebanyak 46
orang dan pada tahun 2021 sebanyak 46 orang. Jumlah ini tidak mengalami
peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumya. Beberapa upaya vang
dilakukan dalam rangkja eningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Bersertifikat
baik fungsional pengawasan Auditor maupun P2UPD antara lain adalah dari
Calon PNS, alih tugas dan inpassing jabatan fungsional pengawasan serta
mutasi PNS dari Perangkat Daerah Prov. Kaltim atau dari Pemda Kab/Kota ke
Provinsi dan mengikutserta SDM Aparatur Pengawasan pada Diklat dan Ujian
Sertifikasi Auditor. Pada tahun 2021 terjadi penambahan pada SDM aparatur

pengawasan dari STAN sebanyak 8 orang sebagai Calon Auditor.

Membandingkan Realiasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target
Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis
Organisasi ( RPJMD/Renstra).

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021 yang
didasarkan pada tugas dan fungsi Inspekltorat Provinsi Kalimantan Timur yang
sesuai dengan tujuan, sasaran dan indikataor kinerja yang telah ditetapkan, maka
realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan terget jangka menengah yang sudah
ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang
juga dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, bahwa
pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terdapat Indikator yang harus dicapai
dalam Renstra dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur ada 2 indikator sesuai
dengan misi 5 dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023,
yaitu :
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a. Level Maturitas SPIP Pemda.
b. Hasil Survey Penilaian Integritas
Perbandingan pencapaian terhadap 2 indikator tersebut dapat dijelaskan

sebagai berikut :

Target Akhir Realisasi
Ne. Indikator Kinerja Satuan | RPJMD/Renstra {Tahun
| (2023) 2021)
1 2 3 o 5
1. | Level Maluritas SPIP Pemda | Level 4 3 Tahun 2018
capaian pada
lavel 2 dan
| pada Tahun
2020 s.d. Il
2021 terjadii
peningkatan
capaian yaitu
pada level 3.
2 Hasil Survey Penilaian Niai 75 | 66,35 Tahun 2019
Integritas | capaian
Penilaian

Tingkat
Kemajuan

Integritas  ini
£6,67 nilai dan
pada Tahun
2020 tidak ada
nilai, karma

adanya
pendemi
covid-19, SPI
tidak
dilaksanakan.
Pada Tahun
2021 terjadi

Fenurunan [

yaitu dari |
BEB7 menjadi
66,35




| PAPORAN HINERIL ITIROU 2021 " e Bagil

Analisis pencapaian Level Maturitas SPIP Pemda, sejak tahun 2019 s.d. 2021
berada pada Level 3, penilaian telah dilaksanakan oleh Inspekiorat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi
Kalimantan Timur, hal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2008. Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2020
pada level 3 sesuai dengan target yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %,
hal ini menunjukkan adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas
penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada
pada level 3 atau Terdefinisi yaitu pada tingkat 4 dari 6 tingkatan, yaitu Belum
ada (1), Rintisan (2), Berkembang (3), Terdefinisi (4), Terkelola dan Terukur (5)
dan Optimum (&) dengan Level 0 s.d. 5. Penilaian dilakukan terhadap 25 fokus
Maturitas SPIP dan menghasilan nilai sebesar 3,234. Dengan tingkat maturitas
Terdefinisi, maka kerakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum
menunjukkan bahwa Pememerintah Provinsi Kaltim telah melaksanakan
praktek secara memadai, serta pemantauan berkelanjutan dan terintegrasi
namun belum didukung oleh sistem pemantauan otomatis berbasis aplikasi

komputer sehingga kelemahan pengendalian tidak segera teridentifikasi.

Analisis terhadap Pencapaian Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda sejak
tahun 2018 telah dicapai dengan nilai 67,55 dan pada tahun 2019 dicapai
dengan nilai 66,76 dan pada tahun 2020 kegiatan Survey Penilaian Integrotas
(SPI) tidak dilaksanakan sesuai dengan surat KPK-RI dan BPS dikarenakan
adanya pendemi Covid-19. Dengan demikian hasil pencapaian tahun 2020 ini
mengacu pada pencapaian tahun 2018 sebesar 66,67 skor. Kalau dilihat dari
tahun ke tahun pencapaian nilai SPl bervariasi atau ada yang mengalami
peningkatan, stagnan dan penurunan. Untuk meningkatkan integritas di
Pemda Prov. Kaltim berdasarkan hasil SPIl tersebut, dimana kita harus
melaksanakan dan menindaklanjuti apa yang telah direkomendasikan oleh
KPK, yaitu : (a). Pengembangan/ memperkuat peraturan pengelolaan kanflik
kepentingan dan implementasinya termasuk internalisasi dan pengawasan/
penegakannya untuk mendukung pengembangan budaya integritas di instansi.
FPendekatan ini dilakukan untuk mendorong berperilaku yang tidak saja sesuai
dengan peraturan yang berlaku tetapi juga bertindak berdasarkan standar etika
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yang telah ditetapkan oleh institusi. Cakupan yang diatur sebaiknya mencakup
area rawan saja pada saat pemberian layanan, pelaksanaan tugas pegawail,
pengelolaan SDM hingga pengelolaan anggaran. Kebijakan ini bisa menjadi
garda terdepan mencegah tindak pidana korupsi dengan mengelola potensi
yang bisa mengakibatkan kejadian tindak pidananya. (b). Penguatan
whistleblowing system untuk meningkatkan pariisipasi pelapor dari pegawal
dan memastikan Perlidungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi. (c).
Pengembangan/ memperkuat sistem merit dan peraturan pengelolaan konflik
kepentingan serta implementasinya termasuk internalisasi dan pengawasan/
penegakannya untuk mendukung pengembangan budaya integritas di instansi.
Pendekatan ini dilakukan untuk mendorong berperilaku yang tidak saja sesuai
dengan peraturan yang berlaku tetapi juga bertindak berdasarkan standar etika
yang telah ditetapkan oleh institusi. Cakupan yang diatur sebaiknya mencakup
area rawan saja pada saat pemberian layanan, pelaksanaan tugas pegawai,
pengelolaan SDM hingga pengelolaan anggaran. Kebijakan ini bisa menjadi
garda terdepan mencegah tindak pidana korupsi dengan mengelola potensi

yang bisa mengakibatkan kejadian tindak pidana.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Strandar Nasional

Pada tahun 2021 target kinerja yang menjadi target Standar Nasional
adalah 3 target kinerja yaitu Maturitas SPIP Pemda, Kapabilitas APIP dan
Fenilaian Integritas (SP1), hal ini sesuai pencanangan yang dilakukan oleh
Presiden Rl bahwa Maturitas SPIP Pemda dan Kapabilitas APIP secara Nasional
harus berada di level 3 dan hal ini dapatl dicapai dan dapat dipertahankan.
Sedangkan pencapaian penilaian Integritas (SPI) berada dibawah standar nasional
yaitu dengan capaian 66,35 skor/nilai.

Terhadap 3 indikator kinerja ini sudah dicapai pada tahun 2021 terhadap
Standar Nasiional adalah sebagai berikut :
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No. Indikator Kinerja Satuan Ha;';;am 2::':::: [T;_l]

1 2 3 | <t 5 6 (5/4)"100
Te Level Maluritas SPIP Pemda Level 3 3 100,00
2. Level kapabilitas ARPIF Level 3 3 100,00

Inspektarat {
3. Penilaian Integritas Pemda (SPI) = Skor/ 66.35 75 6847
Nilai

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan
Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah dan Akan Dilakukan

Berdasarkan Penetapan Kinerja yang sudah ditetapkan oleh Inspektorat

Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2021, yaitu terdapat 4 sasaran dengan 17

indikator sasaran yang akan dicapai sebagaimana target yang sudah ditetapkan

dengan didukung program dan kegiatan serta anggaran dan SDM, analisis

penyebab keberhasilan/kegagalan atau terjadi peningkatan/penurunan kinerja

serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan sebagaiman uraian berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah

Mo, Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi

| % Peningkatan/ |

2018 2020

1
1.

2
Opini atas LKPD Pemprov,
Keltim

Jumlah Perangkat Daerah
Yang Berkinerja Tinggi

i

~ Dpini

b
WTF

WTP

2021

Penurunan
Tahun 2021
7 = (6/5-1) "100

Cepai atas Opini
WTFP dapat
dipartahankan.
{100%)

%o

Terjadi
paningkatan  dari
tahun
sebelumnya tidak
ada dan tahun ini
ada 1 FD (Tinogi)
[25%)

Persentase
Frogram  dan
Perangkal Daerah

Capaian
Kegiatan

Y

B535 | 528

Leval Maturitas SPIP Pemda |

Lewel

75,00

Terjadi
peEnurunan
capaian, hal ini
disebabkan
gdanya pendemi

| covid-19

(-21,38%)

Capaian pada
level 3 dapat
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i dipertahankan
(100%)
5 | Jumlah Perangkat Daerah | PD 28 29 20 | Tetap 29 OPD
Hasil  Evaluasi  SAKIP (100%)
Katagori = B |
B. Persentase Tingkat % | &0 81 BO Terjadi
Penyelesaian Tindak Lanjut penurunan, hal
Hasil Pemenksaan APIP ini disebabkan
karena
rekomendasi
belum seluruhnya
ditindak lanjuti
| (-1%)
7. Persentase pelanggaran 56 | 8250 | 6500 | 75,00 | Terjadi
| Disiplin yang Ditindaklanjuti | peningkatan atas
tindak lanjut
| (10%)

» Analisis pencapaian pada indikator kinerfja Opini atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah terjadi stagnan atau dapat dipertahankan yaitu
diperolehnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Opini WTP sejak
tahun 2018 s.d. 2021. Pencapaian opini WTP ini terhadap LKPD Pemda dapat
dipertahankan, hal ini disebabkan upaya-upaya yang dilakukan cleh Pemda
antara lain membuat Laporan Keuangan LKPD Pemda Provinnsi telah sesuai
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Efektivitas dalam Sistern Pengendalian
Intern dan adanya Kepatuhan'ketaaatan terhadap Peraturan Perundang-
Undangan dan meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan
BPK-RI. Upaya-upaya lain / solusi vyang sudah dilakukan dalam rangka
mempertahankan Opini WTP ini adalah, antara lain : Diterapkannya kiat-kiat
menuju WTP yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur, adanya perbaikan atas penatausahaan persediaan, perbaikan data
inventarisasi aset yang dimiliki, serifikasi tanah dan pendataan tanah,
koordinasi dengan instansi terkait dan pengamanan secara persuasif atas
tanah yang dikuasai oleh Pihak Ketiga dan melakukan proses inventarisasi dan
perbaikan data atas peralatan dan mesin yang dimilki serta melakukan
perubahan-perubahan atas kebijakan keuangan yang disesuai dengan
Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual serta terus melakukan koordinasi dan

kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur,
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Jumlah Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik baru dilaksanakan pada tahun
2019-2021 hal ini dilakukan dalam rangka penilaian terhadap kinerja perangkat
daerah berdasarkan program dan kegiatan yang berigiko tinggi berdasarkan
identifikasi resiko yang dibuat. Sejak tahun 2019 s.d. 2020 ini belum ada
perangkat daerah yang berkinerja baik/tinggi, hasil audit menunjukkan kinerja
perangkat daerah masih berada pada kisaran sedang dan pada tahun 2021
baru ada 1 perangkat daerah yang berkinerja baik/tinggi yaitu RS5JD Atma

Husada Mahakam.

Hal ini disebabkan antara lain penilaian kinerja untuk masing-masing kegiatan
atas penilaian aspek kinerja {yang meliputi Efektivitas Sistemm Pengendalian
Intern, Perencanaan Indikator Kinerja dan Penganggaran, Pengujian Substantif
atas Capaian |KU, dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan)
dan Audit Kinerja yang sesuai dengan 3 E ( efisien, efektif dan ekonomis)
terhadap program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat
Daerah hasil yang dicapai belum sesuai dengan bobot/standar yang
dipersyaratkan sesuai dalam Pedoman Audit Kinerja.

Upaya-upaya / solusi agar penilaian kinerja perangkat daerah bernilai baik,
antara lain adalah diperlukan komitmen dari Kepala Perangkat Daerah untuk
meningkatkan kinerjanya, kemungkinan terlalu tinggi bobot/standar yang
dipersyaratkan, sehingga sulit untuk dicapai untuk perangkat kinerja yang baik,
dan selanjutnya perlukan adanya revisi atas pedoman tersebut.

Analisis pencapaian pada indikator Persentase Capaian program dan Kegiatan
Perangkat Daerah terjadi peningkatan pada tahun 2019-2020, sedangkan
pada tahun 2021 terjadi penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya
angggaran yang direfocusing sebesar 50% dikembalikan pada akhir tahun
sekitar bulan Oktober 2021, sehingga menyebabkan adanya perubahyan
perencanaan dan penganggaran, masih dalam suasana pendemi covid-19,
sehingga banyak kegiatan yang dilaksanakan melalui virtual/zoom meeting

yang berpengaruh terhadap serapan/realisasi anggaran yang dilaksanakan
aleh Perangkat Daerah.
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Upaya — upaya / solusi yang harus dilakukan antara lain dalam rangka
meningkatkan capaian ini adalah untuk maksimalnya penyerapan anggaran
yang tertuang dalam Program dan Kegiatan, melaksanakan kegiatan sesuai
dengan jadwal yang telah ditetapkan, meningkat monev melalui Aplikasi
TEPRA, melaksanakan rapat-rapat pra rapim dan rapim TEPPA setiap 3 bulan
sekali.

Analisis pencapaian Level Maturitas SPIP Pemda, sejak tahun 2018 s.d. 2021
berada pada Level 3, penilaian telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi
Kalimantan Timur, hal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor
60 Tahun 2008. Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2019
s.d. 2021 pada |level 3.

Pencapaian level 3 ini didasarkan pada hasil penilaian yang menunjukkan
adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maluritas penyelenggaraan SPIP pada
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada pada level 3 atau Terdefinisi
yailu pada tingkat 4 dari 6 tingkatan, yaitu Belum ada (1), Rintisan (2),
Berkembang (3), Terdefinisi (4), Terkelola dan Terukur {5) dan Optimum (&)
dengan Level O s.d. 5. Penilaian dilakukan ferhadap 25 fokus Maturitas SPIP
dan menghasilan nilai sebesar 3,234. Dengan tingkat maturitas Terdefinisi,
maka kerakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa
Pememerintah Provinsi Kaltim telah melaksanakan prakiek secara memadai,
serta pemantauan berkelanjutan dan terintegrasi namun belum didukung oleh
sistem pemantauan otomatis berbasis aplikasi komputer sehingga kelemahan
pengendalian tidak segera teridentifikasi.

Upaya-upaya atau solusi yang dilaksanakan dalam rangka memperahankan
Maturitas SPIP Pemda pada Level 3, antara lain melakukan pemantauan
berkelanjutan dan terintegrasi vang didukung oleh sistem pemantauan
otomatis berbasis aplikasi komputer sehingga kelemahan pengendalian dapat
segera teridentifikasi.

Analisis Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori = B sejak

tahun 2018 s.d. 2020 pencapaiannya mengalami peningkatan dari tahun ke
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tahun yaitu 12 di tahun 2017, 25 di tahun 2018 dan 28 di tahun 2018, dan 29
pada tahun 2020 dan 29 di tahun 2021.

Upaya-upaya atau solusi yang sudah dilaksanakan diantaranya adalah dengan
melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi — rekomendasi dari hasil
evaluasi dan membuat rencana aksi, pertemuan dan sosialisasi/diklat
penguatan SAKIP Perangkat Daerah dan diharapkan upaya-upaya yang telah
dilakukan akan berdampak/berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas
kinerjanya perangkat daerah dan terjadi peningkatan capaian skor/nilainya
pada tahun-tahun berikutnya.

+« Analisis terhadap Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIF sejak tahun 2019 s. d. 2020 mengalami peningkatan dalam
tingkat penyelesaiannya terhadap rekomendasi / saran yang disampaikan
dalam hasil pemeriksaan/pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
dan BPK-RI dan pada tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan
masih kurangnya kesadaran dan respon dari obrik/auditan untuk melakukan
penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan bahwa akan ditindaklanjuti selama 60 (enam
puluh) hari setelah menerima Laporan Hasil Pengawasan dan meningkatnya
pemahaman OCbrik/Entitas terhadap rekomendasi yang diberikan dan cara
untuk menindaklanjutinya, meningkatnya jumlah rekomendasi temuan dan

masih adanya rekomendasi tahun sebelumnya yang sulit untuk ditindak lanjuti.

Upaya-upaya dilaksanakannya dalam rangka meningkatkan penyelesaian
tindak lanjut adalah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut
hasil pemeriksaan yang telah dijadwalkan setahun 2 kali serta rapat-rapat
pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rekonsilsiasi TLHP.
Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, pada tahun — tahun mendatang
penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan terus meningkat,
karena hasil pengawasan/ pemeriksaan yang dilakukan tidak berarti apa-apa
apabila tidak ada penyelesaian tindak lanjutnya.
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= Pencapaian persentase pelanggaran disiplin ASN yang ditindaklanjuti /

ditangani dari target 85 % dan telah ditindaklanjuti 75 % dari rekomendasi hasil
pemeriksaan terhadap disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur dari 4 pengaduan masyarakat terkait dispilin ASN yang telah
ditindak lanjuti dengan penjatuhan disiplin ASN, namun dari 4 pengaduan
tersebut, ada 3 rekomendasinya sudah dibuatkan Surat Keputusan Penjatuhan
Dispilin ASN, 1 rekomnendasi dalam proses. Hal ini menujukkan bahwa
capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan, karena dari 4
rekomendasi terkait hukuman disiplin, 3 sudah ditindak lanjuti dan 1
rekomendasi dalam proses pembuatan surat ketetapan/keputusan atas status
hukuman yang diberikan. Pada tahun 2021 ini menunjukan bahwa terjadi
penurunan kasus pelanggaran disiplin ASN yang dilakukan oleh ASN, dan hal
ini disebabkan meningkatnya kesadaran pegawai untuk mentaati peraturan-
peraturan yang berkenaan dengan disiplin PNS, hukuman disiplin yang
dijatuhkan dapat memberikan efek jera serta adanya kontrol dari atasan

langsung ferhadap Pegawail/ASN yang bersangkutan.

Upaya-upaya vyang dilakukan dalam rangka meningkatkan pencapaia
meningkatkan tindak lanjut alas rekomendasi penjatuhan disiplin ASN tersebut,
antara lain : Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BKD Provinsi
Kalimantan Timur yang fungsinya membuat surat ketetapan atas status
hukuman yang diberikan kepada ASN yang dijatuhi hukuman disiplin,
Meningkatkan pengendalian internal oleh Atasan Langsung, Meningkatkan
kesadaran pegawaifPNS akan arti pentingnya disiplin pegawai/ASN dalam
rangka pembentukan kerakter pegawailPNS dan memberikan sanksi yang
tegas dan tepat terhadap para pelanggar disiplin pegawailPNS yang
melakukan pelanggaran disiplin pegawai/lPNS.
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Sasaran 2 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah

Kabupaten/Kota
i Realisasi % Peningkatan/
MNo. Indikator Kinerja Satuan | Peanurunan
2019 | 2020 | 20 | Tahun 2021
1 2 B 3 4 ‘ 5 ‘ 6 | 7=(6/5-1)"100
1. |Jumiah Pemda Kab/Kota | Kab/Kota &= B B 6 | Pencapaian
yang mendapal Predikat " | target sdh
Sangat Tinggi ° dalam tercapail tatap
Evaluasi KFFD (100%:)
2. |Jumiah Pemda Kab/Kota | Kab/Kota | 4 B ] Terjadi
| yang hasil Evaluasi SAKIP ‘ peningkatan (2%)
! Katagori “ B '

e Analisis terhadap Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat
predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD dari tahun 2019 s.d. 2021
mengalami peningkatan, yaitu dari 5 Kab/Kota di tahun 2017 dan 2018
meningkat 8 Kab/Kota di tahun 2019 dan mengalami penurunan menjadi 6
Kab/Kota pada Tahun 2020 dan pada tahun 2021 mengalami stagnan menjadi
6 Kab/Kota yang mendapat predikat B / Sangat Tinggi.

Peningkatan ini disebabkanb adanya perubahan kreteria /standar/ template

penilaian/evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Upaya-upaya atau solusi yang dilaksanakan dalam rangka meningkat kinerja
pemda Kab/Kota diperlukan adanya komitmen dari Kepala Daerah pada
FPemda Kab Kab/Kota tersebut dan data pendukung yang disampaikan oleh
Pemerintah Kab/Kota terkait Indikator Kinerja Kunci (IKK),  meningkatkan
koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Kementerian
Dalam MNegeri serta Tim Nasional Evaluasi LPPD Pemda Kab/Kota.

e Analisis terhadap pencapaian Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi
SAKIP Katagori B sejak tahun 2019 s.d. 2021 mengalami peningkatan yang
cukup signifkan, yaitu pada tahun 2020 sebanyak 6 Kab/Kota dengan katagori
B, hal ini didasarkan atas hasil Evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian
PAN-RB. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 8 Kab/Kota yang
mendapat Sakip dengan katagori B.
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Upaya-upaya atau solusi yang dilaksanakan dalam rangka meningkat capaian
kinerja ini adalah antara lain membuat dan menetapkan rancana aksi
sebagaimana yang telah direkomendasikan dalam hasil evaluasi, yaitu

meningkatkan capaian baik pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,
pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja
belum maksimal dan masih dibawah target yang telah ditetapkan, tindak lanjut
atas rekomendasi — rekomendasi dari hasil evaluasi, sehingga diharapkan
akan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan terjadi

peningkatan capaiannya.

Sasaran 3 : Meningkatkan Pencegahan Keorupsi , Keolusi dan Nepotisme

(KKN)
Realisasi % Peningkatan/

No. Indikator Kinerja Satuan Penurunan

rj | 28 2] | tahunzozt
1 2 3 4 5 6 7 = (6/5-1) “100

i B Persentase  penangangan % oo 100 100 Pencapaian 100%
pengaduan masyarakat
yang ditangani ‘

2. | Persentase Tingkat %, | Terjadi penurunan
Kepatuhan Penyampaian : | pada LHKPN
LHKPN TT46 | 97,84 | 7417 | (-2367%)  dan
LHKASH 6132 | 72,59 7692 | terjadi

peningkatan pada
LHEASM (4,33%)

3. | Jumlah Pelaporan Gratifikasi | Laparan 27 4 14 | Terjadi
peninglatan
(105)

4, Hasi  Survey  Penilaian Nilai 66,76 | 65,76 | 66,35 @ Terjadi penurunan

Integritas Pemda ‘ (=041 %) dan
Pada tahun Z020
tidak
dilaksanakan
dikarenakan

‘ pendemi Covid-19

5. Perangkal Daerah  yang PO | 1 1 1 | Terjadi  stagnan
ditetapkan sebagai  Pilol (100%)

Projact Zl Menuju i

= |
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6. | Nilai Reformasi Birakrasi |  Nilai 0 2436 | 24,12 | Terjadi penurunan
| | Perangkat Daerah (-0,24%)

+« Analisis terhadap pencapaian persentase Penanganan Pengaduan
Masyarakat Yang Ditangani sejak tahun 2019 sd. 2021  meanunjukan
peningkatan, hal ini disebabkan adanya dukungan anggaran dan SDM
Aparatur Pengawasan serta perubahan Struktur Organisasi pada Inspekiorat
Provinsi Kalimantan Timur, dimana terdapat satu bidang yaitu Pengawasan
Bidang Khusus yang bertugas menangani semua kasus/pengaduan
masyarakat yang masuk untuk dilakukan penanganannya dalam rangka
mencari kebenaran atas pengaduan yang disampaikan.

e Analisis terhadap pencapaian Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian
LHKFPN dan LHKASN sejak tahun 2019 s.d. 2021. Kegiatan monitoring dan
evaluasi atas kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN baru
dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2021. Dari hasil monitoring dan evaluasi
menunjukkan adanya peningkatan dalam kepatuhan penyampaian laporan
harta kekayaan baik LHKPN dan LHKASN Hal ini disebabkan meningkatnya

kesadaran ASN atas penyampaian Laporan Harta Kekayaannya.

Upaya - upaya atau solusi dalam rangka meningkatkan kepatuhan
penyampaian laporan harta kekayaan tersebut antara lain yang dilakukan
adalah selalu mengingatkan kepada ASN atas kewajibannya menyampaikan
LHKPN dan LHKASN dan adannya pemberian sanksi sesuai peraturan
perundangan- undangan yang berlaku kepada Wajib LHKPN dan Wajib
LHKASN yang tidak menyampaikan laporan kekayaannya.

e Analisis terhadap pencapaian jumlah Pelaporan Gratifikasi sejak tahun 2019
s.d 2021, hal ini baru dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2021, dimana pada
tahun 2018 penyampaian pelaporan penerimaan gratifikasi melalui UPG
sebanyak 27 laporan, sedangkan pada tahun 2020 hanya 4 laporan dan pada
tahun 2021 sebanyak 14 laporan vyang disampaikan ke UPG. Hal ini

menujukkan bahwa pelaporan gralifikasi belum maksimal yang dilaporan ke
UPG.
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Upaya — upaya atau solusi yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian
kinerja ini antara lain adalah mmendorong dan meningkatkan kesadaran atas
pelaporan gratifikasi ini telah dibuat Peraturan Gubernur Kalimantan Timur
Nomor : 56 Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman
Pengendalian Grattifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimatan Timur,
dan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai Surat Keputusan
Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 356/K.413/2018 tanggal 2 Agustus 2019,
sosialisasi terkait pelaporan dan penolakan gratifikasi, pembentukan UPG dan
diharapkan juga seliap perangkat daerah dapat membentuk umit-unit
pengendalian gratifikasi, dimana sampai dengan tahun 2021 baru ada 3 UPG
Pembantu di perangkat daerah yaitu di BPSDM, RSJD Atma Husada
Mahakam dan RSUD Kanujoso Balikpapan.

e Analisis terhadap Pencapaian Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda sejak
tahun 2019 s.d. 2021. Capaian pada tahun 2021 adalah dengan nilai 86,35.
Kalau dilihat capaian ini, terjadi penurunan di tahun 2021 dibanding dengan
tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebakan masih ditemukan perilaku koruptif

baik yang Perangkat Daerah, Pengguna Layanan dan Ekspert.

Upaya — upaya yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian
kinerja ini adalah antara lain : (a). Pengembangan/ memperkuat peraturan
pengelolaan konflik kepentingan dan implementasinya termasuk internalisasi
dan pengawasan/ penegakannya untuk mendukung pengembangan budaya
integritas di instansi. Pendekatan ini dilakukan untuk mendorong berperilaku
yang tidak saja sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi juga bertindak
berdasarkan standar etika yang telah ditetapkan oleh institusi. Cakupan yang
diatur sebaiknya mencakup area rawan saja pada saat pemberian layanan,
pelaksanaan tugas pegawai, pengelelaan SDM hingga pengelolaan anggaran.
Kebijakan ini bisa menjadi garda terdepan mencegah tindak pidana korupsi
dengan mengelola potensi yang bisa mengakibatkan kejadian tindak
pidananya. (b). Penguatan whistieblowing system untuk meningkatkan
partisipasi pelapor dari pegawai dan memastikan Perlidungan terhadap
pelapor tindak pidana korupsi. (c). Pengembangan/ memperkuat sistem merit
dan peraturan pengelolaan konflk kepentingan serta implementasinya
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termasuk internalisasi dan pengawasan/ penegakannya untuk mendukung
pengembangan budaya integritas di instansi. Pendekatan ini dilakukan untuk
mendorong berperilaku yang tidak saja sesuai dengan peraturan yang berlaku
tetapi juga bertindak berdasarkan standar etika yang telah ditetapkan oleh
institusi. Cakupan yang diatur sebaiknya mencakup area rawan saja pada saat
pemberian layanan, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM hingga
pengelolaan anggaran. Kebijakan ini bisa menjadi garda terdepan mencegah
tindak pidana korupsi dengan mengelola potensi yang bisa mengakibatkan
kejadian tindak pidana.

= Analisis terhadap Pencapaian Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI
Menuju WBKAWEBBM sejak tahun 2019 s.d. 2021 masih berada pada 1
perangkat daerah yaitu R5UD Kanujoso Djatiwobowo Balikpapan. Pada tahun
2021 sudah ditetapkan dan sudah dibangun dengan menetapkan pilot project
Zl menuju WEBK/WBBM kepada perangkat daerah yang bersifat pelayanan
seperti RSUD AW. Syahrani Samarinda, namun setelah dilakukan evaluasi
dari hasil evaluasi belum dapat diusulkan ke ZI menuju WBK.

Upaya — upaya yang dilakukan antara lain kepada perangkat daerah yang
ditunjuk sebagai pilot project ZI menuju WBKNWBBM untuk berkometmen dan
siap dalam memenuhi standarlbobot penilaian Z| sebagaimana vyang

dipersyaratkan, sehingga penetapan Z| menuju WBK/WBBM dapat tercapai.

+« Pencapaian nilai reformasi birokrasi perangkat daerah baru mencapai 24,12
nilai atau ©66,45%. Pencapaian tahun 2021 terjadi penurunan capaian
dibandingkan tahun sebelum.

Upaya — upaya atau solusi yang dilakukan agar tercapai adalah adanya
komitmen dan kesadaran perangkat daerah untuk memenuhi bobot/stanndar
penilaian antara lain memenuhi dokumen penilaian RB perangkat daerah
tersebut adalah antara lain : (a) membantuk Tim RB, (b). Menyusun dan
Memformalkan Rencana Kerja, (c). Konsensus Assesor PMPRB, (d).
Pembentukan Agent of Change, (e) Identifikasi dan Harmonisasi
Peraturan/Kebijakan, (f). Pengukuran Berjenjang, Kesesuaian Struktur
Organisasi, Kesesuaian Mandat/Kewenangan, (g). Penyederhanaan hirokrasi,
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(h). Menyusun Peta Proses Bisnis dan melakukan evaluasi atas SOP, (i).
Monev Keterbukaan Informasi Publik, (j). Penilaian Risiko unit kerja, (k).
Penanganan Gratifikasi, WBS, Benturan Kepentingan, SPl, dan ZI (l).
Maklumat standar pelayanan, budaya pelayanan prima, dan melakukan survey
kepuasan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan nilai capaian Reformasi
Birokrasi pada Perangkat Daerah perlu dilakukan upaya — upaya diantaranya
melakukan sosialisasi / bimtek RB pada Perangkat Daerah, Pendampingan
dalam pelaksanaan RB dan melakukan perbaikan dan menindaklanjuti hasil
evaluasi dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birckrasi pada
perangkat daerah yang akan berdampak pada Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur,

Sasaran 4 : Meningkatkan integritas, kompetensi dan profesional APIP.

Realisasi % Peningkatan/
No. Indikator Kinerja Satuan Penurunan
_ 2019 2020 2021 Tahun 2024
1 2 3 4 5 3 7 = (6/5-1) *100
1. Level  kapabilitas  APIP Level 2 = 3 Terjadi  stagnan
Inspektorat (100%)
s Tenaga Fungsional Crang 36 46 46 Tarjadi  stagnan
FPengawasan yang (100%)
bersertifikat ‘

e Analisis terhadap Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat sejak tahun
2019 s.d. 2021 sudah dilakukan penilaian cleh BPKP Perwakilan Provinsi
Kalimantan Timur dengan level 3.

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mempertahankan capaia pada level
J, antara lain dengan melaksanakan dan mengikutsertakan SDM / Auditornya
pada kegiatan Diklat Audit Kinerja dan ielah dibuatkan Pedoman Dalam
melakukan Audit Kinerja, perencanaan profesional setiap SDM/Auditor sudah
dibuat dari mulai perencanaan diklat, kebutuhan diklat dan diklat-diklat yang
pernah diikuti oleh SDM/Auditor sudah dibuaty dan dilaksanakan sesuai
dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan mengikutsertakan SDM/Auditor
Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Diklat Manajemen Risiko
baik yang dilaksanakan oleh BPKP maupun Pihak Ketiga (Swasta) dan
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Perancanaan yang dibuat sudah berbasis risiko dengan membuat pedoman
Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang dituangkan dalam Program
Kerja Pengawasan Tahunan Yang Berbasis. Selanjut terhadap perangkat
daerah, Inspektorat Daerah Frovinsi Kalimantan Timur sudah melakukan
sosialisasi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam rangka
penyusunan identifikasi risiko sampai pada tingkat rencana tindak lanjutnya.
Dalam rangka peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur telah dilakukan Penilaian oleh BPKP Perwakilan Provinsi

Kalimantan Timur dan sampai dengan saat ini masih dalam proses penilaian.

s Analisis terhadap Pencapaian Tenaga Fungsional Pengawasan Yang
Bersertifikat sejak tahun 2018 s.d. 2020, hal ini sudah dilaksanakan dan
mengalami peningkatan dan 39 orang tahun 2017, 36 orang ditahun 2018
terjadi penurunan disebabkan adanya yang pensiun dan ditahun 2019
sebanyak 44 orang dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebanyak 46
orang. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun
sebelumya. Pada tahun 2021 ini ada penambahan SDM Aparatur Pengawasan
dari STAN sebanyak 8 orang sebagai Calon Auditor.

Upaya upaya atau sclusi yang sudah dilaksanakan adalah adanya
penerimaan/rekrutmen dari Calon PNS, alih tugas dan inpassing jabatan
fungsional pengawasan serta mutasi PNS dari Perangkat Daerah Prov. Kaltim
atau dari Pemda Kab/Kota ke Provinsi dan mengikutserda SDM Aparatur
Pengawasan pada Diklat dan Ujian Sertifikasi Auditor.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau dibawah
100% atau ketercapaianya 100%. Analisis efisiensi yang hanya membandingkan
antara output dan input belum menunjukkan efisiensi yang sesungguhnya,
pengukuran efisiensi yang sesungguhnya adalah dengan membandingkan kembali
hasil perbandingan output dan input dengan standar efisiensi. Input yang dimiliki
dalam hal adalah anggaran dan SDM Aparatur Pengawasan. Tingkat efisiensi
penggunaan sumber daya dapat disajikan sebagai berikut :
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Tabel 12 : Efisiensi Penggunaan Anggaran Program dan Kegiatan

e | %
No. ::::;;; Indikator Kinarja I:n!pni.?n Penyerapan ;Ill;lg:::l
Kinerja Anggaran
i 2 3 g 4 5 G
1. | Meningkalkan Opini atas LKPD Pemprov. 100 | 8056 19,04
Pengendalian Kaltim
Internal Jumlah Perangkal Daerah 1 100 75
Pemenntahan ‘fang Berkinerja Tinggl NI
Daerah Persentase Capaian 75,00 83,21 -fi21
Program dan  Kagialan
Perangkal Dagrah
Level Maturitas SPIF 100 75 25
Pamda Kallim
Evaluasi SAKIP Kalagorn > 43.55 75,37 18,18
8]
Perzentase Tingkal | 84,14 61,74 240
Penyelesaian Tindak |
Lanjut Hasil Pemerizzaan
APRIP
Persentase Pelanggaran | 75 | 81,74 16,74
Disiplin yang
ditindaklanjuli’ ditangani
2. Meningkatkan Jumlah Pemda Kab/ota 100 a7 48 2,52
Pembinaan dan yang mendapat Predikat ®
Pengawasan Sangal Tinggl * dalam
Pemenntah Evaluasi KPPD
Kabupaten/Kota Jumiah Pemda Kab/ola | 133,00 o] 133,00
yang evaluasi  SAKIP
| Katagorn "B "
3 Meningkatkan Persentase penangangan 100 S 00 6,00
Pencegahan pengaduan masyarakal
Korupsi , Kolusi yang ditangani
dan MNepotismea
(KEMN) Fersentase Tingkat
Kepatuhan Penyampaian :
LHKPH 7417 63,45 -18,31
LHKASH 76,092 G348 16,56
[Jumlah Felaparan 70,00 83,35 13,35
Gratifikasi
Haszil  Survey Peanilaan 8847 0,00 8847
Integritas Pamda
Perangkat Daerah yang 100 98,21 1,79
Diletapkan ssbagsi  pilol
project Zl Menuju
Wﬁm — e H BT R
Nilai Reformasi Birokrasi 100 4474 55,26
Perangkat Caerah
4. | Meningkatkan Tenaga Fungsional | 83,64 92,72 -8,08
Inlegritas, PENgawasan yang
Kompetensi Bersedifikat
dan Profesional Level Kapabilitaz APIP 100 64,280 A5 T
APIP Inspektorat
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7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Analisis program / kegiatan yang menunjang kebnerhasilan ataupun kegagalan
dalam pencapaian penjanjian/penetapan kinerja tahun 2021 dapal disajikan
sebagai berkut :

a. Pencapaian Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun
2021 dari target WTP dan telah dicapai Opini WTP dengan capaian 100%,
dengan realisasi anggaran sebesar 80,96 %. Keberhasilan pencapaian opini
atas laporan keuangan Pemda dengan opini WTP telah didukung dengan
Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan
Pengawasan Internal, sub kegiatan Reviu Laporan Keuangan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 316.158.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.
255.976.400,00 (80,96%). Keberhasilan capaian kinerja 100% ini menunjukan
adanya kesesuaian dukungan program/kegiatan yang telah diserapkan 80,96%

dan hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran.

b. Jumlah Perangkat Daerah yang berkinerja Baik pada tahun 2021 ditergetkan
sebanyak 4 perangkat daerah dan telah dicapai sebanyak 1 satu) perangkat
daerah yang berkinerja baik, dengan capaian 25%. Terhadap target kinerja ini
memang belum tercapai, meskipun telah didukung dengan Program
Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan
Intgernal, sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan
dukungan anggaran sebesar Rp.160.480.000,00 dan realisasi sebesar
Rp.160.480.000,00 (100%). Hal ini menunjukan bahwa dukungan
program/Kegiatan sudah menberikan kontribusi yang penting, namun bila
dilihat dari capaian kinerja yang hanya 25% belum sebanding dan terjadi in
efisiensi. Hal disebabkan karena dari hasil Audit Kinerja yang dilaksanakan
pada perangkat daerah tersebut dari target berkinerja baik belum tercapai,
karena masih dalam katagori sedang.

c. Pencapaian Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
pada tahun 2021 ditergetkan sebesar 95% dan telah dicapai sebesar 75 %
dengan capaian sebesar 78,95%. Program Penyelenggaraan Pengawasan,

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, Sub
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f.

Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan anggaran sebesar
Rp.631.378.000,00 dan felah terealisasifdiserap sebesar Rp.525.378.000,00
(83,21%). Hal ini  menunjukan bahwa dukungan program/kegiatan sudah
menberikan kontribusi yang penting, namun bila dilihat dari capaian kinerja
83% belum sebanding dan terjadi in efisiensi. Hal disebabkan karena
penyerapan capaia program/kegiatanfsub klegiatan dipengaruhi adanya
pendemi covid-19 dan anggaran refocusing yang semula tidak dicairkan dan
dicairkan pada 3 bulan sebelum berakhimta tahun anggaran yang berakibat

adanya perubahan dalam perencanaan kegiatan.

Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2021 pada level 3
sesuai dengan target yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %, hal ini
menunjukkan adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas
penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada
pada level 3 yang didukung dengan Program Penyelenggaraan Pengawasan,
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, Sub
Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.316.200.000,00 dengan realisasi Rp. 235.378.000,00 (75,00%]),
bila dibandingan dengan dukungan anggaran yang telah diserap sebesar 75%.
Hal ini menunjukkan adanya efisiensi terhadap anggaran yang telah digunakan
dalam mendukung capaian target kinerja tersebut.

Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori = B pada tahun 2021
ditarget sebanyak 231 perangkat daerah dengan realisasi sebanyak 29
perangkat dengan capaian 93,55%. Pencapaian ini belum sesuai target vang
yang telah, namun telah didukung dengan Program Penyelenggaraan
Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan  Tujuan
Tertentu, Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan
anggaran sebesar Rp.333.808.00000 dengan realisasi sebesar Rp.
251.600.000,00  (75,37%). Bila dibandingan dengan  dukungan
program/kegiatan terhadap pencapaian kinerja menunjukkan adanya efisiensi

anggaran dalam pelaksanaannya.

Pencapaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Tahun 2021 dari target 90% dan telah dicapai 81% dengan capaian sebesar

82




BAB I

90,00%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini belum sesuai dengan
target vang ditetapkan. namun telah didukung dengan Program
Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan
Internal, Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP alokasi
anggaran sebesar Rp.236.173.000,00 dengan realisasi  sebesar
Rp.213.750.000,00 (81,74%), hal ini bila dibandingkan dengan pencapaian
kinerja dan dukungan program/kegiatan yang ada terjadi in efisiensi anggaran.
Hal ini disebabkan kerena masih kurangnya komitmen Obrik untuk melakukan
penyelesaian tindak lanjut dan masih terdapat temuan-ternuan yang lama /
lampau yang sulit untuk ditindaklkanjuti.

. Pencapaian persentase pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti / ditangani
Tahun 2021 dari target 85 % dan telah ditindaklanjuti 75 % dengan capaian
88 24%. Pencapaian kinerja didukung dengan Program Penyelenggaraan
Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Sub Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BEPK-RI dan Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan alokasi anggaran sebesar
Fp.235.1/8.000,00 dengan realisasi anggaran scbesar Rp.215.800.000,00
(91,76%). Bila dibandingkan dengan dukungan program/kegatan terhadap
pencapaian kinerja, maka terjadi in efisiensi anggaran. Hal ini disebabkan ada
beberapa rekomendasi terkait hukuman disiplin ASN belum dibuatkan surat
keputusan atas pelanggaran disiiplin yang dikenakan, dan selanjutnya akan
berkoordinasi dengan BKD Provinsi Kalimantan Timur.

. Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat “ Sangat Tinggi
* dalam Evaluasi KPPD Tahun 2021 dari target 6 Kab/Kota dan telah dicapai 6
Kab/Kota dengan capaian sebesar 100%, hal ini menujukkan bahwa capaian
lersebut telah sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja ini
didukung dengan Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan
Penyelenggaraan Pengawasan Internal, sub kegiatan Pengawasan Umum dan
Teknis Kab/Kota dengan  alokasi anggaran Rp.477.360.000,00 dengan
realisasi sebesar Rp.465.325.000,00 (97,48%). Bila dibandingkan dengan
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pencapaian kinerja dengan dukungan program/kegiatan terjadi efisiensi
anggaran.

i. Pencapaian jumiah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagon B
Tahun 2021 dari target 6 Kab/Kota dan telah dicapal € Kab/Kota dengan
capaian sebesar 133,00%. Capaian ini didasarkan atas hasil Evaluasi SAKIP
Pemda Kab/Kota yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB. Pencapaian
kinerja ini didukung dengan Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan
Penyelenggaraan Pengawasan Internal, sub kegiatan Pengawasan Umum dan
Teknis Kab/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp, 477.360.000,00 dan
realisasi sebesar Rp.0,00 (0,00%). Pencapaian kinerja ini bila dibanding
dengan dukungan program/kegiatan tersebut, maka terjadi efisiensi anggaran.
Hal ini disebabkan Inspektorat Daerah tidak melakukan evaluasi, karena telah

dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB melalui vifual meeting.

j. Pencapaian persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani
Tahun 2021 dari target 100% dan telah dicapai 100% dengan capaian sebesar
100%, hal ini menujukkan bahwa capaian tersebut telah dicapai sesuai
dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinera ini didukung dengan
Frogram Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, Sub Kegiatan Pengawasan Dengan
Tujuan Tertentu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.345.738.000,00 dan
realisasi sebesar Rp.325.000.000,00 (94,00%). Pencapaian kinerja ini bila
dibandingkan dengan dukungan prgram/kegiatan tersebut, maka telah teradi
efisiensi anggaran.

k. Pencapaian Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan
LHKASN Tahun 2021 dari target 70% telah dicapai, yaitu kepatuhan
penyampaian LHKPMN sebesar 74,17% dengan capaian 105,968% dan
penyampaian LHKASN sebesar 76,92% dengan capaian 109,89%.
Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Perumusan Kebijakan,
Pendampingan dan Asistensi, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, Sub
Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
102.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.95.350.000,00 (93 48%). Pencapaian
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kinerja ini dibandingkan dengan dukungan Program/Kegatan tersebut terjadi
efisiensi anggaran.

I.  Pencapaian jumlah Pelaporan Gratifikasi Tahun 2021 darn target 20 laporan
dan telah dicapai 14 laporan yang sudah menyampaikan dengan capaian
sebesar 70%, hal ini menujukkan bahwa pelaporan gratifikasi masih rendah.
Pencapaian ini didukung dengan Program Perumusan Kebijakan,
Pendampingan dan Asistensi, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, Sub
Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.42.500.000,00
telah direalisasikan sebesar Rp.35.425.000,00 (83,35%). Hal ini menunjukan
telkah terjadi in efisiensi terhaadap anggaran yang dibandingkan dengan
capaian kinerjanya.

m. Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda (SP1) tahun 2021 di targetkan sebesar
79 skor dan telah dicapai 66,35% (88,47%). Program Perumusan Kebijakan,
Pendampingan dan Asistensi, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, Sub
Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.86.550.000,00,
namun anggaran tersebut tidak direalisasikan yang disebabkan karena
kegiatan SPI ini tidak dilaksanakan cleh Inspektorat Daerah. Kegiatan ini
dilaksanakan oleh KPK-RI dengan bekerjasam dengan Pihka Ketiga.

n. Pencapaian Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pliot Project Zl
Menuju WBK/WBEM Tahun 2021 dari target 1 perangkat daerah dan telah
dicapai 1 perangkat daerah sebagai pilot project dengan capaian 100%.
Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Perumusan Kebijakan,
Pendampingan dan Asistensi, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, Sub
Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.85.550.000,00
dan realisasi sebesar Rp.85.000.000,00 (98,21%). Pencapaian kinerja ini bila
dibanding dengan dukungan programikegiatan tersebut, maka terjadi efisiensi
anggaran. Namun terhadap perangkat daerah yang diletapkan sebagai pilot
project tersebut, setelah dilakukan evaluasi untuk ditetapkan sebagai ZI
menuju WBK/WEEBM masih rendah.
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0. Pencapaian nilai reformasi birokrasi perangkat daerah tahun 2021 dan target
36,30 skorinilai dengan capaian 26,12 (71.37%). Pencapaian ini belum sesuai
dengan target yang ditetapkan yaitu 36,30 skor/nilai. Pencapaian kinerja ini
didukung dengan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan
Asistensi, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, Sub Kegiatan
FPendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.334.370.000,00 dan realisasi sebesar
Rp.149.600.000,00 (44,74%). Pencapaian kinerja ini bilan dibanding dengan

dukungan program/kegiatan tersebut terjadi in efisiensi anggaran.

p. Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat Tahun 2021 darni target level 3
dan telah dicapai pada level 3 dengan capaian sebesar 100%. Pencapaian
kinerja ini didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah, Sub Kegiatan
Fendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 252.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.
162.000.000,00 (64,29%). Pencapaian kinerja ini bila dibandingkan dengan

dukungan program/kegiatan tersebut, maka terjadi efisiensi anggaran.

g. Pencapaian Tenaga Fungsional FPengawasan Yang Bersertifikat Tahun 2021
dari target 55 orang dan telah dicapai 46 Orang dengan capaian sebesar
83,64%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini belum sesuai dengan
target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program
FPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian
Daerah, Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.026.800.000,00 dan
realisasi sebesar Rp. 1.879.198.365 00 (92,72%). Pencapaian kinerja ini bila
dibandingkan dukungan pregram/kegiatan, maka terjadi in efisiensi anggaran.

E. REALISAS|I ANGGARAN

Dalam sub ini akan menguraikan anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk memwujudkan kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

D e e e e e e
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Tahun 2021 sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan,
yaitu sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja :

Sasaran 1 : Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja

Kinerja

Realisasi

Capaian

Target

Anggaran (Rp)

Realsasi

2

5

&

Cpini atas
LEPD Pemprov.
Kaltim

WTP

100

316.158.000

7

255 976,400 |

e
Capaian
8
80,86 |

Jumlah
Peranghkal
Daerab
Berkinerja
Tinggi

Yang

25

180,480,000

180,480,000

LM

FPersentase
Capaian
Pragram  dan
Kegiatan
Perangkat
Daerah

g5

15,00

78,94

531.378.000

£25.378.000

83,21

Level Maluritas
SEIP FPemda
Kaltim

100

316.200.000

236 378.000

75,00

Jumlah
Parangkat
Dearah Hasil
Evaluasi SAKIP
Matagori =B

3

29

333.808.000

251.600.000

75,37

Persenlase
Tingkat
Penyelesaian
Tindak  Lanjut
Hasil
Femeriksaan
AR

85

81

9520

235.175.000

212.750.000

91,74

Fersentase
pelanggaran
Dieiplin yang
Ditindakanjuti

85

75

8824

235.178.000

213.750.000

91,74

a. Pencapaian Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun
2021 dari target WTP dan telah dicapai Opini WTP dengan capaian 100%,
dengan realisasi anggaran sebesar 80,98 %. Keberhasilan pencapaian opini

atas laporan keuangan Pemda dengan opini WTP telah didukung dengan

Program Penyelenggaraan

Pengawasan,

Kegiatan

Penyelenggaraan
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Pengawasan Internal, sub kegiatan Reviu Laporan Keuangan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 316.158.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.
255 976.400,00 (80,96%). Keberhasilan capaian kinerja 100% ini menunjukan
adanya kesesuaian dukungan program/kegiatan yang telah diserapkan 80,96%

dan hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran.

b. Jumilah Perangkat Dasrah yang berkinerja Baik pada tahun 2021 ditergetkan
sebanyak 4 perangkat daerah dan telah dicapai sebanyak 1 satu) perangkat
daerah yang berkinerja baik, dengan capaian 25%. Terhadap target kinerja ini
memang belum tercapai, meskipun telah didukung dengan Program
Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan
Intgernal, sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan
dukungan anggaran sebesar Rp.160.480000,00 dan realisasi sebesar
Rp.160.480.000,00 (100%). Hal ini menunjukan bahwa dukungan
program/kegiatan sudah menberikan kontribusi yang penting, namun bila
dilihat dari capaian kinerja yang hanya 25% belum sebanding dan terjadi in
efisiensi. Hal disebabkan karena dari hasil Audit Kinerja yang dilaksanakan

pada perangkat daerah tersebut dar target berkinerja baik belum tercapai,
karena masih dalam katagori sedang.

c. Pencapaian Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
pada tahun 2021 ditergetkan sebesar 95% dan telah dicapai sebesar 75 %
dengan capaian sebesar 78,95%. Program Penyelenggaraan Pengawasan,
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, Sub
Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan anggaran sebesar
Rp.631.378.000,00 dan telah terealisasi/diserap sebesar Rp.525.378.000,00
(83,21%). Hal ini menunjukan bahwa dukungan program/kegiatan sudah
menberikan kontribusi yang penting, namun bila dilihat dari capaian kinerja
B83% belum sebanding dan ternadi in efisiensi. Hal disebabkan karena
penyerapan capaia program/kegiatanfsub klegiatan dipengaruhi adanya
pendemi covid-19 dan anggaran refocusing yang semula tidak dicairkan dan
dicairkan pada 3 bulan sebelum berakhirnta tahun anggaran yang berakibat
adanya perubahan dalam perencanaan kegiatan,
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d. Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2021 pada level 3
sesuai dengan farget yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %, hal ini
menunjukkan adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas
penyelenggaraan SPIF pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada
pada level 3 yang didukung dengan Program Penyelenggaraan Pengawasan,
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, Sub
Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan alckasi anggaran
sebesar Rp.316.200.000,00 dengan realisasi Rp. 235.378.000,00 (75,00%),
bila dibandingan dengan dukungan anggaran yang telah diserap sebesar 75%.
Hal ini menunjukkan adanya efisiensi terhadap anggaran yang telah digunakan

dalam mendukung capaian target kinerja tersebut.

e. Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori = B pada tahun 2021
ditarget sebanyak 31 perangkat daerah dengan realisasi sebanyak 29
perangkat dengan capaian 93,55%. Pencapaian ini belum sesuai target yang
yang telah, namun telah didukung dengan Program Penyelenggaraan
Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan
Tertentu, Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan
anggaran sebesar Rp.333.B08.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.
251.600.000,00 (75,37%). Bila  dibandingan dengan  dukungan
program/kegiatan terhadap pencapaian kinerja menunjukkan adanya efisiensi

anggaran dalam pelaksanaannya.

f. Pencapaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemerksaan APIP
Tahun 2021 dari target 90% dan telah dicapai B1% dengan capaian sebesar
90,00%, bal imi menunjukkan bahwa pencapaian ini belum sesual dengan
target yang ditetapkan, namun telah didukung dengan Program
Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan
Internal, Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil
Pemerksaan BPK-R| dan Tindak Lanut Hasil Pemenksaan APIP alokasi
anggaran sebesar Rp.235.178.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp.213.750.000,00 (91,74%), hal ini bila dibandingkan dengan pencapaian
kinerja dan dukungan program/kegiatan yang ada terjadi in efisiensi anggaran.

Hal ini disebabkan kerena masih kurangnya komitmen Obrik untuk melakukan
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penyelesaian tindak lanjut dan masih terdapat temuan-temuan yang lama /
lampau yang sulit untuk ditindaklkanjuti.

g. Pencapaian persentase pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti / ditangani
Tahun 2021 dari target 85 % dan telah ditindaklanjuti 75 % dengan capaian
88.24%. Pencapaian kinerja didukung dengan Program Penyelenggaraan
Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Sub Kegiatan
Maonitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-R| dan Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.235.178.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.215.800.000,00
(91,76%). Bila dibandingkan dengan dukungan program/kegatan terhadap
pencapaian kinerja, maka terjadi in efisiensi anggaran. Hal ini disebabkan ada
beberapa rekomendasi terkait hukuman disiplin ASN belum dibuatkan surat
keputusan atas pelanggaran disiiplin yang dikenakan, dan selanjutnya akan
berkoordinasi dengan BKD Provinsi Kalimantan Timur.

Sasaran 2 . Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah

Kabupaten/Kota
Kinerja Anggaran (Rp)
Mo, | Indikator Kinerja
Target Realisasi Eaiim Target Realizasi Cag;ian
1 2 3 4 [ 5 6 ' 7 8
a. Jumlah Pemda & 5] 100 477.360.000 455.325.000 o7 48
Kab/Hota yang
mendapat
Fredikat -
Sangat Tinggi
dalam Evaluasi
KPED
b. | Jumlah Pemda & B 13334 | 477380000 | o000 | 000 |
KahfMols  yang
hasil  Ewvaluasi
SAKIP Kalagor
-g-

a. Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat * Sangat Tinggi
“ dalam Evaluasi KPPD Tahun 2021 dari target 6 Kab/Kota dan telah dicapai 6
Kab/Kota dengan capaian sebesar 100%, hal ini menujukkan bahwa capaian
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tersebut telah sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerjia ini
didukung dengan Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan
Penyelenggaraan Pengawasan Internal, sub kegiatan Pengawasan Umum dan
Teknis Kab/Kota dengan alokasi anggaran Rp.477.360.000,00 dengan
realisasi sebesar Rp.465.325.000,00 (97.48%). Bila dibandingkan dengan
pencapaian kinerja dengan dukungan program/kegiatan terjadi efisiensi

anggaran.

b. Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Kalagori B
Tahun 2021 dari target 6 KabfKota dan telah dicapai 8 KabfKota dengan
capaian sebesar 133,00%. Capaian ini didasarkan atas hasil Evaluasi SAKIP
Pemda Kab/Kota yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB. Pencapaian
kinerja ini didukung dengan Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan
Penyelenggaraan Pengawasan Internal, sub kegiatan Pengawasan Umum dan
Teknis Kab/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 477.360.000,00 dan
realisasi sebesar Rp.0.00 (0,00%). Pencapaian kinerja ini bila dibanding
dengan dukungan program/kegiatan tersebut, maka terjadi efisiensi anggaran.
Hal ini disebabkan Inspektorat Daerah tidak melakukan evaluasi, karena telah
dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB melalui virtual meeting.

Sasaran3:  Meningkatkan Pencegahan Korupsi , Kolusi dan
Nepotisme (KKN)

Kinarja Anggaran (Bp)
MNo. | Indikalor Kinerja = — -
Target Realisasi ﬂap;ian Targel Fealizasi c a:;ian
1 ] e 4 5 6 T B
a. Persenlase 100 100 100 345736000 | 325.000.000 84,00
penangangan
pengaduan
masyarakal
|| yang ditangani
b Persentase =
Tingkat
kepatuhan
Penyampaian :
LHEFHN 70 7417 105 96 102.000.000 85.350.000 9348
LHEASM 70 TH,92 108 069
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c. | Jumiah 20 14 [ 7000 | 42.500.000 35.425000 | 8335
Pelaporan
Gratifikasi :

d. Hasil Survey | 75 £6,35 64,47 85.550.000 0,00 0,00

Panilaian

Integritas

Pemda

8. Perangkat G 1 100 B5.550.000 85.000.000 95,21
Caerah  yang
ditetapkan
sebagai Filot
Frojcet Fd
MWenuju
WBKAVEEM

I. Milai Relormasi 36,30 2412 66,45 334.370.000 148.600.000 a4 4T
Birokrasi
Ferangkat
Daerah

a. Pencapaian persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani
Tahun 2021 dari target 100% dan telah dicapai 100% dengan capaian sebesar
100%. hal ini menujukkan bahwa capaian tersebut telah dicapai sesuai
dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja ini didukung dengan
Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan
Fengawasan Dengan Tujuan Tertentu, Sub Kegiatan Pengawasan Dengan
Tujuan Tertentu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.345.738.000,00 dan
redlisasi sebesar Rp.325.000.000,00 (94,00%). Pencapaian kinerja ini bila
dibandingkan dengan dukungan prgram/kegiatan terssbut, maka telah terjadi
efisiensi anggaran.

b. Pencapaian Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan
LHKASN Tahun 2021 dari target 70% telah dicapai, yaitu kepatuhan
penyampaian LHKPN sebesar 74,17% dengan capaian 105,96% dan
penyampaian LHKASN sebesar 7692% dengan capaian 109,89%.
Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Perumusan Kebijakan,
Pendampingan dan Asistensi, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, Sub
Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Ewvaluasi Serla Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
102.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.95.350.000.00 (93,48%). Pencapaian
kinerja ini dibandingkan dengan dukungan Program/Kegatan tersebut terjadi
efisiensi anggaran.

. R —————
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. Pencapaian jumiah Pelaporan Gratifikasi Tahun 2021 dari target 20 laporan
dan telah dicapai 14 laporan yang sudah menyampaikan dengan capaian
sebesar 70%, hal ini menujukkan bahwa pelaporan gratifikasi masih rendah.
Pencapaian ini didukung dengan Program Perumusan Kebijakan,
Pendampingan dan Asistensi, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, Sub
Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.42.500.000,00
telah direalisasikan sebesar Rp.35.425.000.00 (83,35%). Hal ini menunjukan
telkah terjadi in efisiensi terhaadap anggaran yang dibandingkan dengan

capaian kinerjanya.

. Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda (SPI) tahun 2021 di targetkan sebesar
75 skor dan telah dicapai 66,35% (88,47%). Program Perumusan Kebijakan,
Pendampingan dan Asistensi, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, Sub
Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.86.550.000,00,
namun anggaran tersebut tidak direalisasikan yang disebabkan karena
kegiatan SPI ini tidak dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Kegiatan ini
dilaksanakan oleh KPK-RI dengan bekerjasam dengan Pihka Ketiga.

. Pencapaian Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pliot Project Z1
Menuju WEBK/WBEM Tahun 2021 dari target 1 perangkat daerah dan telah
dicapai 1 perangkat daerah sebagai pilot project dengan capaian 100%.
Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Perumusan Kebijakan,
Pendampingan dan Asistensi, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, Sub
Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 86.550.000,00
dan realisasi sebesar Rp.85.000.000,00 (98,21%). Pencapaian kinerja ini bila
dibanding dengan dukungan program/kegiatan tersebut, maka terjadi efisiensi
anggaran. Namun terhadap perangkat daerah yang ditetapkan sebagai pilot
project tersebut, setelah dilakukan evaluasi untuk ditetapkan sebagai ZI
menuju WBKMYBBM masih rendah.

Pencapaian nilai reformasi birokrasi perangkat daerah tahun 2021 dari target
36,30 skor/nilai dengan capaian 26,12 (71,37%). Pencapaian ini belum sesuai

e e ———————
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dengan target yang ditetapkan yaitu 36,30 skor/nilai. Pencapaian kinerja ini
didukung dengan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan
Asistensi, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, Sub Kegiatan
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.334.370.000,00 dan realisasi sebesar
Rp.149.600.000,00 (44,74%). Pencapaian kinarja ini bilan dibanding dengan

dukungan pregram/kegiatan tersebut terjadi in efisiensi anggaran.

Sasaran 4 : Meningkatkan integritas, kompetensi dan profesional APIP.

Kinerja Anggaran (Rp)
Mo, | Indikater Kinerja | = | =

| Target Realisasi Gapalan Targeat | Realisasi Capaian
| Z 3 4 5 & | 7 8
[ a Level 3 a3 | oo | 252000000 | 162.000.000 64,29
[ kapahilitas ABRIP
| Inspektarat
| Tenaga 55 48 8384 | 2.026.800.000 | 1.870.190.382 | @272

| Fungsional '

Pengawasan

| yang |

| | bersertifikat |

a. Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat Tahun 2021 dari target level 3

dan telah dicapai pada level 3 dengan capaian sebesar 100%. Pencapaian
Kinerja ini didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah, Sub Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 252.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.
162.000.000,00 (64,29%). Pencapaian kinerja ini bila dibandingkan dengan
dukungan program/kegiatan tersebut, maka terjadi efisiensi anggaran.

Pencapaian Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Berserlifikat Tahun 2021
dari target 55 orang dan telah dicapai 46 QOrang dengan capaian sebesar
83,64%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini belum sesuai dengan
target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian
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Daerah, Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi dengan alckasi anggaran sebesar Rp. 2.026.800.000,00 dan
realisasi sebesar Rp. 1.879.199.363,00 (92,72%). Pencapaian kinerja ini bila
dibandingkan dukungan program/kegiatan, maka terjadi in efisiensi anggaran.

2. Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan.

Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2021 untuk menunjang program
dan kegiatan pengawasan serta kegiatan penunjang lainnya yang
dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp.
39.146.734.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.29.293.645.999,00 (74,83%)
dengan realisasi fisik 100%. Berikut disampaikan alokasi dan realisasi
anggaran masing —masing Program dan Kegiatan tahun 2021, sebagai

berikut :
Anggaran
N Program | Kegiatan/ Sub
0.
Kegiatan - 7 7
Pagu Realisasl i
9 Keuangan | Fisik
1 Program Penunjang Urusan 26.307.481.280.00 ’
s | i .307.481.280,00 | 20.941.165.58800 | 79,61 100
1. | Kegiatan Perencanaan,
Penganggaran dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah 419,553.770,00 295.007.716,00 70,31 100
Koordinasi dan Penyusunan i
Laperan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 419.553.770,00 295.007.716,00 70,31 100
2, | Kegiatan Administrasi .
Keuangan Perangkat Daerah 17.859.291.900,00 | 14.669.759,385,00 | 82,14 100
|
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASH 17.175.860.000,00 14.144.407.194,00 82,35 100
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN 683.431.900,00 525.352.191,00 76,87 100
3. | Keglatan Administrasi R
f Kepegawaian Perangkat Daerah | 3.850,080.000,00 | 2.734.716.525,00 71,03 100
| .




| Pengadaan Pakalan Dinas
Beserta Atribut Kelengkapannya

165.390.000,00

146,281.000,00
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i

Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi

3.684.690.000,00

2.588.435.525.00

BE,AS

70,25

ino

: "i{egl;tan Administrasi Umum

Perangkat Daerah

3.321,372.040,00

2.543,307.303,00

76,57

100

Penyediaan Peralaten dan
Perlengkapan Kantor

1.982.962.100,00

1.738.549.975,00

Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

203.864,500,00

203.181.2325,00

&7,67

39,66

100

100

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
I

112.495.440,00

101.602.550,00

90,32

100

| Penyelangzaraan Rapat
| Koordinasi dan Konsultasi SKEPD

1.022.050.000,00

499.9¢3.553,00

48,32

100

Kegiatan Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

657.7%93.570,00

529.643.124,00

80,52

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyadiaan Jasa Komunikasi,
sumber Daya Air dan Listrik

40.000.000,00

7.376.000,00

18,44

100

104.214,360,00

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

513.579.210,00

ﬁl

Kegiatan Pemeliharaan Barang
Millk Daerah Penunjang Urusan
Pemda

199.390.000,00

45,822.180,00

43,97

100

476.444.944,00

8277

100

168.731.535,00

| Penyediaan Jasa Pemeliharaan,

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
| Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Paralatan dan
Mesin Lainnya

147.190.000,00

117.307.285,00

B4,62

100

79,70

100

34.200.000,00

33.438.550,00

97,77

100

Pemeliharaan / Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

18.000.000,00

17.985.700,00

Program Penyelenggaraan
Pengawasan

10.104.090.400,00

99,92

100

7.093.609.671,00

70,21

100

17
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Kegiatan Penyelenggaraan

2.438.315.56B8.00 |

Pengawasan Internal 3.26B.767.440,00 74,59 100
Pengawasan Kinerja Pemerintah
Daearah 266.500.000,00 174,580.500.00 65,51 100
Reviu Laporan Keuangan
B01.965.000,00 736.358.300,00 91,582 100
Pengawasan Umum dan Teknis
Kabupaten/Kota 1.366,702.440,00 1.013.725 590,00 74,17 100
Monitoring dan Evaluasi TLHP
BPK-RI TLHP &FIF
IRl B TR 833.600.000,00 513.651.178,00 o 5
2. | Kegiatan Penyelenggaraan
Pengawasan Dengan Tujuan
Tertentu 6.835.322.960,00  4.655.294.103,00 68,11 100
Penanganan Penyelesalan
Kerugian Negara/Daerah 250,000,000,00 &7.736.662,00 25,00 100
__Pengawasan Dengan Tujuan
Tertentu 6. 5685, 322.960,00 4,567,557, 441,00 69,36 | 100
lll. | Program Perumusan Kebijakan, |
Pendampingan dan Asistensi 2.735.162.310,00 | 1.258.870.740,00 46,03 100
1. | Kegiatan Pendampingan dan
Asistensi 2.735.162.320,00 | 1.Z58.870.740,00 46,03 | 100
Pendampinzan, Asistensi,
Verifikasi dan Penilaian
Reformasi Birokrasi 552.491.000,00 344.494.676,00 52,35 ‘ 100
Koordinasi, Monitoring dan |
| Evaluasi serta Verifikasi
| Pencegahan dan Pemberantasan
| Karupsi E.1E2.671.320,00 914.376.064,00 41,89 100
‘ 39.146.734.000,00 | 29.292.645.099, 00
74,83 100

Pada tahun anggaran 2021, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

dalam

rangka mendukung tugas -

tugas dibidang pengawasan ielah

ditetapkan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 yaitu menetapkan 3

Program, 9 Kegiatan, 23 Sub Kegiatan. Dari 3 Program tersebut, 2 Program
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Utama/Prioritas dan 1 Program Penunjang. Alokasi anggaran untuk Program
Prioritas sebesar Rp.12.839.252.720,00 dengan realisasi anggaran per 31
Desember 2021 sebesar Rp. 8.352.48041100 (B65,06%) dan Program
Penunjang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.307.481.280,00 dengan
realisasi anggaran Rp.20.941.165.588,00 (79,61%). Secara keseluruhan
anggaran sebesar Rp.39.146.734.00000 telah direalisasi sebesar
Rp.29.293.645.899,00 (74,83%) secara fisik 100%.

Dengan masih adanya pendemi Covid-19 alokasi anggaran uniuk semua
perangkat daerah direfocusing sebesar 50%, namun pada akhir anggaran
sekitar bulan Oktober 2021 dikembalikan lagl sehingga menyebabkan adanya
perubahan perencanaan dan penganggaran yang mengakibatkan ada
beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan
dimaksimalkan penyerapan anggarannya, disisi lain adanya beberapa kegiatan
yvang seharusnya dilaksanakan langsung ke lapangan tidak dapat dilaksanakan
karena dilaksanakan melalui virtual / zoom meeting. Hal ini tentunnya juga
akan membawa pengaruh terhadap tidak tercapaianya beberapa sasaran
kinerja dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Terhadap beberapa
indikator yang belum tercapai tersebut akan dilakukan evaluasi dalam rangka

perbaikan pencapaian pada tahun depan.
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BAB IV
PENUTUOUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2021 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban
atas perjanjian kinerja telah ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun 2021 yang
berisikan capaian dan hambatan-hambatan dalam pencapaianya. Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 fentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan dan Peraturan Pemerintah MNomeor 8 Tahun 2006 serta
memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tanggal 20 Nopember 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

Berdasarkan Penetapan Kinerja yang sudah ditetapkan oleh Inspeklorat
Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2020, yaitu terdapat 4 sasaran dan
17 indikator kinerja yang akan dicapai sebagaimana target yang sudah ditetapkan
dengan didukung program dan kegiatan serta anggaran, maka pengukuran kinerja
yang sudah ditetapkan terhadap 4 sasaran dan 17 indikalor telah dicapai
sehesar 90,52%.

Secara umum dapat dikemukan pencapaian kinerja organisasi Inspektorat
Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 dan langkah-langkah di masa yang

akan datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya dalah
sebagai berikut :

1. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Capaian WTP.
Pencapaian Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun
2020 dengan capaian Opini WTP. Hal ini menunjukkan bahwa Laporan
Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan efektivitas dalam Sistem
i e ]
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Pengendalian Intern serta Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-
Undangan. Diharapkan pada tahun — tahun mendatang pencapaian ini akan
terus dipertahankan dengan opini WTP dengan melakukan antara lain
melakukan perbaikan penatausahaan persediaan dengan melakukan
rekonsiliasi setiap 3 bulan melalui Simda BMD, melakukan perbaikan data
inventarisasi asel yang dimiliki, pendataan tanah yang dikuasai pihak lain,
serlifikasi tanah pemda, koordinasi dengan instansi terkait dan pengamanan
secara persuasif atas tanah yang dikuasai oleh Pihak Ketiga dan melakukan
proses inventarisasi dan perbaikan data atas peralatan dan mesin yang
dimiliki serta melakukan perubahan-perubahan atas kebijakan keuangan
yang disesuai dengan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual dan
meningkalnya penyelesaian atas tindak lanjut hasil pemeriksaan baik BPK
maupun APIP serta melakukan kerjasama dengan BEPKP Perwakilan Provinsi
Kalimantan Timur dalam hal penataan keuangan daerah.

2. Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik dengan Capaian 25%.
Jumlah Perangkat Daerah yang berkinerja Baik pada tahun 2021 ditergetkan
sebanyak 4 perangkat daerah dan telah dicapai sebanyak 1 (satu) perangkat
daerah dengan capaian 25,00%. Diharapkan pada tahun - tahun mendatang
terhadap capaian kinerja ini dapat ditingkatkan dengan melakukan upaya —
Upaya diantaranya adalah (a). Merumuskan pendelegasian wewenang dan
kebijakan mendukung terciptanya akuntabiltas dan pengendalian; (b)
Membuat kebijakan alau Standar Operasional Prosedur mekanisme
pengumpulan data dan monitoring pelaksanaan pragram/kegialan serta
pendokumentasian atas pelaksanaan keglatan agar dilaksanakan dengan
tertib. Dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah diperlukan
komitmen dari Kepala Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya dan
juga salah faktor tidak tercapainya kinerja yang baik salah satunya adalah
pedoman yang dibuat kemungkinan terlalu tinggi sehingga sulit untuk dicapai
untuk perangkat kinerja yang baik, hal ini dperlukan adanya revisi atas

pedoman tersebut.

100




| BAFGRAN KINERIL T7PREV 2021 e e | BABIV

3. Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dengan

capaian 75,00%

Pencapaian Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
pada tahun 2021 ditergetkan sebesar 95% dan telah dicapai sebesar 75%.
Hal ini menunjukkan bahwa capaian atas pregram dan kegiatan yang telah
ditetapkan oleh Perangkat Daerah dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran yang
dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebesar 75,00%.
MNamun demikian dari capaian tersebut memang terjadi penurunan dan belum
sesuai dengan target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan ada beberapa
program dan kegiatan tidak dilaksanakan karena masih dalam pendemi
Covid-19 dan juga dilaksanakan namun belum maksimal, keterbatasan waktu
dan SDM, sehingga berpengaruh terhadap capaian program dan kegiaiatan
dalam rangka mendukung penetapan kinerja yang telah ditetapkan. Dalam
rangka mempertahankan capaian kinerja tersebut perlu dilakukan upaya-
upaya antara lain perlunya komitmen dari Kepala Perangkat Daerah beserta
jajarannya untuk menjalankan dan melaksanakan Program dan Kegiatan
sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, memaksimalkan sistem
penyerapan anggaran melalui aplikasi TEPRA Provinsi Kalimantan Timur
yang dimenitor setiap satu bulan dan juga dilaksanakan juga perlunya rapat-
rapat pra rapim dan rapim TEPRA.

. Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim dengan Capaian Level 3

Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2021 pada level 3
sesual dengan larget yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %, hal ini
menunjukkan  adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas
penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada
pada level 3. Dalam rangka untuk mempertahankan pencapaian level 3 ini
perlu adanya upaya-upaya diantaranya melakukan penyelesaian tindak
lanjut atas rekomendasi hasil penilaian, meningkatkan pelaksanaan
Sosialisasi dan Bimtek Maturitas SPIP sesuai PP 60 Tahun 2008, melakukan
penilaian dan evaluasi Maturitas SPIP ang meliputi Efektivitas dan Efisiensi,

111




Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset dan Ketaatan terhadap
Peraturan Perundang-Undangan, serta melakukan asistensi dan
pendampingan kepada perangkat daerah dalam rangka pemenuhan data
dukung atas Maturitas SPIP. Pada tahun 2021 telah diterbitkan Perka BPKP
tentang Maturitas SPIP Terintegrasi yang akan dilaksanakan pada tahun
2022 dengan melakukan sosialisasi, bimtek dan evaluasi penilaian maturitas
SPIP kepada perangkat daerah dilinkungan Pemda Prov. Kaltim.

5. Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori > B dengan
Capaian 29 Perangkat Daerah
Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori > pada tahun 2021
ditargel sebanyak 31 perangkat daerah dengan realisasi sebanyak 29
perangkat dengan katagori EB dan B dengan capaian 100%. Dalam rangka
untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian kinerja ini kedepan perlu
dilakukan upaya-upaya antara lain dengan melaksanakan tindak lanjut atas
rekomendasi — rekomendasi dari hasil evaluasi dan membuat rencana aksi,
pertemuan dan sosialisasi/diklat penguatan SAKIP Perangkat Daerah..

6. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan
Capaian 81%.
Pencapaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
dari target 85% dan felah dicapai 81%. Hal ini menunjukkan bahwa
pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam rangka
meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP ini perlu
dilakukan upaya-upaya antara lain melaksanakan kegiatan monitoring dan
evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dijadwalkan setahun 2 kali
serta rapat-rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan
rekonsilsiasi TLHP yang yang lebih pentingnya lagi adanya komitmen dan
kesadaran entitas/obrik untuk melaksanakan penyelesaian tindak lanjut serta
bila perlu adanya pemberian sanksi yang tegas sesuai peraturan perundang-
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undangan yang berlaku kepada obrik/entitas yang tidak melaksanakan
penyelesaian tindak lanjut.

7. Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindaklanjuti / Ditangani dengan
Capaian 75,00%
Pencapaian persentase pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti / ditangani
dari target 85,00 % dan telah ditindaklanjuti baru mencapai 75,00 % dari
rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap disiplin ASN di lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam rangka meningkatkan tindak
lanjut penyelesaian pemberian sanksi sesuai dengan hasil rekomendasi hasil
pemeriksaan perlu adanya upaya-upaya antara lain meningkatkan kesadaran
pegawai untuk mentaati peraturan-peraturan yang berkenaan dengan disiplin
PNS, diharapkan hukuman disiplin yang dijatuhkan dapat memberikan efek
|era serta adanya kontrol dari atasan langsung terhadap PegawaifASN yang
bersangkutan dan selanjutnya meningkatkan koordinasi denan BKD Provinsi

Kalimantan Timur dalam rangka penyelesaian surat ketetapan pemberian
sanksi ASN.

8. Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat “Sangat Tinggi”
dalam Evaluasi KPPD dengan Capaian 6 Kab/Kota,
Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat *“ Sangat
Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD dari target 6 Kab/Kota dan telah dicapai 6
Kab/Kota dengan capaian 100%. Dalam rangka meningkatkan capaian
kinerja ini perlua dilakukan upaya-upaya antara lain adalah meningkatkan
koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan
data pendukung dan keoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Tim
Nasional Evaluasi LPPD Pemda Kab/Kota, melakukan asistensi dan
pendampingan kepada Pemda Kab/Kota dalam penyusunan LPPD Pemda

Kab/Kota dan meningkatkan Sosialisasi/Bimtek/Diklat terkait Penyusunan
LPPD Pemda Kab/Kota.
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9.

10.

Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B dengan
Capaian 8 Kab/Kota.

Pencapaian jumiah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B
dari target 6 Kab/Kota dan telah dicapai 8 Kab/Kota. Capaian ini didasarkan
atas hasil Evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota yang dilaksanakan oleh
Kementerian PAN-RB melalui Zoom Meeting / Vartual. Dalam rangka
meningkatkan capaian kinerja ini perlu adanya upaya-upaya antara lain :
meningkatkan komitmen Pemda Kabl/Kota, meningkalkan capaian baik
pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring
dan evaluasi kinerja dan pencapaian kinerna belum maksimal dan masih
dibawah target yang telah ditetapkan, melakukan penyelesaian atas tindak
lanjut atas rekomendasi — rekomendasi dari hasil evaluasi, sehingga
diharapkan akan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya
dan terjadi peningkatan capaiannya dan melakukan pendampingan atau
asistensi dan melaksanakan Bimtek/Diklat terkait Sakip Pemda Kab/Kota,

Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani dengan
Capaian 100%.

Pencapaian persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang
Ditangani dari target 100% dan telah dicapai ditangani 100%. Hal ini
menujukkan bahwa capaian tersebut telah dicapai sesuai dengan target
yang telah ditelapkan. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan
penyelesaian/penanganan pengaduan masyarakat ini telah dilakukan upaya-
upaya antara lain adanya dukungan anggaran dan SDM pada Inspektorat
Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta perubahan Struktur Organisasi
pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana terdapat satu bidang
yaitu Pengawasan Bidang Khusus yang berlugas menangani semua
kasus/pengaduan masyarakat yang masuk, dalam rangka mencari
kebenaran atas pengaduan yang disampaikan.
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11. Persentase Tingkat Kepatuhan Pemyampaian LHKP dan LHKASN
dengan Capaian LHKPN, 74,17% dan LHKASN, 76,92%.
Pencapaian Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan
LHKASN dari larget 70% telah dicapai, yaitu kepatuhan penyampaian
LHKPN sebesar 74,17% dan penyampaian LHKASN sebesar 76.92%.
Pencapaian ini dari tahun ke tahun diharapkan meningkat dengan upaya-
upaya yang sudah dilakukan antara lain melakukan kegiatan evaluasi dan
monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan
Timur, meningatkan kesadaran ASN atas kewajiban penyampaian laporan
harta kekayaan sebagaiaman yang sudah diwajibkan, namun hal yang
penting lagi adalah pemberian sanksi sesuai peraturan perundangan-
undangan yang berlaku kepada Wajib LHKPN dan Wajib LHKASN yang tidak
menyampaikan laporan kekayaannya.

12. Jumiah Pelaporan Gratifikasi dengan Capaian 14 Laporan
Pencapaian jumlah Pelaporan Gratifikasi dari target 20 laporan dan telah
dicapai 14 laporan, hal ini menujukkan bahwa pelaporan atas penerimaan
dan penolakan gratifikasi belum maksimal. Dalam rangka meningkat
pelaporan grattifikasi ini upaya-upaya yang sudah dilakukan antara lain
adanya dukungan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 56 Tahun
2017, tanggal 20 Desember 2017 tentang Pedoman Pengendalian
Grattifkasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimatan Timur, dan
pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai Surat Keputusan
Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 356/K.413/2018 tanggal 2 Agustus
2019, sosialisasi terkait pelaporan gratifikasi baik langsung maupun melalui
website dan felah dibentuk juga Unit Pengendalian Gralifikasi (UPD) yang
berkedudukan di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan usaha
lain juga diharapkan juga setiap perangkat daerah dapat membentuk unit-unit
pengendalian gratifikasi. Sekarang ini yang sudah membentuk UPG baru 3
PD yaitu : RSJD Atma Husada Mahakam, RSUD Kanujose dan BPSDM

Provinsi Kalimantan Timur.
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13. Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda dengan Capaian Nilai 66,35
Niai/'Skor
Pencapaian Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda yang ditargetkan pada
nilai 75 dengan capaian 66,35 nilai‘skor ini berdasarkan Laporan Tim
Penyusunan SPI KPK-RI Tahun 2021 atas Hasil Survei Penilaian Integritas
Tahun 2021, dimana pada tahun 2020 kegiatan SP| tidak dilaksanakan
karena adanya pendemi Covid-19. Capaian di tahun 2021 ini juga
dipengaruhi karena masih ditemukan perilaku koruptif baik pada Perangkat
Daerah, Pengguna Layanan dan Ekspert.
Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya
antara lain : (a). Pengembangan/ memperkuat peraturan pengelolaan konflik
kepentingan dan implementasinya termasuk internalisasi dan pengawasan/
penegakannya untuk mendukung pengembangan budaya integritas di
instansi. Pendekatan ini dilakukan untuk mendorong berperilaku yang tidak
saja sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi juga bertindak berdasarkan
standar etika yang telah ditetapkan oleh institusi. Cakupan yang diatur
sebaiknya mencakup area rawan saja pada saat pemberian layanan,
pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM hingga pengelolaan
anggaran. Kebijakan ini bisa menjadi garda terdepan mencegah tindak
pidana korupsi dengan mengelola potensi yang bisa mengakibatkan kejadian
tindak pidananya. (b). Penguatan whistleblowing system untuk meningkatkan
partisipasi pelapor dari pegawai dan memastikan Perlidungan terhadap
pelapor tindak pidana korupsi. (c). Pengembangan/ memperkuat sistem merit
dan peraturan pengelolaan konflik kepentingan serta implementasinya
termasuk internalisasi dan pengawasan/ penegakannya untuk mendukung
pengembangan budaya integritas di instansi. Pendekatan ini dilakukan untuk
mendorong berperilaku yang tidak saja sesuai dengan peraturan yang
berlaku tetapi juga bertindak berdasarkan standar etika yang telah ditetapkan
oleh institusi. Cakupan yang diatur sebaiknya mencakup area rawan saja

pada saal pemberian layanan, pelaksanaan fugas pegawai, pengelolaan
e
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14.

15.

SDM hingga pengelolaan anggaran. Kebijakan ini bisa menjadi garda
terdepan mencegah tindak pidana korupsi dengan mengelola potensi yang
bisa mengakibatkan kejadian tindak pidana.

Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Projcet ZI Menujfu
WBK/ WBBM dengan Capaian 1 (satu) Perangkat Daerah.

Pencapaian Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai pilot projeet ZI
Menuju WBKMBEM dari target 1 perangkat daerah adalah pada RSUD
AW. Syahrani, namun berdasarkan hasil evaluasi belum dapat dan layak
untuk diusulkan ke Kementerian PAN-RB untuk Zona Integritas WEBK, karena
masih terdapat beberapa indikator penilaian yang angka belum maksimal.
Dalam rangka untuk penetapan ZI WBKMEBM pada perangkat daerah
diperlukan upaya-upaya antara lain adalah adanya komitmen dari Pimpinan
Perangkat Daerah untuk melaksanakan ZI, melalukan monitoring dan
evaluasi, melakukan pendampingan dan asistensi kepada perangkat yang
ditetapkan sebagai pilot project ZI menuju WBK/WBBM, membuat rencana
aksi serta melakukan beberapa perbaikan dan pemenuhan dokumen sesuai
dengan hasil rekomendasi evaluasi yang telah dilaksanakan.

Nilai Refirmasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan Capaian 24,12
Nilal/Bobot.

Pencapaian nilai reformasi birokrasi perangkat daerah baru mencapai 24,12
nilai/bobot dari target nilai’skor 36,30. Hal ini menunjukkan belum tercapainya
atas  target yang ditetapkan yaitu 36,30 nilabobot. Dalam rangka
pencapaian larget Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah diperlu upaya-
upaya antara lain adanya komitmen dari Pimpinan Perangkat Daerah untuk
melaksanakan 8 area yang ada dalam reformasi birokrasi, melakukan
monitoring dan evaluasi RB Perangkat Daerah, membuat rencana aksi RB
OFD, melakukan Sosialisasi / Bimtek RE pada Perangkat Daerah,
Pendampingan dalam pelaksanaan RB OPD, dan melakukan perbaikan dan

menindaklanjuti hasil evaluasi

e e —,———— e —e——————
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16. Level Kapabilitas APIP Inspekforat dengan Capaian Level 3.

17.

Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspeklorat dari target level 3 dan telah
dicapai level 3, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini sudah sesuai
dengan target yang ditetapkan. Dalam rangka mempertahan dan
meningkatkan capaian kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya antara lain
membuat rencana kerja / rencana aksi atas beberapa rekomendasi yang
disampaikan dan selanjuinya melaksanakan dan menindak lanjuti
rekomendasi tersebut dan melakukan keoordinasi dengan BPKP Perwakilan
sebagai instansi Pembina SPIF dan Kapabilitas APIP.

Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat dengan Capaian 46
Orang.

Pencapaian Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat dari target
55 orang dan telah dicapai 46 Orang, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian
ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2021 ada
penambahan SDM Aparatur Pengawasan dari STAN sebanyak 8 orang
sebagai Calon Auditor. Dalam rangka meningkatkan jumlah SDM Aparatur
Pengawasan sudah dilakukan beberapa upaya antara lain mengikutsertakan
Fungsional Pengawasan ( Auditor dan P2UFD) dilingkungan Inspektorat
Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan Bimtek, Pendidikan dan Pelatihan
baik penjenjangan, fungsional, substantif, keahlian dan profesi, Workshop
dan Seminar yang berkiatan dengan pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan
baik yang bersifat fungsional dan substantif, melakukan rekrutmen ASN dari
CPNS melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan
mutasi antar instansi bagi ASN yang berminat menjadi pejabat fungsional
pengawasan.
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Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 pada Inspektorat
Provinsi Kalimantan Timur ini dibuat agar dapat diimplementasikan serta
dipergunakan sebagai bahan dalam penilaian kinerja Inspekiorat Provinsi Kalimantan
Timur dan bahan evaluasi untuk capaian kinerja tahun depan.

Samarinda, 24 Januari 2022

e

DR. H. M. IRFAN PRANANTA. SE.MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19740818 199703 1 D06
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DAFTAR LAMPIRAN

INSPEETORAT PROVINGT RALINANTAN TTNI'R















Mo

Penjelasan (Formulasi

Sasaran Strategis Indikatar Sasaran Satuan Alasan | Parhitungan) Sumber Data
. Wl . E— PRI . TR
Jumiah Perangkat Daerah 23 Belum optimal Implementasi SAKIP pads | Jumizh Perangkat Rekapitulas
Hasil Ewvslussi SAKIP Crganizasi Perangkat Daerah Daerah hasil Evaluasi Hasil Evaluasi
Katager = B SAKIF katagor B SAKIP
A= dikagi jumlah Perangkat | Perangkat
Daerah yang di Deerzh
St = flie= 8 o L e N T bt Evaluasi x 100%.
Paresentasa Tingksat a0 Balum optimalnya perangkst dasrah Jumiah rekomendasi Rekapitulasi
Penyelesaian Tindak Lanjut yang menindak lanjuti rekemendasi hasil | lermuan hasil Hasil Manitoring
Hasil Pemeriksasn APIR pemeriksaan APIP pemeriksaan APIP yang | dan Evaluasi
ditindak lanjuti dibagi Tindak Lamjut
jumlzh rekcmendasi Hasil
| lemuan APIP dikali Pemeriksaan.
_____ = i | 100%%.
Persentase  pelanggaran a5 Eelum optimalnya tindak lanjut tas Jumlah rekemendasi Laporan Hasll
Disiplin yang Dilindaklanjuli | pelangparan disiplin. lermuan alas atas Pemeriksaan
[ palanggaran disiglin atae
vang dilindsk lanjuti i Pelanggaran
bagi jurnlah Disiplin
rekomendasi temuan
pemerksan di kali
| 1005,
I
2 Meningkatkan Pembinaan dan Jumlakh Femda Kab/Kota 3] Belum oplimalnya hasi LFPD pada Jumlah EKFFD hasil Rekapitulas
Pengawasan Pemearintah Kabupaten/kKeta | yang mendapat Predikat © Femda Kab/Rola. Evaluasi Predikat Hasil Evaluasi
| Sangat Tinggi * dalam Sangat Tinggi dibagi | KPPD Pemda
[ Evaluzei KPED jumlah Pemda kab/kota
Kab/Kota yang di
Evaluasi x 100%.
Jumlah Pemda KabiKoiz G Belum cplimalnya Implementasi SAKIP | Jumlah Pemda Rekapilulasi
yang hasll Evaluasl SAKIF pada Pemda Kab.Kola, Kab/Hola hasil Evaluasi | Hasil Evaluasi
Katagon "B - SAKIP katagori B SAKIP
dibagi jumlah Pemda Parangkat
nanfota yang di Daerah
Evaluasi x 100%.
d. | Meningkatkan Pencegahan Korupsi Persentase penangangan 100 Perlunya peningkatan pelayanan Jumlah pengaduan Laporan Hasil
Kolusi dan Hepntiame {KHN:‘ pgngaduan magyamkat Inspﬂktﬂrﬂl Dasrah Prov, Kaltim atas n'_l'asyara_klﬂ Tﬂﬂg | Pemeriksaan
yang ditangani pengaduan masyarakal atas dilanganiidiperiksa di Atas
penyelenggaraan Pemda. bagi dengan jumiah Pengaduan
pengaduan masyarakat | Masyarakat
yang diterima di kali
100%.
Persantase Tingkat Belum cptimalnya kepatuhan atas | Jumlah penyampaEn Rekapitulzsi
Kepatuhan Penyampaian - pelaporan LHKPHN dan LHKASKN | atas kepatuhan LHKPN | atas Kepaluhan
LHKPN BS dan LHEASN di bagi Penyampaian
jumiah wajib LHKPHN LHEPM dan




ECngaviasan

Ma : :
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Alasan Fenjﬁgf;?ufg[::;um& Sumber Dala
LHKASH G5 dan LHKASN di kali LHKASN
100%
Jumlah Pelaporan 20 Eelum oplimalnya palaporan atas Jumlah Laporan Yang Rekapitulasi
Cratifikasi penerimaan dan penolakan Gratifikasi Masuk dan ditangani Laporan
oleh UFG Sratifikasi
Hasill  Survey  Penilaian 70 Amanat Permandagri Momor 38 Tahun Melakukan survey atas | Laporan Hasil
Integritas Pemda 2018, unsur-unsur intzgritas. Sumnvey
Perangkal Daerah  yang 1 Belum semua perangkal daerah Melakukan eveluasi Laporan Hasil
ditetapkan  sebagai  Pilol pelayanan yang ditelapkan sebagai atas F’grangl:at Cacrah Evalu;lsi £l
Project 2| Menuju Zona Integritas Menuju WEKANVBEM yang ditetapkan Meanuju
WEKWEBNW sabagai Filot Project WEHKANEBM
Sebagai £1 Menuju
i WEBKNEBM oleh Tim
| ___|InternaldanEesternal. | |
Milai Refarmasi Birokrasi 36,30 | Belum dilaksanakan penifaian Reformasi | Pencapaian angka Laporan Hasil
Farangkat Daerah | Birokrasi terhadap Perangkat Daerah bobotiilsi sesusi evaluas alas
| sesual dengan amanat Permenpan-RE dengan data Fenilaian RS
pemenunan dan reform | Perangkat |
| Daerah |
| & |
4, | Meningkatkan inlegritas, kompetensi dan Level kapabililas APIF 3 | Perlurya peningkatan Kapakilitas APIP Evaluasi cleh BPKP Laporan Hasil |
' profesional APIR, Inspekiorat ’ terhacap tingkat Evaluasi .
Kapahilitas AFIF Kapabilitas
f e APIP
Tenaga Fungsional 50 Belum optimalnya dukungan SOM Jumlsh Jabstan Data
Pangawasan yang Pengawasan alaz palaksanaan Fungsional Yang Kapegawaian
berzerifikal pengawasan terutema lerhadap cakupan | Bersertifikat.







Ma

Penjelasan (Formulasi

yang ditangani

ditanganifdiperiksa di

Saearan Sirzalegis indikalor Sasaran Satuan Alasan Perhitungan) Sumber Data
| arggaran Pragram
. ' dan Kegiatan di kali
‘ : 100%
! Level Malurtas  SPIP | Lewel3 | Belum oplimalnya Sistem Pengendalian | Hasil Evaluasi BPKP Laporan Hasil
Femda Kaltim ! Intern Pemsrintan (SPIF} di lingkal terhadap Tingkal Evaluzsi BPER
' organisasi Perangkat Dacrah Maturitas SPIF di
| | Pemda Frov. Kaltim
Jurriab Perangkst Daerah i 31 PR Belum optimal Implementasi SAKIF pada | Jumlah Ferangkat Fekapiuliasi
| Hasil Evalussi SAKIF Crganisasi Perangkat Daerah | Casrah hasil Evaluasi Hzasil Evaluasi
. Katagori = B SAKIP katagori B SAKIP
= dibagi jumlah Perangkat | Farangkat
[ Cacrah yang di Dzerah
. S R— Evaluazi x 100%.
Farsentass Tingkat BS % Belum ootimalnya perangkat daerah Jumlah rekomendasi Fekapitulizsi
Penyelesaian Tindak Lanjut yang menindak lanjuti rekomendasi hasil | temuan hasil Hasil Monitoring
' Hagil Pamerikgaan APIR =meriksaan APIP pemenksaan APIF yang | dan Evaleas
ditindak lanjuti dibag Tindak Lanjul
jumiah rekocmendasi Hasil
temuan AFIP dikali Femerikszan,
100%.
Persentase  pzlanggaran BS5 TS Eclum optimalnya tindak lanjut {as Jumlah rekomendasi Laporan Hasil
Dislplin yvang Ditindeklanjuli p=langgaran digiplin lemuan atas atas Pemernkazan
pelanggaran disiplin | atas
vang ditindak anjuti di | Pelanggaran
bagi jumlah Cisiplin
rekomendasi temuan
pemeriksan di kali
- 100%.
| DHIE L P e Hide
2. | Meningkatkan Pambinaan dan Jurrlah Pemda Kabf<ota 5] Belum optimalnya hasil LPPD pada Jumlah EKPPD hasil Rekspilulasi
| Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota | yang mendapal Predikat * | Kab/kjota | Pemda KebiKola. Evaluasi Predikal Hasil Evaluasi
Sangat Tinggi “ dalam Sangat Tinggi dibagi KPPD Pemda
Evaluasi KPPD jumlah Pemda : kak/Fota
- Kabikola yang di
3 T Evelugsi x 100%,
Jumlanh Pemda Kab/i<ota G Belum optimalrya Implementasi SAKIP | Jumlah Pemda Rekapitul=si
yang hasil Evaluasi SAKIF | Kah/Knis pada Pemda Kab.Kola. Fabikola hasil Evaluasi - Hasil Eveluasi
Katagori“ B * SAKIP katagon B SAKIP
dibagi jumiah Pemda Parangkst
I KabfKota yang di | Caerah
: —m—o i WU SAR Evaluasi x 100%.
3. Meningkatkan Penceganan HKorepsi |, | Fersentase  penangangan 100 % Ferlunya peningkatan pelayanan Jumlah pengaduan Lapcran Hasil
Kaolusi dan Mepotisme (KKN) pengaduan  masyarakat Inspaktoral Daerah Prov. Kaltim atas masyarakat yang Pemeriksaan
pangaduan masyarakat atas Alas




Mo

Penjelazan (Formulasi

pangawasan

Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Alasan Perhitungan) Sumpar Data
penyelenggaraan Pamda. baagi dengan jumlah Pengaduan
pengaduan masyarakat  Masyarakat
| yang diterima di kall
| 100%. )
Persentase Tingkat Belum oplimainya kepatuhan alas Jumlah penysmpaian Rekapilu'asi
Fepaluhan Penyampaian : pelaporan LHEPM dan LHEASN atas kepatuhan LHKPN | ales Kepatuhan
LH~PH 70 % dan LHKASN di bagi Penyampaian
LHKASN 70 % | jumitah wajib LijF'H LHKPN dan
dan LHEASN di kali LHKASH
100%.
Jumiah Pelaporan 20 Belum optimelnya pelaporan alas | Jumlah Laporan Yang Rekapilulasi
Gratifikasi Leporan | penermaan dan penolaken Cralifikasi Masuk dan ditangani Laporan
cleh UPG | Gralifikasi
Hazil Survey Penilaian | 75 Skor/ | Amanat Permendagr Momer 38 Tahun Melakukan survey alas | Laporan Hasil
Integritas Pemda Milgi 2018, unsur-unsur integritas. | Survey
Perangkal Daerah  yang 1PD Balum semua perangkat dasrah Melakukan evaluasi Laparan Hasil
ditelapkan sebagai  Pilot pelayanan yang ditetapkan sebagai etas Perangkat Daerah | Evaluasi 2l
Project Z1 Menuju Zena Integritas Menuju WEKS WEBM yang ditelapkan Menuju
WBKWEBM gebagai Pilot Froject WBEK/ANEEM
Sabagai Z1 Menuju
| YWBEANEBM cleh Tim
- Internal dan Ekstemal, |
Milai Reformasi Birokrasi | 35,30 Milai | Belum dilaksanakan penilsian Reformasi | Pencapaian angka Lapaoran Hasil
Perangkal Daerah ! Bobat Birokrasiternadap Ferangkat Daerah bebot/nmilai sasvai evaluazi ajas
sesual dengan amanat Parmenpan-REB deng=n dsta Fenilsian RE
pemenuhan dan reform | Perangkat
T B Dacrah
4. | Meningkatkan inlegritas, kompetensi dan Leve! kapabiltas APIP Level 3 Perlunya peningkatan Kapakilifas ARIP Evaluasi oleh EPKP Laparan Hasil
profesional APIP. Inspektarat tarhadap tingkat Evaluasi
Kapabiltas AFIF Kapabilitas
ApPIP
Tenaga Fungsional | 55 Crang | Belum optimalnya dukungan SOM Jumiah fabatan Data
Fangawasan yang Pengawasan atas pelaksanaan Fungsional Yang Kepagawaian
harsartifika pengawasan lerutzma terhadap cakupan | Barsedifikal,







Mo

Penjelasan (Formulasi

Sasaran Sirategis Indikalor Sasaran Satuan Alazan Perhitungan) Sumber Data
Daerzh berdasarkan hasil pemariksaan Kegiatan Peangkal Dperasianal
operasional Daerah di bagi pagu
anggaran Program
dan Kegiatan di kali
| [ 100%
Level Maturitas  SFIP Leve!3 | Belum opfimalnya Sistem Pengendaiian | Hasil Evaluasi BPKP Lapaoran Hasil
Pemda Kaltim Intern Pamernntah (SPIP) di tingkat terhadap Tingkat Evaluasi BFKF
orpanisasi Perangkst Dasrsh Maturitas SPIF di
e Pemda Frov. Kaltim .
Jumlzh Perangkat Daerah 34 PD Belum optimal Implementasi SAKIP padz | Jumiah Perangkat Rekapitulasi
Hasil Ewvalussi SAKIP Crganisasi Perangkat Daerah Daerah hasil Evaluasi Hasil Evaluasi
- SAKIP katagorn B SAKIP
HERgol S | dibagi jumlzh Perengkat | Perangkat
| Dasrah yang di Dazrah
- _ | Evaluasix 100%. -
Eerzantase Tingkat 86 & Belum opfimalnya perangkat daarah | Jumlzh rekomendasi Rekapitulasi
Penyciesaian Tindak Lanjut yang menindak lamuti rekomendasi hazil | temuan hasi - gaEiIIEM;llnit:ing
i pemeriksaan ARIP pemeriksaan AFIF yang | dan Evalua
Bl e ditindak lanjuli dibagi Tindak Lanjul
jurmnlah rekemendasi Hazil
ternuan APIF dikali Pemeriksaarn.
. 00%.
Fersentase  pelanggaran 5% Belum optimalnya tindak lanjut fas Jumlah rekomendasi Laporan Hasil
Ciziplin yang Ditndaklenjuty peslanggaran disiplin, lermuzn atas alas Pemeriksaan
palanggaran disiplin alas
yang ditindak lanjuti di Felanggaran
bagi jumiah Disiplin
rekomendasi lemuan
pameriksan di kali
100%.
2. | Meningkatkan Pembinazn dan Jumizh Pemdsz Kabikoma 7 Belum oplimalnya hazi LFPD pada Jumlzh EXPFD hasil Fekapitulasi
Fengawasan Pemerintan Kabupaten/Kola | yang mendapal Predikal © | Kabikjota | Femda Kab/Kota. Evaluasi Predikat Hasil Evaluasi
Sangat Tinggi - dalam Sangat Tinggi dibagi KPPD Pemda
Evaluasi KPPD jumnlah Pemda kabiKota
Kab/ota yang di |
Evaluasi x 100%. e
Jumlah Pemda Habkota a Belum optimalnya Implemantasi SAKIP | Jumlzh Pemda | Rekapitulasi
yang hasil Evslussi SAKIP | Kab/Kata pada Pemda Kabh. Kota. Kab/Kota hasil Evaluasi | Hasil Evaluasi
Kalagori “ B * | SAKIP katagori B SAKIP
| dibagi jurmiah Pemda Ferangkal
Habikota vang di Daerah
' Evaluasi x 100%.
| >
3. | Meningkatkan ﬁ'enmgahan Horupsi | Persentase  penangangan 100 % | Perlunya peningkatan pelayanan Jumlzh pengaduan Laparan Hasil
Holusi dan Mepotisme (KKK pengaduan masyaakal Inspekloral Daerah Prov. Kaltim atas masyarakat yang Femariksaan




Ho

Penjelasan (Formulas

Sasaran Sirateqis Indikator Sasaran Satuan Alasan Perhitungan) Sumber Data
yanqg ditangani pengaduan masyarakal atas ditanganidiperiksa di Atag
penyelenggarazn Pemda. bagi dengan jurmlah Pengaduan
pengaduan masyarakal | Masvarakat
yang diterima di kali
bl S e e b L 100%.
i Persantase Tingkat Belum optimalnya kepatuhan alas Jumiah penyampaEan Fekapilulasi
Kepatuhan Panyampaian | pelaparan LHKPN dan LHKASKH atas kepaluhan LHKPN | alas Kepawhan
LHKEH [ 75 dan LHKASN di bagi | Fenyampalan
| ) dan LHEASN di kal LHKASN
| 100%,
Jumiah Pelaparan a5 Eelum optimalnya pelaporan atas Jumiah Laporan Yang Fekapitulas|
Crafifikasi Laporan penerimaan dan penaolakan Gratifikasi Masuk dan ditangani Laporan
e oleh UFG | Gratifikasi
Hasl Survey Penilaian g0 Amanal Permendagri Nomor 38 Tahun Melakukan survey atas | Laporan Hasil
Integritas Pemda Skor! 2018, unsur-unsur integritas. | Survey
Milai
Ferangkat Daerah vyang 1PD Belum semua perangkat daerah Melakukan evaluasi Laporan Hasil
ditetapkan sebagai Filot pelayanan yang ditetapkan ssbagal atzs Perangkat Daerab | Evsluasi 2|
Froject 71 Menuju Zona Intagrilas Menuju WEKANWBEM yang dileéapk,gn mgfanxﬂuem .
gabagai Pilol Project
b Sebagai £1 Menuju
WEK/MEEM cleh Tim
B = Internal dan Ekslemal.
Milai Reformasi Birokrasi 38,30 Belum dilaksanakan panilaian Reformasi | Pencapaian angka Laporan Hasil
Perangkat Daerah Rilai / Birckrasi terhadap Perangkat Dazrah | bobotnilai zesusi evaluasi alas
Babat sesuai denpan amanat Permenpan-RE dengan dala FPenilaian R3
pemenuhan dan reform | Perangkat
T Daersh
4. | Meningkatkan Iintegrilas, kompetensi dan Level kapebiltas APIP | Level 3 | Perunya peningkalan Kapabilitas APIP Evaluasi oleh BPKP Laporan Hasil
profesional ARIP. Inspektorat tarhadap tingkat Evaluagi
Kapabilitas AFIP Kapsbilitzs
Y AFIF
Tenaga Fungsional | 60 Orang | Belum cptimalnya dukungan SDM Jumlzah Jabatan Data
Pangawssan yang Pengawasan alas pelaksanaan Fungsional Yang Kepegawalan
bersartifkat pengawasan tendlama lerhadap cakupan | Berserifikal.

PENCRANSEEN.








































| No ' - : Realisasi | Capaian
f Sasaran Strategis Indikator Sasaran QEEEE Alasan PE’”T;: ;I"‘;igj{“';{;:‘;“'ﬂﬁ‘ Sumber Data !E‘"nl .
pemeriksaan operasional Angaaran Program LRA Simda ,
dan Kegiatan di kali Keuangan
| I S 1L 100% N
Level Maturitas  SPIP 3 Eelum optimalinya Sistem Hasil Evaluasi BPKP Laporan Hasil e 100
| Pemda ¥Kalim Pengendalian Intem terhadap Tingkat Evaluasi BPFKEP
Pemearintah (SPIP) di tingkat Maluritas SPIP di
—_ organisasi Perangeat Daarah Femda Prov. Kaltim )
Jumlah Perangkat Dzerah K] Belum optimal Implementas: Jumlah Perangkat Rekapitulasi 28 93,55
Hasil  Ewaluasi  SAKIF SAKIP pada Crganisasi Dasrah hasil Evaluasi Hasll Evaluasi
Katagori > B Ferangket Daarah SAKIP katagori B SAKIP Peranghkat
= dibagi jumlah Perangkal | Daerah
Dzerah yang di
= S Evaluasix 100%. |
FPersentase Tinghkat 85 Belum optimalnya perangkal Jumilah rekomendasi Rekapitulasi 81 85,20
Penyelesaian Tindak Lanjut daersh yang menindak lanjuli temuan hasil Hasil Monitaring
Hasil Pemeriksaan APIF rekomendasi hasil pemeriksaan | pemeriksaan AFIP yang | dan Evaluasi
| APIP ditindak lanjutl dicagi Tindak Lanjud
jumlah rekomendasi Hasil
temuan APIP dikali Pemeriksaan.
. 100%. . B —
Fersentase  pelanggaran 85 Belum optimalnya tindsk lanjul | Jumlah rekamendasi Lapaoran Hasi fa B, 24
Disiplin yang Ditindaklanjuti tas pelanggaran disipling temuan atas atas Femeriksazn
pelanggaran disiplin alas Pelanggaran
yang ditindak lanjuti di Disiplin
bagi jurnlah
rekomendasi temuan
pemeriksan di kall
| o 100%
| |
2. | Meningkatkan Jumlah Pemda Kab/Kota 6 Belurm optimalnya hasil LPPD | Jumilzh EKPPD hasil Fekapitulasi E 100
Pembinazn dan yang mendapai Predikat * pada Pemda Kab/Kota. Evaluasi Pradikat | Hasil Evaluasi |
Pengawasan Pamerinlah | Sangal  Tinogi dalam ?‘:angat Tinggi dibag | HFFI'D Pemda
KabupateniKola | Evaluasi KPPD jumiah Pemda | kabiKota
K.ab/Kola yang di [
2 Evaluagix 100%. | !
Jumiah Pemda Kabikota i} Eelum aptimalnya Jumiah Femda Rekapitulasi 8 | 13334
yang hagil Evaluasi SAKIP Implementasi SAKIF pada Kanfkota hasil Evaluasi | Hasil Evaluasl
Katagori “E * Pemda Kab. Kata, SAKIP katager 2 SAKIP Perangkal
dibagi jumlah Pemda Daerah
K.ah/€ola yang di
-l L Evaluasi x 100%. :
3. | Meningkatkan Fersentase penangangan 100 Ferlunya peningkatan Jumlah pengaduan Laparan Hasil 100 | 100
Pencegahan Korupsi pengaduan  masyarakat pelayanan Inspekiorat Daerah | masyarakal yang Pameriksaan
Kolusi dan  Mepolizme | yang ditangani Frov. Kaltim slas pengaduan ditangani‘diperiksa di Atas Pengaduan




ferutama lerhadap cakupan
DENQEWASEN

Mo ; Realisasi Capaian
Sasaran Strategis Indikator Sasaran ‘Sr::ﬁ Alzgan Peniﬂm?u‘:;gm“' Surmber Data .:izf:}
(FEM) masyarakat alas bagi dengsn jumlah Masyarakat
penyelenggaraan Pamda, pengaduan masyarakat |
yang diterima o kali |
1000%:
Persanlase Tingkal Belum optimalnya kepatuhan Jumiah penyampaian Rekapitulasi atas
Kepatuhan Penyampaian : atas pelaporan LHEPM dan gtas kepatubhan LHEPN | Kepatuhan
LHEASM dan LHKASN di bagi Fenyampaian
LHKPN 70 jumiah wajib LHKPN LHKFN dan 7417 105,96
dan LHEASN di kali LHKASN 76,02 109,88
LHEASN 70 1008,
Jumizh Pelaporan 20 Belum optimalnya pelaporan Jumiah Laporan Yang Rekapitulasi 14 70
Cratifikasi atas penenmazn dan penolakan | Masuk dan dilangani Laparan
I S | Gralifikasi pleh UFG Sralifikasi ——
Hasil Suwwey Penilaian 75 Amanal Permendagr Nomor 38 | Melakukan survey atas | Laporan Hasil 86,35 88,47
Integritas Pamda Tahun 2018, unsur-unsur infegrias. Sunray
Perangkat Daerah  yang 1 Belum semua peranokal daerah | Melakukan evaluasi Lapeoran Hasil 1 100
ditetapkan sebagal  Filot pelayanan yang ditetapkan etas Ferangkat Daesrah | EvaluasiZl [
Projact 7l Menvju sehag_au pilst plfoject Zena vang d|§atgpkan ! Menuju |
WEKAEEM Imtegritas Menuju WBEAWEBM eabagsi Pilot Project WEHKANEEM .
Sebagai ZI Menuj -
gei enuju
WBKAVEBM oleh Tim '
Internal dan Eksternal. - |
4, | Meningkatkan integritas, | Leve!l  kapabiltas  APIP 3 Perunyz peningkatan Evalasi oleh EPEP Laperan Hasil 3 100
kompetensi dan Inzpektorat Kapabilitas APIP terhadap tingkat Evaluasi
profesional APIP, Fzpabililas AFIP Kapabililas APIFP e
Tenaga Fungsional 55 Belum oplimalnya dukungan Jumlah Jabstan Data 46 3,64
Pengawasan yang SOM Pengawasan alas Fungsional Yang Kepegawaian
barserifikat pelakeanaan pengawasan Bersedifikal.




